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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, 

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. 

Oleh karena itu, kami sangat mengaharapkan kritik dan saran 

demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami 

mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 

membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini 

dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah 

dipahami.  

 

Padang,        Agustus  2023 

Penulis 

  

atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku 

dengan judul Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara dapat 

diselesaikan  oleh  penulis.  Pemerintah  sebagai  penyelenggara 

negara  dituntut  untuk  terus  mengevalusi  sistem  pemeritahan 

guna dapat melindungi setiap kepentingan warga masyarakat. 

Untuk  itu  pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  eksekutif 

memeliki  kewenangan  untuk  membentuk  kebijakan  seperti 

Peraturan Perundang-Undangan dan menetapkan 

kebijakan. Namun, terkadang sebuah kebijakan yang diambil 

oleh pemerintah mengakibatkan kerugian kepada sebagian 

masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap 

kepentingan warga masyarakat menjadi hal sangat penting 

untuk diketahui. Menjawab akan kebutuhan tersebut maka 

penulis menerbitkan buku yang berisi tentang Kapita Selekta 

Hukum Administrasi Negara. Buku ini ditujukan untuk 

membantu mahasiswa dalam mempelajari Hukum Administrasi 

Negara.  
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BAB I  

PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP WARGA NEGARA 
 

 

Perkembangan pola kehidupan masyarkat hari ini 

sangatlah pesat, hal ini tentu tidak terlepas dari beberapa faktor 

internal dan eksternal seperti perubahan kebutuhan, serta 

perkembangan teknologi dan informasi. Sehingga, pemerintah 

sebagai penyelenggara negara juga dituntut untuk terus 

mengevalusi sistem pemeritahan guna dapat melindungi setiap 

kepentingan warga masyarakat. Untuk itu pemerintah sebagai 

pemegang kekuasaan eksekutif memeliki kewenangan untuk 

membentuk kebijakan seperti Peraturan Perundang-Undangan 

dan menetapkan kebijakan. Namun, terkadang sebuah kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah mengakibatkan kerugian kepada 

sebagian masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum 

terhadap kepentingan warga masyarakat menjadi hal sangat 

penting untuk diketahui. Lantas apa yang dimaksud perlindugan 

hukum? Hal ini akan dibahas lebih lanjut dibawah! 

A. PERLINDUNGAN HUKUM 

Manusia (naturlijke personen) dan organisasi 

(rechtpersoonen) sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab, 

dan masing-masing dapat melaksanakan hak dan tanggung 

jawab tersebut sesuai dengan kekuasaan dan kewenangannya. 

Hal itu mengakibatkan munculnya berbagai hubungan l hukum 

antaral subjek yang satul dengan llainnya. Hukum hadir sebagai 

rule of the game untuk mengatur hubungan antara subjek hukum 
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agar segala sesuatu berjalan dengan lancar, adil, dan harmonis 

sehingga setiap orang menerima apa yang menjadi haknya dan 

melakukan apa yang menjadi kewajibannya. 

Untuk memenuhi tujuannya melindungi hak-hak individu, 

undang-undang harus diberlakukan, seperti yang dikatakan 

Sudikno Mertokusumo. Hukum dapat ditegakkan secara rutin, 

tetapi selalu ada kemungkinan untuk dilanggar (Sudikno 

Mertokusumo, 1993: 140). Pelanggara hukum itu terjadi apabila 

subjek hukum tidak menjalankan kewajibannya sehingga 

menimbulkanl kerugian bagil pihak yangl lainnya, oleh karena itu 

subjek hukum yangl dirugikan haknya memerlukan perlindungan 

hukum. 

Sejatinya fungsi hukum sebagai alat untuk mengatur serta 

perlindungan ini dimaksudkan agar hubungan hukum antara 

para subjek hukum terjalin dengan baik, teratur dan damai, 

dimana semua subjek hukum mendapatkan haknya serta 

melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Hal ini selaras 

dengan dituliskan oleh L.J. Van Apeldoorn, bahwa l tujuan hukuml 

adalah untuk mengaturl masyarakat secaral damai. hukuml 

menghendaki lperdamaian, dimana kepentingan setiap orang 

dilindungi baik secara materil atau pun non materil seperti 

kehidupan, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan 

yang lainya (Van Apeldoorn,1966:9-10) 

Terkait pengertian perlindungan hukum, sebenarnya tidak 

ada satupun defenisi yang berlaku secara umum, namun untuk 

mendapat gambaran yang jelas tentang itu, beberapa ahli hukum 

memberikan pengeritan seperti: 

i. Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud oleh CST 

Kansi meliputi segala upayal hukum yangl harus 

dilakukan olehl aparat penegakl hukum agar tercipta 

rasal aman baikl lahir maupun batin daril gangguan danl 
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berbagai ancamanl dari pihakl manapun, baik 

pemerintah maupun pihak lain. anggota komunitas. 

ii. Perlindungan hukum, sebagaimana didefinisikan oleh 

Philipus M. Hadjon, adalah perlindungan terhadap 

penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia yang 

dimiliki subjek hukum atas dasar prinsip-prinsip 

umum saling ketergantungan atau sebagai kumpulan 

norma atau hukum yang dapat melindungi sesuatu 

yang lain. 

iii. Untuk menjaga kepentingan seseorang, Satjipto 

Rahardjo berpendapat bahwa perlu diberikan Hak 

Asasi Manusia kepada otoritas untuk bertindak demi 

kepentingan terbaiknya sendiri. 

iv. Perlindungan hukum, sebagaimana didefinisikan oleh 

Setiono, adalah “suatu tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan 

aturan hukum”, dengan tujuan untuk mewujudkan 

hukum dan ketertiban agar masyarakat dapat hidup 

dengan hormat. nilai bawaan mereka. 

 

Kalau merujuk pada pendapat para ahli hukum diatas, 

maka diperoleh berapa indilator penting tentang perlindungan 

hukum, antaralain: (i) Jaminan perlindungan akan Hak Asasi 

Manusia seluruh warga masyarakat, (2) Mekanisme penegakan 

hukum dalam hal terjadi pelanggaran akan hak asasi setiap 

orang. Hal ini tentu selaras dengan salah-satu tujuan hukum 

yaitu adanya kepastian hukum. Menurut Van Apeldoorn, bahwa 

kepastian hukum dapat dimaknai sebagai keadaan telah pastinya 

hukum karena telah ada peraturan-peraturan berbentuk konret 

serta menjamin keamanan hukum, sehingga para pencari 
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keadilan (yustiable) dapat menentukan dasar hukumnya 

sebelum mengajukan tuntutan. 

Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap warga 

negara didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia karena dari sejarahnya sendiri 

konsep perlindungan hak asasi manuasia diwujudkan berupa 

pembatasan-pembatasan hak serta pembebanan kewajiban 

kepada warga masyarakat  pemerintah. Hal ini bersumber pada 

konsep negara hukum yang disebut Rechtstaat, dan Rule of Law.  

Jika melihat konsep negara hukum Rule of Law oleh Albert 

Van Decie, maka terdapat tiga prisnip utama yaitu Pertama 

Supermacy of Law yang berarti hukum dijadikan sebagai 

pemegang kekuasaan tertenggi dalam suatu negara sehingga 

semua hak dan kewajiban diatur oleh hukum dan setiap orang 

termasuk pemerintah wajib untuk mematuhinya, Kedua 

Equality before The Law berarti setiap orang memiliki 

kedudukan yang sama didepan hukum dan pemerintahan, 

Ketiga Due proses of Law yang berarti apabila terjadi 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maka 

penegakannya haruslah dijalankan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku untuk mencegah terjadinya tindakan 

kesewenang-wenangan atau eiginrechting. 

Begitupun dengan konsep l negara hukuml Rechtstaat oleh 

Juliusl Stahl, dimana setiap negara l hukum haruslah menerapkan 

empat prinsip dasar, antaralain:  

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia; 

ii. Pembagian kekuasaan pemerintahan; 

iii. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

iv. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara. 
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Apabila diperhatikan dua konsep negara hukum diatas, 

secara garis besar memiliki kesamaan, namun dalam Rechtstaat 

lebih ditekankan adanya pembagian kekuasaan pemerintahan, 

serta adanya perdilan tata usaha usaha negara. Hal ini 

dikarenakan dengan mengingat kekuasan pemerintahan yang 

sangat besar dan luas sehingga berpotensi menimbulkan abuse 

of power yang berujung pada bentuk pemerintahan oteriter, oleh 

sebab itu kekuasaan pemerintahan haruslah dibatasi dengan 

pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga yaitu 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang selanjutnya akan dibahas 

dalam sub bab selanjunya. Serta, diperlukannya mekanisme 

peradilan tata usaha negara agar setiap warga mesyarakat yang 

dirugikan oleh kebijakan pemerintah, dapat memperjuangkan 

hak-nya. 

Kemampuan pemerintah untuk mengambil tindakan 

hukum menentukan apakah hukum administrasi atau hukum 

perdata mengatur interaksi pemerintah dengan rakyatnya. 

Ketika negara bertindakl dalam kapasitasnyal sebagai lpejabat, 

maka tindakanl itu tunduk danl patuh pada hukuml tata usaha 

negara (Ridwan HR, 2018: 268), tetapi ketika negara bertindak 

sebagai perwakilan badan hukum publik (Publiek 

Rechtspersoon, Public legal badan l hukum), perbuatanl itu 

tundukl pada ketentuanl hukum lperdata. Kepentingan setiap 

warga masyarakat seringkali terancam untuk dilanggar, 

terutama ketika pemerintah ingin mengambilk sebuah tindakan 

(kebijakan). Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap 

warga negara sangatlah penting. 

Ada berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan 

pemerintah yang berpotensi merugikan warga negara, Seperti: 

Pertama Pembuatanl Peraturan lPerundang-Undangan 

(Regelingl), Kedua Penerbitan Ketetapan l Pemerintah 
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(Besechking), Ketiga Perbuatan pemerintahl dalam bidangl 

keperdataan (materielel daad). Menurut Muchsan, penguasa l 

dapat dianggapl melakukan perbuatanl melawan hukuml karena 

melanggarl hak subjektifl orang lainl apabila: 

i. Pemerintah melakukanl perbuatan yangl bersumber 

padal hubungan hukuml perdata sertal melanggar 

ketentuanl hukum perdata. 

ii. Penguasal melakukan perbuata yangl berseumber 

pada hukuml public serta melanggarl ketentuan 

kaidahl hukum ltersebut.  

Sehubungan dengan hal itu, apabila perbuatan melawan 

hukum oleh pemerintah dapatl terjadi dalaml bidang publikl dan 

perdata, makal perlindungan hukuml terhadap ketinngan warga 

negara yang dilanggar juga terdapat dalam bidang perdata dan 

publik. 

 

B. JENIS-JENIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA 

NEGARA  

1. Perlindunganl Hukum Dalaml Bidang Perdatal 

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, pemerintah 

memerlukan kebebasan serta mempunyai kedudukan istimewa 

dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya.  Maka dari itu, 

ketika ingin menggugat pemerintah tidaklah sama dengan 

dengan menggugat masyarakat biasa. Secara teoritik, terdapat 

beberapa konsep yang menjelaskan apabila ingin menggugat 

pemerintah (negara), antara lain (Ridwan HR,296):  

i. Gagasan negaral sebagai institusi kekuasaanl 

dikaitkan denganl gagasan hukum sebagail pilihan 

yang disengaja yang diwujudkanl oleh otoritas;  
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ii. Gagasan bahwa negara tidak dapat digugat tetapi 

negara sebagai fiskus dapat ditantang;  

iii. Gagasan tentang hak dan apakah hak harus 

dilindungil oleh hukuml publik atau hukuml perdata; 

iv. Gagasan tentang hak yang menekankan pada 

kriterial kepentingan hukuml yang ldilanggar;  

v. Gagasan yangl mendasarkan perbuatanl melawan 

hukuml pada pelanggaran kepentingan hukum. 

 

Setiap masyarakat dapat menggugat pemerintah (negara), 

jika pemerintah mengambil tindakan-tindakan yang 

mendatangkan kerugian pada masyarakat (Philipus 

M.Hadjon,118-119). Dengan mempertimbangkan peran 

pemerintahl sebagai representasi daril badan hukuml publik yangl 

berwenang untuk melakukan proses hukuml perdata atau publik. 

Sehingga berpontensi dapat menimbulkan pertentangan, oleh 

karenanya pemerintah dapat dihukum untuk menganti kerugian.  

Pasal 1365 KUH Perdata memberikan aturan yang tegas 

tentang pengawasan pemerintah terhadap kegiatan ilegal dalam 

lingkungan perdata, menyatakan l bahwa “Setiapl perbuatan 

melawanl hukum yangl merugikan orang lain l mengharuskan 

pelaku, sebagai akibat dari kesalahannya, untuk menyatakan 

kerugian dan mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan 

melawan hukum oleh pemerintah, yaitu: Pertama, kegiatan 

ilegal; kedua, kerugian yang ditimbulkan; lketiga, hubungan 

antaral perbuatan melawanl hukum denganl kerugian yang 

ditimbulkan; Masalah keempat l adalah kesalahan.  

Dalam perkembangannya, pemaknaan perbuatan melawan 

hukum mengalami pegeseran dimana pada awalnya perbuatan 

melawan hukum ditafsirkan sebatas perbuatan yang melanggar 
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undang-undang dan melawan hak orang lain, hal ini didasarkan 

pada aliran legisme, yaitu aliran yang memandang bahwa hukum 

hanyalah lundang-undang, dan diluarl undang-undangl tidak 

terdapatl hukum (Sudargo Gautama,1983:55) Hal ini tentu 

berdampak pada semakin sempitnya perlindungan hukum 

kepada warga negara khususnya dalam bidang perdata. 

Kemudian penafsiran perbuatan l melawan hukuml tidak 

lagi hanyal meliputi melanggar lundang-undang dan hak orang 

lain, tapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, 

kepatutan, dan menghormati milik orang lain; sikap hati-hati 

yang harus digunakan saat berinteraksi dengan orang lain (P.J.P. 

Tak, 1991:349) Tentu dengan adanya perluasan makna ini akan 

memperluas juga perlindungan hukum kepada warga negara 

dalam bidang keperdataan. Mahkamah Agung RI telah 

mengeluarkan dua putusan yang dapat dijadikan pertimbangan 

dalam menentukan sah tidaknya pemerintah bertindak melawan 

hukum: Putusanl No.66K/Sip/1952, yangl menyatakan bahwal 

perbuatan melawanl hukum terjadil apabila pemerintah 

bertindak lsewenang-wenang atau tidak mewakili masyarakat. 

kepentingan, dan Putusan No.838K/lSip/1970, yangl menyatakan 

bahwa perbuatan melawanl hukum yangl dilakukan olehl 

penguasa adalah perbuatan l penguasa yang melanggarl undang-

undangl dan peraturanl lainnya. (Sudargo Gautama, 1983:55). 

Melalui administrasi peradilan publik, orang dilindungi 

dari tindakan ilegal pemerintah dalam peran perwakilannya. 

Posisi pemeritah dalam hal ini dipersamakan orang atau pun 

badan hukum, oleh karena itu pula pemerintah dapat digugat 

(tergugat) dan dapat pula mengugat (penggugat). Berdasarkan 

penjelasan tersebut, hukum perdata telah memberikan jaminan 

perlindungan hukum yang sama antara warga negara dengan 
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pemerintah khususnya apabila pemerintah mengambil tindakan 

yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. 

 

2. Perlindunganl Hukum Dalaml Bidang Hukum Publikl 

lTindakan-tindakan hukum pemerintahl yang berupa 

keputusan serta ketetapan memiliki karakteristik yang cendrung 

menimbulkan akibat hukum dan sifatnya sepihak, hal ini 

dikarenakan pemerintah memiliki kewenagan penuh. Dalam 

negara hukum kontemporer, di mana pemerintah diberikan 

kekuasaan yang luas untuk mengatur kehidupan warganya, 

keputusanl dan ketetapanl pemerintah sebagai alat hukuml dalam 

melakukanl kegiatan hukum sepihakl dapat bertentangan dengan 

kepentingan warga negara. Oleh karena itu, masyarakat 

membutuhkan perangkat hukum untuk membela diri dari 

tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah. 

Sjachran Basah berpendapat bahwa warga negara harus 

dilindungi jika pemerintah melakukan tindakan administratif 

yang merugikan warga negara, sedangkan administrasi negara 

harus dilindungi jika tindakannya dilakukan dengan l baik danl 

benar sesuai dengan hukuml tertulis dan tidakl tertulis. 

Keberadaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara 

luas memainkan peran penting dalam kerangka perlindungan 

hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan. Meskipun mendelegasikan kekuasaan legislatif 

kepada pemerintah karena alasan administratif pada umumnya 

dipandang sebagai langkah yang bijaksana, hal itu berisiko 

mengorbankan hak dan kebebasan fundamental.  

Dalam hal terjadi pelanggaran administrasi negara, maka 

asas-asas pemerintahan yang layak dapat menjadi parameter 

untuk menentukan kelayakan kebijakan atau tindakan yang 

diambil oleh pemerintah. Sehingga keberadaan asas ini tidak 
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hanya untuk menyeimbangkan kedudukan antara kewenangan 

legislasi pemerintah dan kebijaksanaan pemerintah, tapi juga 

sebagai instrumen penting dalam jaminan perlindungan l hukum 

bagil warga negara. Perlindungan hukuml preventif danl 

perlindungan hukum represifl adalah dua jenis yang 

diidentifikasi oleh Philipusl M. lHadjon. Jika dibandingkan dengan l 

perlindungan hukuml represif yang berusaha untuk 

menyelesaikan masalah setelah masalah itu muncul, 

perlindungan hukum preventif, di mana rakyat diberikan 

kekuasaan untuk mengusulkan kebijakan barat yang akan 

diambil oleh pemerintah, berusaha untuk menghindari 

timbulnya perbedaan pendapat dalam masyarakat. tempat 

pertama.  

Di Indonesia sendiri, perlindungan hukum terhadapa 

warga negara akibat tindakan hukum pemerintah dilihat dari 

instrument hukum yang digunakan. Ruang lingkup undang-

undang dapat diperluas untuk mencakup tindakan yudisial yang 

diambil oleh pemerintah, sehinggan keputusan yang dikeluarkan 

pemerintah dikatogerikan sebagai perturan perundang-

undangan. Mahkamah Agung dapat dimohonkan pengujian 

terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 5 ayatl (2) 

Ketetapan MPRl No. lIII/MPR/2000l tentang sumberl hukum danl 

tata tertib peraturan l perundang-lundangan, yang menyatakan 

bahwal “Mahkamah Agungl memenuhi syarat untuk meninjau 

undang-undang yang didirikan pada undang-undang.” Peradilan 

administrasi dan banding administrasi adalah dua cara yang 

dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum atas 

perintah pemerintah. Sebab, sebagaimana disebutkan dalam l 

Pasal 48 lUndang-Undang Nomorl 5 Tahunl 1986 Tentangl 

Peradilan Tatal Usaha lNegara, “jika orang atau badan tata l usaha 

negaral diizinkan oleh peraturanl perundang-undanganl untuk 

mengadili urusan tatal usaha negaral tertentu secara administratif. 
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…” Selain itu, "pengadilan baru l berwenang memeriksal dan 

menyelesaikanl perkara itu, jika segala upayal administratif telahl 

dilakukan..." 
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BAB II  

PENEGAKAN HUKUM, KEKUASAAN, 

DAN TRIAS POLITICA 
 

 

A. PENEGAKAN HUKUM 

Hukum merupakan sebuah instrument yang memuat nilai-

nilai berupa konsep tentang keadilan, kebeneran, dan 

kemanfaatan sosial yang sifatnya abstrak. Sehingga jika kalua 

kita berbicara mengenai penegakan hukum maka kita berbicara 

tentang segala upaya atau tindakan untuk mewujudkan lnilai-

nilai ataul konsep tentangl keadailan, kebenaran, dan 

kemanfaatanl sosial. Menurutl Soerjono lSoekanto, penegakan 

hukuml sendiri merupakan kegiatan untuk meyerasikan 

hubunganl nilai-nilail yang terkjabarkan di dalam lkaidah-kaidah/ 

lpandangan-pandangan nilai yangl baik, dan prilaku untuk 

menciptakan, memeliharan, dan mempertahankan kedamaian 

dalam kehidupan bermasyarakat (Soerjono Soekanto,1983). 

Penegakanl hukum secaral konkret adalahl pemberlakuan hukum 

positifl dalam kehidupan masyarakat yang seharusnyal dihormati 

dan ditaati sebagaimana mestinya. Dalam rangka memberikan 

rasa keadilan dan kemanfaatan maka ketika memutus suatu 

perkara haruslah didasarkan pada hukum materil dan 

penegakannya berdasar pada hukum formil.  

Pada hakekatnya penegakanl hukum itul sendiri merupakanl 

suatu upaya untukl mewujudkan nilai-nilai kebenara dan 

keadilan, makal penegakan hukuml bukan hanyal menjadi tugasl 

para penegakl hukum tapi juga menjadi kewajiban setiap orang. 

Namun dalam hal hukum publik maka pemerintah pihak yang 
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paling bertanggung jawab akan penegakannya. Menurut 

Soerjonol Soekanto, terdapat limal faktor yangl mempengaruhi 

penegakan lhukum, antara lain: 

i. lHukum itu lsendiri; 

ii. Penegakl hukum yaitul pihak-pihakl yang membentukl serta 

menerapkan lhukum; 

iii. lSarana serta fasilitas untuk mendukungl penegakan 

lhukum; 

iv. lMasyarakat, artinya linkungan dimana hukum itu berlakul 

dan diterapkan;Kebudayaan l yaitu sebagail hasil lkarya, 

cipta danl rasa yangl didasarkan. 

Serupa dengan hal diatas, menurut Satjipto Rahardjo, 

untuk menjamin agar hukum dapat berjalan dengan baik 

sebagaimana mestinya, maka ada beberapa aspek penting yang 

perlu diperhatikan, diantaranya: 

i. Mengenal probleml yang dihadapil dengan sebaik-lbaiknya. 

Termasuk didalamnyal mengenali denganl seksama 

masyarakatl yang menjadil objek dalam penerapan hukum 

tersebut; 

ii. Memahamil nilai-nilail yang adal dalam lmasyarakat. Hal inil 

tentu menjadi hal yang penting, khususnya terkait tentang 

social engineering (rekayasa social) yang hendak 

diterapkan dalam masyarakat majemuk; 

iii. Membuat hipotesis-hipotesis serta memilih mana yang 

paling layak untuk diterapkan; 

iv. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur 

segala akibatnya;  

Dalam perspektif hukum administrasi negara penegakan 

hukum meliputi segala kewenganan pemerintah terkait 

pengawasan serta pengenaan sanksi. Tindakan pengawasan 
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merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran sedangkan pengenaan sanksi merupakan upaya 

represif untuk menyelesaiakan permasalahan apabila telah 

terjadi permasalahan. Paulus E. Lotulung mengklasifikasikan 

beberapa jenis tindakan pengawasan l dalam hukuml administrasi 

negaral yaitu: Pertama, pengawasan internal (Intern Control) 

merupakanl pengawasan yangl dilakukan olehl badan yangl secara 

organisatorisl yang masih dalaml ruang lingkup pemerintah; 

Kedua, pengawasan eksternal (Ekstern Control) merupakan 

pengawasanl yang dilakukanl oleh organ ataul lembaga secaral 

organisatoris terhadap hal-hal yangl berada diluarl ruang lingkup 

pemerintahan (Paulus E. Latulung, 1993:15) 

Sementara untuk pengenaan sanksi, perlu digaris bawahi 

terlebih dahulu bahwa penerapan sanksi memiliki peranan yang 

sangat penting khususnya dalam hal tegaknya hukum 

administrasi negara karena sanksi merupakan instrument yang 

memaksa masyarakat agar taat dan patuh. Selaras dengan itu, 

Philupus M. Hadjon berpendapat bahwa tidak l ada gunanyal 

memberikan kewajiban dan llarangan-larangan bagil warga 

negara di dalaml peraturan lperundang-undangan apabila 

peraturanl tersebut tidakl dapat dipaksakan keberlakuannya. 

Sanksi dalam hukum administarasi negara dipahami 

sebagai alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat 

digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan  

terhadap kewajiban yang terdapat dalam hukum administrasi 

negara (Ridwan HR, Op cit:35) Sanksi hukum administrasi 

negara memiliki keistimewaan tersendiri disbanding dengan 

hukum publik yang lain dikarena seperti hukum pidana atau 

hukum tata usaha negara, dimana ketika terjadi pelanggaran 

maka untuk menjatuhkan sanksi diperlukan perantara pihak ke 

tiga yaitu hakim, sendangkan pengenaan sanksi administasi 
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negara langsung dijatuhkan oleh pemerintah tanpa melalui 

perantara hakim. AD Belinfante, apabila warga negara lalai akan 

kewajibanya yangl timbul dalaml hubungan hukuml administrasi 

negeri makal pemerintah dapatl mengenakan sanksil tanpa 

perantaral hakim.  

 

B. KEKUASAAN 

1. Pengertian Kekuasaan  

Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan memiliki 

peranan yang sangat penting khususnya sebagai sarana 

pembentukan serta penegakan hukum. Dalam hal Pembentukan 

hukum terutama undang-undang dilakukan melalui pergulatan 

politik dalam lembaga legislatif, dimana para pemegang 

kekuasaan legislatif bekerja sama dalam membentuk rumusan 

norma hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyrakat dengan 

tujuan tidak lain untuk melindungi kepentingan para pihak. 

Sementara, penegakan hukum merupakan upaya untuk 

mendorong masyarakat agar menaati norma-norma hukum yang 

berlaku dan penjatuhan sanksi hukum terhadap kasus-kasus 

pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Begitupun 

sebaliknya hukum juga berperan penting sebagai landasan 

hukum kekuasaan pemerintahan sehingga kebijakan-kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah dapat memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat. Dil samping litu, hukum dapatl pula berperanl 

dalam mengontrol kekuasaanl sehingga pelaksanaannyal dapat 

dipertanggung jawabkan secaral legal serta mencegah 

pemerintah untuk bertindak sewenag-wenang. 

Kekuasan merupakan sebuah hubungan sosial yang terjalin 

antara beberapa pihak seperti pemerintah dengan individu, dan 

pemerintah dengan masyarakat.  Hubungan social ini melahirkan 
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konsep hierarki antara pemerintah sebagai pihak yang 

memegang kekuasaan dan masyarakat sebagai objek kekuasaan. 

Hal itu didasarkan pada pendapat Max Weber bahwa Kekuasaanl 

merupakan konsepl hubungan sosiall yang terdapatl dalam 

kehidupanl masyarakat, danl bernegara. Konsep hubunganl sosial 

itul meliputi hubunganl personal dil antara dual insan yangl 

berinteraksi, hubunganl institusional yangl bersifat lhierarkis, dan 

hubunganl subjek denganl objek yangl dikuasainya (Anggriani J, 

2020:90). 

Menurut Talcot Parsons, Kekuasaan meruakan kekuatan 

yang dapat memaksa pihak lain untuk memenuhi, serta 

melaksanakan seluruh kewajibannya untuk mencapai suatu 

tujuan serta mengenakan sanksi bagi para pihak yang melanggar. 

Sehingga kekuasaan dapat diartikan sebagai alat untuk 

menjamin agar para pihak untuk tunduk dan patuh pada apa 

yang diperintahkan. Selaras dengan hal itu, Harold D Laswell, 

memberikan pengertian bahwal kekuasaan adalahl suatu 

hubunganl di manal seseorang ataul kelompok orangl dapat 

menentukanl tindakan seseorangl atau kelompokl lain agarl sesuai 

tujuanl dari pihakl pertama (Anwar S, 2021: 79-81). 

Dalam konteks kenegaraan, kekuasaan dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kekuasaan negara 

dan kekuasaan masyarakat. Kekuasaan negara meliputi seluruh 

kewenangan pemerintah dalam mengatur tindakan serta prilaku 

masyarakat agar tercipta suatu kondisi yang aman dan damai. 

Sedangkan Kekuasaan masyarakat meliputi seluruh kewenangan 

untuk mengatur setiap individu dalam kelompok masyarakat 

agar setiap kepentingannya terlindungi serta terjalin hubungan 

yang baik antara sesama anggota. Apabila melihat besarnya 

kewenangan yang dimiliki oleh negara, maka akan berpotensi 

menciptakan hubungan sosial yang bersifat dominatif dimana 
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negara melalui aparaturnya dapat memanfaatkan masyarakat 

melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya. 

Disamping itu, kekuasaan juga bermakna sebagai sarana 

pelaksanaan fungsi-fungsi dalam masyarakat dan atas nama 

masyarakat. Pelaksanaan fungsi-fungsi dalam masyarakat 

mencakup pelaksanaan fungsi politik, ekonomi, social, budaya, 

serta hukum dan pemerintahan. Pelaksanaan fungsi itu 

bertujuan untuk memperlancar interaksi sosial dan 

penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Sehingga hukum dan 

kekuasan tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki 

hubungan yang sangat erat satu sama lain.  

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum tanpa kekusaan 

adalah angan-angan sendangkan kekuasaan tanpa hukum adalah 

kelaliman. Hal ini berarti bahwa norma hukum tidak akan 

bermanfaat sama sekali apabila tidak ditegakan, dan ketika ingin 

ditegakan maka hal itu hanya bisa dilakukan dengan kekuasaan. 

Sebaliknya, kekusaan tanpa hukum adalah kesewenang-

wenangan karena sejatinya hukum hadir untuk membatasi 

kekuasaan. Dari sudut kekuasaan, aturan-aturan hukum yang 

tertuang dalam konstitusi suatu negara merupakan deskripsi 

struktur kekuasaan yang terdapat dalam negara tersebut dan 

hubungan-hubungan kekuasaan diantara lembaga-lembaga 

negara. Dengan demikian, aturan-aturan hukum yang termuat. 

 Sementara kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 merupakan deskripsi struktur  kekuasaan  ketatanegaraan  

Indonesia  dan  hubungan-hubungan kekuasaan antara lembaga-

lembaga negara. Sekalipun hukum memiliki kaitan yang erat 

dengan kekuasan, tapi kekusaan tidak selamanya dapat diartikan 

sebagai hukum, ilustrasinya “pencuri bisa saja menguasai apa 

yang dicurinya, tapi dari segi hukum dia tetap dipandang tidak 

berhak atas hal tersebut”. Kekuasaan dalam lingkup kebijakan 
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publik, khususnya kebijakan hukum (legal policy) menetapkan 

batasan-batasan tindakan bagi seseorang atau sekelompok 

orang berkaitan dengan yang dilarang maupun yang dianjurkan, 

yang disertai dengan sanksi hukum tertentu. Hal ini bertujuan 

untuk menjamin terselenggaranya ketertiban dan ketentraman 

bagi hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam realitasnya 

hubungan hukum dengan kekuasaan dapat berupa hubungan 

dominatif. 

2. Hubungan Hukum dengan Kekuasaan 

Dalam suatu kondisi hukuml tunduk kepadal kekuasaan. 

lMaksudnya, hukum bukanl hanya menjadil subordinasi 

lkekuasaan, tapi jugal sering menjadil alat lkekuasaan, dengan katal 

lain, kekuasaanl memiliki supremasil terhadap lhukum. Oleh 

karenal itu, definisil hukum yangl dikemukakan olehl para ahlil 

menempatkan hukuml berada dil bawah kontroll kekuasaan. 

Pendapatl ahli hukuml yang menggambarkanl pandangan 

supremasil kekuasaan terhadapl hukum dikemukakanl oleh 

Thrasimachusl yang mengungkapkanl bahwa hukuml tak lainl dari 

pada apa yangl bermanfaat bagi orangl yang lebihl kuat. 

Pengertianl yang hampirl sama dikemukakanl pula olehl 

Gumplowicz yangl mengungkapkan bahwal    hukum bersandarl 

pada penaklukanl yang lemahl oleh yangl lebih lkuat; hukum 

adalahl susunan definisil yang dibuatl oleh pihakl yang kuatl untuk 

mempertahankanl kekuasaannya. 

Begitupun dengan kekuasan yang tunduk pada hukum l 

Artinya, kekuasaanl berada dil bawah hukuml dan hukuml yang 

menentukanl eksistensi lkekuasaan. Dalam  pemikiranl  hukum, 

tunduknyal kekuasaan kepadal hukum merupakanl konsep dasarl 

dalam penyelenggaraanl ketatanegaraan. Konsepl itu dirumuskanl 

dalam terminologil supremasi hukuml (supreme ofl law). 

Supremasil hukum berartil bahwa hukuml merupakan kaidahl 
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tertinggi untukl mengatur kehidupanl bermasyarakat, berbangsal 

dan bernegaral (A Negara, 2023:101). Hukum sebagai kaidah 

tertinggi muncul dalam konsep norma dasar negara 

(staatsfundamentalnorm) atau (grundnorm) menurut pemikiran 

HansKelsen.  

Di samping itu, supremasi hukum juga berarti bahwa 

penggunaan kekuasaan untuk menjalankan kehidupan 

ketatanegaraan dan roda pemerintahan harus berdasarkan 

kepada aturan hukum. Tanpa landasan hukum, kekuasaan tidak 

memiliki legalitas. Pada prinsipnya supremasi hukum tidak lain 

dari rule of law, sehingga dalam suatu negara hukum harus 

terdapat supremasi hukum. Rulel of lawl adalah suatul konsep 

yangl dipergunakan supayal negara danl pemerintahnya, 

termasukl warga negaral tidak melakukanl tindakan  kecualil 

berdasarkan lhukum. Timothy O’hoganl dalam Thel End ofl Law 

danl A.V. Diceyl dalam Lawand thel Constitution menyebutkanl 

prinsip-prinsipl utama negaral hukum dalaml kaitan tegaknyal 

supremasi lhukum. Prinsip-prinsipl tersebut meliputil 

pemerintahan berdasarkan l hukum danl menghindarkan 

kekuasaanl yang lsewenang-wenang, prinsipl persamaan dil depan 

hukuml (equality beforethe llaw), perlindungan hakl asasi manusial 

(HAM), danl adanya peradilanl yang bebasl dan independent 

(Harahap MS, 2018). 

Kekuasaanl dalam konteksl hukum berkaitanl dengan 

kekuasaanl negara, yaitul kekuasaan untukl mengatur danl 

menyelenggarakan kehidupanl bermasyarakat danl bernegara 

lyang, meliputi bidangl legislatif, eksekutifl dan lyudikatif. 

Pengaturan danl penyelenggaraan kehidupanl bermasyarakat 

danl bernegara itul mencakup pengaturanl   dan penyelenggaraanl 

di tingkatl pusat danl di tingkatl daerah. Denganl demikian, 

kekuasaanl merupakan saranal untuk menjalankanl fungsi-fungsil 
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pokok kenegaraanl guna mencapail tujuan lnegara. Kekuasaan 

dalaml konteks hukuml meliputi lkedaulatan, wewenang ataul 

otoritas, danl hak. Ketigal bentuk kekuasaanl itu memilikil esensi 

danl ciri-ciril yang berbedal satu samal lain, danl bersifat lhirarkis. 

Kekuasaan tertinggil adalah lKedaulatan, yaitu kekuasaan l negara 

secaral definitif untukl memastikan laturan-aturan kelakuanl 

dalam lwilayahnya, dan tidakl ada lpihak, baik dil dalam maupunl di 

luarl negeri yangl harus dimintail ijin untukl menetapkan ataul 

melakukan lsesuatu. Kedaulatan adalahl hak kekuasaanl mutlak, 

ltertinggi, tak lterbatas, tak ltergantung, dan tanpal terkecuali. 

lKedaulatan atau souvereignityl adalah ciril atau atributl 

hukum daril negara-negaral dan sebagail atribut negaral dia sudahl 

lama lada, bahkan adal yang berpendapatl bahwa kedaulatanl itu 

mungkinl lebih tual dari konsepl negara itul sendiri. Dalaml teori 

lkenegaraan, ada empatl bentuk kedaulatanl sebagai pencerminanl 

kekuasaan tertinggil dalam suatul negara, yaitu: 

i. Kedaulatan Tuhan (God souvereiniteit), menurut teori ini 

kekuasaan tertinggi ada pada tuhan dan raja atau 

pemimpin suatu negara dianggap sebagai representasi 

dari tuhan sehingga kehendaknya dianggap sebagai 

kehendak tuhan. 

ii. Kedaulatan Negara (staats souvereiniteit), menurut teori 

ini kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada pada 

negara sehingga masyarakat harus patuh pada hukum 

buatan negara. 

iii. Kedaulatan Hukum (rechtssouvereiniteit), dalam konsep 

ini pemegang kekausaan tertinggi adalah bukan tuhan 

atau negara melainkan hukum itu sendiri sehingga 

hukum memiliki kedudukan yang tertinggi. 

iv. Kedualatan Rakyat (volkssouvereiniteit), menurut teori 

ini kedaulatan tertinggi berada pada rakyat, dimana 
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pemerintah memiliki wewenang karena menerima 

delegasi kekuasaan dari rakyat. 

Bentukl kedua kekuasaanl dalam konteksl hukum adalahl 

wewenang. Wewenangl dalam bahasa Jawal yang mempunyail dua 

larti, yaitu lpertama, kuasa (lbevoegdheid) atas lsesuatu. Kedua, 

serangkaianl hakl yangl melekat padal jabatanl ataul seorang 

pejabatl untuk mengambill tindakanl yangl diperlukan agarl tugasl 

pekerjaan dapatl terlaksanal dengan baikl lkompetensi, yurisdiksi, 

lotoritas. Ini merupakan ciri khasl negara bahwal kekuasaannya 

memilikil wewenang. Makal kekuasaan negaral dapat disebutl 

otoritas ataul wewenang. Otoritasl atau wewenangl adalah 

“kekuasaanl yang ldilembagakan”, yaitu kekuasaan l yang defaktol 

menguasai, melainkanl juga berhakl menguasai. Wewenangl 

adalah kekuasaanl yang berhakl menuntut lketaatan, jadi berhakl 

memberikan lperintah. 

Bentukl ketiga kekuasaanl dalam hukuml adalah lhak. 

Salmond merumuskanl hakl sebagai kepentinganl yangl diakuil dan 

dilindungil olehl lhukum. Rumusan yangl hampir samal 

dikemukakan olehl Allend yangl menyatakan bahwal hak itul 

sebagail suatul kekuasaan berdasarkanl hukuml yangl dengannya 

seorang dapatl melaksanakanl kepentingannyal (The legally 

guaranteedl power tol realise anl interest).  Sedangkanl menurut 

lHolland, hakl itu sebagail kemampuanl seseorang untukl 

mempengaruhi perbuatanatau tindakanl seseorangl tanpal 

menggunakan wewenangl yangl ldimilikinya, tetapi didasarkanl 

atasl suatul paksaan masyarakatl yangl lterorganisasi . 

Definisil hakl menurut Holmesl adalah “nothingl but 

permissionl to exer-cise certainl natural powersl and uponl certain 

conditionsl to obtainl protection, lrestitution, or compensationl by 

thel aid ofl public lforce”.  Hak dapatl pula diartikanl sebagai 

kekuasaanl yang dipunyail seseorang untukl menuntut 
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pemenuhanl kepentingannya yangl dilindungi olehl hukum daril 

orang llain, baik denganl sukarela maupunl dengan lpaksaan. 

Pengakuan hukuml terhadap hakl seseorang mengandungl 

konsekuensi adanyal kewajiban padal pihak ataul orang llain. Hal 

itul bisa terjadil karena hubunganl hak danl kewajiban bersifatl 

resiprokal ataul timbal lbalik. Hubungan hakl dan kewajibanl 

terjadi dalaml konsep hubunganl hukum, terutama dalam 

pelaksanaan hubungan hukum (hukum subjektif). Kewajiban 

adalah suatu perintah hukum yang mengharuskan seseorang 

untuk memenuhi suatu hal yang menjadi hak orang lain atau 

melaksanakan perbuatan tertentu. 

C. PEMBAGIAN KEKUASAAN (TRIAS POLITICA) 

Konsep tentang pembagian kekuasaan pemerintahan ini 

lahir dari sebuah pemikiran seorang filsuf terkenal yang 

bernama John Locke, yang dituangkan dalam bukunya Two 

Treaties in Civil Government. Konsep pembagian kekuasaan ini 

membagi kekuasaanl negara (pemerintah) menjadil tiga lyaitu:  

i. Kekuasaanl legislatif yaitul kekuasaan untukl membentuk 

peraturan lperundang-undangan khususnya Undang-

Undang; 

ii. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk 

menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-

undang beserta penegakannya; 

iii. Kekuasan federatif yaitu kekuasaan untuk mengadakan 

perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan 

semua orang dan badan-badan di luar negeri. 

Lahirnya konsep ini sebagai bentuk perlawanan terhadap 

kekuasaan mutlak raja-raja di Eropa pada saat itu yang cendrung 

bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan. 

Konsep ini sejatinya bertujuan untuk mencegah ketiga 

kekuasaan tersebut bertumpuh pada satu orang karena ketika 
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itu terjadi maka akan melahirkan pemerintahan yang sewenang-

wenang. Sedikit berbeda dengan pemikiran John, Montesquie 

dalam bukunya L’Esprit des Lois mengemukakan konsep 

pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga (Trias 

Politica), yaitu: 

i. Kekuasaan legislatif, sebagai pembentuk peraturan 

perundang-undangan; 

ii. Kekuasaan eksekutif, sebagai penyelenggara fungsi 

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

iii. Kekuasaan judikatif, merupakan kekuasaan untuk 

mengadili segala bentuk pelanggaran atas peraturan 

perundang-undangan. 

Montesquie memandang bahwa kemerdekaan suatu 

negara baru dapat terjamin serta terwujud apabila ketiga 

kekuasan itu tidak terpusat pada satu penguasa, melainkan 

ketiga kekuasaan itu haruslah terpisah secara mandiri. Jika 

ketiga kekuasan itu terpusat pada satu penguasa maka akan 

melahirkan pemerintahan yang sewenang-wenang atau 

pemerintahan otoriter (Gumansyah,2017). Jika diperhatikan 

konsep pembagian kekuasaan pemerintahan antara l John Lockel 

dan Montesquieul terdapat perbedaan yangl sangat signifikan, 

dimana John Lock memandang bahwa kekuasaan judikatif untuk 

megadili segala pelanggaran atas peraturan perundang-

undangan masuk dalam rana kekuasaan eksekutif sebagai 

penyelenggara pemerintah, namun berbeda dengan montequieu 

kekuasaan Montesquieu merupakan lembaga kekuasaan yang 

mandiri, sehingga tidak boleh diintervensi oleh siapapun 

termasuk lembaga eksekutif dan legislatif. 
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Seiring dengan perkembangannya ternyata penerapan 

pemisahan kekuasaan kedalam tiga lembaga seperti yang 

disebutkan di atas sangat sulit untuk dilaksanakan, hal ini 

dikarenakan batasan kekuasaan antara ketiga lembaga tadi 

sangat tipis. Menurut Hans Kelsen, akan menjadi sangat sulit 

untuk memisahkan tiga fungsi kekuasaan pemerintahan tersebut 

karena perbendaan antara pembentukan dan penerepan hukum 

hanya bersifat relatif, serta kebanyakan tindakan negara secara 

bersamaan merupakan tindakan-tindakan membentuk dan 

menerapkan hukum (Zulkarnaen, 2020:247). Sejalan dengan hal 

itu, Utrecht berpendapat bahwa tidaklah mungkin mengadakan 

suatu pemisahan kekuasaan secara mutlak, dimana setiap 

lembaga-lembaga kekuasaan itu tidak punya hubungan satu 

sama lain. Lebih lanjut, pemisahan kekuasaan pemerintahan 

memanglah perlu, tetapi pemisahan itu tidaklah boleh bersifat 

mutlak sehingga antara masing-masing lembaga kekuasaan 

dapat saling mengawasi satu sama lain (Utrecht,1960:17).  

Pemisahan kekuasaan secara mutlak hanya akan 

menghapus system pengawasan serta keseimbangan antara 

masing-masing lembaga kekuasaan sehingga berpotensi 

menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan pada masing-

masing kekuasan itu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep 

yang mengatur hubungan antara masing-masing cabang 

kekuasaan tersebut dalam rangka penyelengaraan 

pemerintahan disamping itu juga menjalankan fungsi 

pengawasan (Bagir Manan, 1999:9). Indonesia merupakan salah-

satu negara yang menerapkan konsep pemisahan kekuasaan 

(trias politica). Lantas seperti apa impelementasi trias politica di 

Indonesia? Kekuasaan pemerintahan di Indonesia di bagi 

menjadi tiga, yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, 

dan kekuasaan yudikatif, dimana masing-masing kekuasaan 

memiliki fungsinya sendiri.  
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1. Cabang Kekuasan Legislatif 

Seperti yang diuraikan diatas sebelumnya, bahwa 

kekuasan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk 

peraturanl perundang-undanganl khususnya lUndang-Undang. Dil 

Indonesia sendiri kekuasaan legislatif diduduki oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan daerah kabupaten atau  

kota. Kewenangan DPR sebagai pembentuk Undang-Undang 

diatur secara jelas dalam pasall 20 ayatl (1) dan (2) lUndang-

Undang Dasarl Tahun 1945 yangl pada pokoknya menyatakan 

“Dewan Perwakilanl Rakyat memegangl kekuasaan membentukl 

undang-undangl dengan persetujuan bersama presiden”. Menurut 

Jimly Asshidiqie, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai cabang 

kekuasaan legislatif memiliki beberapa fungsi antara lain (Jimly 

Assidiqie, 2018): 

a. Fungsi Pengaturan (legislasi): Fungsi pengaturan ini 

(regelende functie) inil berkenaan denganl kewenangan 

untukl menentukan peraturan l yang mengikatl warga negaral 

dengan lnorma-norma hukuml yang mengikatl dan 

lmembatasi. Terdapat tiga hall penting yangl harus diaturl para 

wakill rakyat melaluil parlemen, lyaitu: pertama, pengaturan 

yangl dapat mengurangil hak danl kebebasan wargal negara; 

Kedua, pengaturanl yang dapatl membebani hartal kekayaan 

wargal negara; danl Ketiga, pengaturan mengenail 

pengeluaran-pengeluaranl oleh penyelengara lnegara. 

b. Fungsi Pengawasan (Kontrol): Berkaitan dengan fungsi 

legislasi diatas, dimana pengaturan menyangkut tiga hal 

tersebut dipandang perlu untuk dikonrol dengan sebaik-

baiknya oleh warga negara melalui para perwakilan. Maka 

dari itu, Dewan Perwakilan l Rakyat diberikanl kewenangan 

untukl melakukan kontroll terhadap beberapa hal, lyaitu; 
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Pertama, kontrol atasl pemerintahan; Kedua, kontrol atas 

pengeluaran dan; Ketiga, kontrol atas pemungutan pajak.  

Keempat, kontrol penentuan serta pelaksanaan kebijakan; 

Kelima, kontrol terhadap penganggaran dan belanja negara. 

c. Fungsil Perwakilan (Representatif): lFungsi perlemen sebagai 

lembagal perwakilan rakyatl yang palingl pokok sebenarnyal 

adalah fungsil pewakilan atau representasi. Hal ini 

dikarenakan untuk fungsi perwakilan sebagai instrument 

untuk menyalurkan nilai, aspirasi, dan kepetingan rakyat 

yang diwakili agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan 

benar-benar merepresentasikan aspirasi dan kepentingan 

rakyat. Secara teoritis, sistem perwakilan dalam negara 

demokrasi ada tiga yaitu: pertama, sistem perwakilan politik 

yang menghasilkan wakil-wakil politk; kedua, sistem 

perwakilan tertorial menghasilkan wakil-wakil daerah; 

ketiga, sistem perwakilan fungsional menghasilkan wakil-

wakil golongan fungsional. 

2. Cabang Kekuasaan Eksekutif 

Cabang kekuasaan eksekutif adalah kekuasan tertinggi 

dalam bidang penyelenggarakan pemerintahan. Dalam rana 

hukum tata negara, kekuasaan eksekutif merupakan cabang 

kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi 

pemerintahan tertinggi. Dalam perkembanganya, dikenal dua 

sistem pemerintahan, yaitu: pertama, pemerintahan presidensil 

dimana kedudukan kepala negara sekaligus sebagai kepala 

pemerintahan, dalam hal pertanggung jawaban  kepala negara 

tidak bertanggung jawab kepada parlemen melainkan 

bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat yang 

memilihnya konsekuensinya kepala negara tidak dapat 

mengintervensi parlemen termasuk membubarkanya, dan 

sebaliknya kabinet bertanggungjawab sepenuhnya kepada 

presiden karena sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan 
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tertinggi; kedua sistem pemerintahan parlementer dimana 

kedudukan kepala negara terpisah dengan kepala pemerintahan, 

dan kabinet bertanggung jawab secara langsung kepada 

parlemen, sehingga konsekuensinya kabinet dapat dibubarkan 

oleh parlemen begitupun parlemen dapat dibubarkan oleh 

kepala negara. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem 

pemerintahan presidensil, maka kedudukan kepala negara 

dalam hal ini presiden juga sebagai kepala pemerintahan. 

Sehingga Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam hal 

pemerintahaan, sebagaimana yang diatur dalam pasal l 4 ayatl (1) 

lUndang-Undang Dasarl Tahun1945 yang menyatakanl “Presiden 

Republikl Indonesia memegangl kekuasaan pemerintahanl menurut 

Undang-Undangl Dasar”. Begitupun juga dalam hal pengangkatan 

kabinet atau menteri merupakan hak preogratif presiden. 

3. Cabang Kekuasaan Judikatif 

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa kekuasan 

Judikatif adalah cabang kekeuasaan yang menyelengarakan 

proses peradilan terhadap segala pelanggaran atas peratutan 

perundang-undangan. Dalam konteks pemisahan kekuasaan 

(trias politica), para hakim dalam memeriksa serta mengadili 

haruslah independent dan terbebas dari segala bentuk intervensi 

dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. lSalah-satu ciril 

penting dalam negara hukuml yang demokratis adalah adanya l 

kekuasaan kehakimanl yang independent danl imparsial. 

Kekuasaan kehakiman yang independent terlihat dari 

kemandirian serta kebebasan hakim dalam memeriksa perkara 

dimana ia terbebas dari segala macam intervensi dari pihak 

mana baik itu dari dalam institusi maupun dari luar institusi. 

Sedangkan imparsialitas hakim tercermin dalam sikap hakim 

dimana para hakim tidak berpihak pada salah satu pihak dan 

memeriksa serta mengadili suatu perkara secara objektif. 
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Di Indonesia sendiri kekuasan l kehakiman diduduki olehl 

Mahkamah Agungl dan badanl peradilan yangl berada dil 

bawahnya dalaml lingkungan peradilanl umum, lingkunganl 

peradilan lagama, lingkungan peradilanl militer, lingkunganl 

peradilan tatal usaha lnegara, dan olehl sebuah Mahkamahl 

Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Agung meliputi kewenangan 

untuk mengadilil pada tingkatl kasasi, mengujil peraturan 

lperundang-undangan dil bawah lundang-undang terhadapl 

undang-lundang, dan mempunyail wewenang lainnyal yang 

diberikanl oleh lundang-undang. Sedangkan Mahkamahl Konsitusi 

berwenang untuk mengadilil padal tingkatl pertama danl terakhirl 

yangl putusannya bersifatl finall untukl menguji lundang-undangl 

terhadapl Undang-Undangl Dasar, memutusl sengketal 

kewenangan lembagal negaral yangl kewenangannya diberikanl 

olehl Undang-Undangl Dasar, memutusl pembubaranl partail 

politik danl memutusl perselisihan tentangl hasill pemilihanl 

umum, termasuk memberikan l putusan atasl pendapat Dewan 

Perwaklian Rakyat mengenail dugaan pelanggaranl oleh Presidenl 

dan/ataul Wakil Presidenl menurut Undang-Undang Dasar. 
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BAB III 

 FUNGSI HUKUM DAN OMBUDSMAN 
 

 

A. FUNGSI HUKUM 

Pada hakekatnya hukum merupakan sekumpuluan 

peraturan yang berupa norma-norma atau kaidah yang berisi 

perintah dan larangan untuk mengatur setiap perbuatan serta 

sikap dan tingkah laku manusia yang dikaitkan dengan sanksi 

bagi para pelanggarnya. Menurut Utrecht, hukum adalah 

himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang 

mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus 

ditaati oleh masyarakat, sehingga pelanggaran terhadapnya akan 

mengakibatkan tindakan pemerintah berupa sanksi 

(Kansil,1989:23) Dalam kehidpuan bermaysrakat hukum 

memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga kedamaian 

serta ketentraman.  

Berberapa ahli hukum memberikan penjelasan terkait 

fungsi hukum diantaranya: menurut Lawrance Friedman hukum 

memiliki beberapa fungsi seperti: 

i. Sistem Kontrol, dimana hukum berfungsi sebagai 

intrumen yang memerintahkan apa yang harus dan 

jangan dilakukan secara paksa kepada masyarakat 

yang diatur. 

ii. Penyelesaian sengketa, hal ini berarti hukum 

berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian 

permasalahan atau konflik baik antara sesame 

masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah. 



30 
 

iii. Rekayasa sosial, dimana hukum berperan sebagai alat 

untuk mengadakan perubahan-perubahan social 

yang dikehendaki oleh pemerintah. 

iv. Pemelihara sosial, dalam hal ini hukum sebagai 

mekanisme untuk membatasi kewenangan 

pemerintah sekaligus sebagai mekanisme pengwasan 

terhadap pemerintah. 

Fungsi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai 

mekanisme pengendalian sosial. Adapun yang dimaksud dengan 

mekanisme pengendalian sosial adalah suatu proses yang telah 

direncanakan terlebih dahulu dan bertujuan untuk 

menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau memaksa masyarakat 

untuk mematuhi hukum atau tata tertib hukum yang sedang 

berlaku. Sedangkan menurut Sajipto Rahardjo, hukum memilki 

tiga fungsi seperti pembuatan pembuatan norma-norma yang 

mengatur setiap tangkahlaku masyarakat serta hubungannya 

satu sama lain, penyelesaian sengketa-sengketa, dan menjamin 

kelangsungan kehidupan masyarkat. Berdasarkan beberapa 

pendapat ahli hukum diatas,menurut Achmad Ali setidaknya 

terdapat lima fungsi hukum secara mendasar, antara lain: 

i. Alat pengendali sosial (A tool of Sosial Control)  

Hukum sebagai alat pengendali sosial berarti hukum 

berperan sebagai alat yang memaksa masyarakat untuk 

berperilaku sesuai dengan hukum untuk melindungi 

kepentingan masyarakat itu sendiri. 

ii. Alat rekayasa sosial (A tool of social Anginering) 

Dalam hal ini hukum adalah alat yang dapat mengarahkan 

untuk merubah pola-pola tertentu dalam masyarakat, 

sepeti mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak lagi 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menciptakan 

pola-pola prilaku kebiasaan baru. 
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iii. Hukum Sebagai Simbol  

Fungsi hukum sebagai simbol adalah untuk 

menyederhanakan berbagai tindakan tau peristiwa 

tertentu sehingga dapat lebih mudah didapatkan 

pengertian secara umum. Adanya penyimbolan yang 

dilakukan oleh hukum akan memudahkan pelaksana dan 

masyarakat untuk memahami suatu peristiwa dalam 

interaksi masyarakat. 

iv. Hukum sebagai sarana politik 

Fungsi hukum ini bertujuan agar dapat memperkuat 

kekuasaan politik dan pelaksanaan kekuasan negara 

menjadi lebih efektif. 

v. Hukum sebagai integrator 

Artinya hukum sebagai alat penyesuaian di antara unsur-

unsur yang saling berbeda dalam masyrakat sehingga 

menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki 

keserasian fungsi. 

 

B. OMBUDSMAN 

1. Pengertian dan Kedudukan Ombudsman 

Di Indonesia Sendiri, keberadaan Ombusdman 

dilaterbelakangi dengan dikeluarkan keputusan presiden No. 44 

Tahun 2002 tentang Komisi Ombudsman Nasional, dimana tugas 

serta fungsi sebagai Lembaga yang melakukan pengawasan 

dalam hal penyelengaran pemerintahan. Pada pokoknya 

kepetusan ini menyebutkan kalau ombudsmanl nasional 

merupakan Lembagal pengawasan masyarakatl yang 

berdasarkan Pancasilal dan bersifatl mandiri sertal berwenang 

melakukanl klarifikasi, monitoringl atau pemeriksaanl atas 

laporanl masyarakat mengenail penyelengaraan negara 

khususnyal pelaksanaan olehl aparatur pemerintahanl termasuk 



32 
 

Lembagal peradilan khususnya dalaml hal pemberian pelayanan 

pada lmasyarakat. 

Dalam pasall 1 angkal (1) lUndang-Undang  No.37l tahun 

2008l tentang lOmbudsman, meberikan defenisi bahwa 

“Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai 

kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik 

yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan 

pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik 

Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 

daerah.”. 

Sementara untuk kedudukan ombudsman sendiri diatur 

lebih lanjut dalam pasal 2 Undang-Undang aquo, dimana 

kedudukan Ombudsman adalahl lembaga negaral yang bersifatl 

mandiri dan tidakl memiliki hubunganl organik denganl lembaga 

negaral dan instansil pemerintah lainnya, sertal dalam 

menjalankanl tugas danl wewenangnya bebasl dari campurl tangan 

kekuasaanl lainnya. Adapun yangl dimaksud denganl hubungan 

organikl diatas adalah hubungan l yang yang bersifatl struktural 

ataul hierarkis denganl lembaga negaral atau lembagal lain. 

2. Tugas dan Wewenang Ombusman 

Berbicara mengenai Ombusman yang secara strultural 

sebagai lembaga yang bersifat mandiri, maka pengetahuan akan 

tugas serta wewenangnya perlu diketahui. Jika merujuk pada 

Pasall 7 lUndang-Undang Nomorl 37 Tahunl 2008 tentangl 

Ombudsman lRI, maka tugas Ombudsman meliputi: 

i. lMenerima Laporan atasl dugaan Maladministrasil dalam 

penyelenggaraanl pelayanan lpublik;  
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ii. Melakukanl pemeriksaan substansil atas lLaporan;  

iii. Menindaklanjutil Laporan yangl tercakup dalaml ruang 

lingkupl kewenangan lOmbudsman;  

iv. Melakukanl investigasi atasl prakarsa sendiril terhadap 

dugaanl Maladministrasi dalaml penyelenggaraan 

pelayananl publik; 

v. Melakukanl koordinasi danl kerja samal dengan lembagal 

negara ataul lembaga pemerintahanl lainnya sertal 

lembaga kemasyarakatanl dan lperseorangan; 

vi. Membangunl jaringan lkerja;  

vii. Melakukanl upaya pencegahanl Maladministrasi dalaml 

penyelenggaraan pelayanan l publik;  

viii. lMelakukan tugas lainl yang diberikanl oleh lundang-

undang. 

Sementara untuk menjalankanl tugas serta fungsinya, 

Undang-Undang memberikan wewenang kepada Ombudsaman, 

sebagai berikut: 

i. Memintal keterangan secaral lisan ldan/atau tertulisl dari 

lPelapor, Terlapor, ataul pihak lainl yang terkaitl mengenai 

Laporanl yang disampaikanl kepada lOmbudsman; 

ii. lMemeriksa keputusan, lsurat-menyurat, ataul dokumen 

lainl yang adal pada Pelaporl ataupun Terlaporl untuk 

mendapatkanl kebenaran suatul Laporan; 

iii. Memintal klarifikasi ldan/atau salinanl atau fotokopil 

dokumen yangl diperlukan daril instansi manal pun untukl 

pemeriksaan Laporanl dari instansil Terlapor; 

iv. Melakukanl pemanggilan terhadapl Pelapor, lTerlapor, 

dan pihakl lain yangl terkait denganl Laporan; 

v. Menyelesaikanl laporan melaluil mediasi danl konsiliasi 

atasl permintaan paral pihak; 
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vi. Membuatl Rekomendasi mengenail penyelesaian 

lLaporan, termasuk Rekomendasi l untuk membayarl 

ganti rugil dan/ataul rehabilitasi kepadal pihak yangl 

dirugikan; 

vii. lDemi kepentingan umuml mengumumkan hasill temuan, 

lkesimpulan, dan lRekomendasi. 

3. Asas-Asas dan tujuan Ombudsman 

Dalam rangka menjamin efektifitas serta efisiensi 

Ombudsman melakasanakan tugas dan wewenang, ada beberapa 

asas-asas penting yang harus diperhatikan, seperti: 

i. Asas Kepatutan, Asas ini menghendaki bahwa 

Ombudsman dalam menjalankan tugas serata 

wewenangnya haruslah sesuai dengan sabagamana ia 

diperuntukan, dan jangan sampai menyelewengkan 

kewenaganannya sebagai lembaga independent yang 

bertugas melakukan penganwasan terhadap 

penyelenggaran pemerintahan. 

ii. Asas Keadilan, asas ini menghensdaki ombudsman 

dalam memeriksa serta menyelesaikan suatu persoalan 

harus objektif dan tidak memihak kepada salah-satu 

pihak yang berperkara. 

iii. Asas Non-diskriminasi, asas ini berarti dalam 

menjalankan tugas serta kewengannya Ombudsman 

tidak boleh menunjukan sikap atau prilaku yang 

membeda-bedakan para pihak baik itu antara 

masyarakat dengan pejabat atau masyarakat dengan 

Lembaga pemerintahan. 

iv. Asas tidak memihak, asas ini berarti dalam memeriksa 

suatu laporan ombuskan harus bersikap netral dan tidak 

memihak salah-satu pihak. 
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v. Akuntabilitas, Asas ini berarti bahwa setiap sikap dan 

tindakan termasuk segala putusan yang diambil oleh 

Ombudsman haruslah dapat dipertanggung jawabkan 

kepada seluruh masyrakat. 

vi. Keseimbangan, Asas ini berarti dalam menjalankan 

tugasnya ombudsman harus memberikan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. 

vii. Asas Keterbukaan, Asas ini berarti dalaml melaksanakan 

tugasl dan wewenangnyal ombudsman harusl terbuka 

kepadal masyarakat denganl adanya aksesl bagi 

masyarakatl untuk melihatl sejauh manal laporan yangl 

telah dilaporkanl kepada Ombudsmanl ditindaklanjuti. 

viii. Asas Kerahasian, Asas ini menghendaki Ombudsman 

untuk menjaga kerahasian pelapor yang bersifat pribadi. 

Adapunl tujuan yangl hendak dicapail dalam pembentukan 

Ombudsman sebagai lembaga independ yang berwenang untuk 

melakukan pengawasan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, 

antaralain: 

i. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan 

sejahtera; 

ii. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan 

yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta 

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

iii. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang 

agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh 

keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin 

baik; 

iv. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk 

pemberantasan dan pencegahan praktekpraktek 
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Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta 

nepotisme; 

v. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran 

hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang 

berintikan kebenaran serta keadilan. 
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BAB IV  

BESHICKING 
 

 

Beshicking atau keputusan yang diambil oleh pemerintah 

merupakan perwujudan dari tindakan nyata yang dilakukan 

pemerintah selaku penyelenggara negara dan pemerintahan. 

Adapun yangl dimaksud dengan tindakan l pemerintahan 

(besrturrshandeling) adalahl tindakan ataul perbuatan yangl 

dilakukan olehl alat perlengkapanl pemerintahan dalaml 

menjalankan fungsil pemerintahan (Sadjijono, 2008:79). Dilihat 

dari segi bentuknya, tindakanl pemerintah diklasifikasikan 

menjadil dua yaitu tindakanl pemerintah berdasarkanl hukum 

(rechtshandeling), danl tindakan pemerintah berdasarkan l fakta 

(feitelijkehandeling). Tindakan pemerintah berdasarkan l hukum 

dapat dipahami sebagai tindakanl pemerintah yang berdasarkan l 

sifatnya menimbulkan akibat hukum serta melahirkan hak dan 

kewajiban. Sementara, menurut Kuntjoro Probopratanto, 

tindakan pemerintah berdasarkan l fakta merupakanl tindakan 

pemerintah yangl tidak adal sama sekali hubungannya dengan 

kewenangan pemerintah sehingga tidakl menimbulkan akibatl 

hukum (Kuntjorol Probopratanto, 1975:44). 

Menurut H.D Van Wijk, akibat l hukum tindakanl pemerintah 

ltersebut, mengakibatkan beberapa perubahan l hak, kewajibanl 

atau kewenanganl yang lada, dan juga berdampak pada 

kedudukan hukum seseorang atau suatu objek (H.D. Van 

Wijk,1984:81-82). Dilihat dari akibatnya, terdapan dua 

klasifikasi tindakan hukum pemerintah, yaitu tindakan hukum 

publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik 
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adalah perbuatan hukum yang didasarkan pada kewenangan 

pemerintah bedasarkan hukum administrasi sehingga 

menimbulkan akibat hukum yang bersifat administratif. 

Sedangkan, tindakan hukum privat adalah tindakan hukum 

privat merupakan perbuatan pemerintah dalam kedudukannya 

sebagai perwakilan dari badan hukum dan tidak mewakili 

kepentingan umum, sehingga tindakannya didasarkan pada 

hukum privat atau perdata (W.F. Prisn,.1983: 41). 

Lebih lanjut tindakan hukum publik diklasifikasikan 

menjadil dua yaitul tindakan hukuml publik sepihak atau bersegil 

satu danl tindak hukum publikl besegi dua. Pertama tindakanl 

hukum bersegil satu atau sepihak merupakan tindakan hukum 

yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan jabatan atau 

wewenangnya secara sepihak seperti pengambilan keputusan 

atau beshicking dan ketetapan (Indro harto, 2004:147). 

Disamping itu, tindakan hukum publik besegi dua merupakan 

tindakan hukum yang melibatkan beberepa pihak. Dengan 

demikian untuk mengindetifikasi suatu tindakan pemerintah 

dapat dilihat dari beberapa indikator, antaralain(Sadjijono, 

2008:81): 

i. Tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah 

dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai 

alat perlengkapan pemerintah; 

ii. Tindakan tersebut dilaksanakan dalam rangka 

menjalankan fungsi pemerintahan; 

iii. Tindakan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk 

menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi;  

iv. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pemeliharaan 

kepentingan umum; 

v. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan wewenang 

pemerintah. 
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vi. Tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu 

berdasarkan hukum. 

 

A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKING) 

Sebelumnya telah diuraikan bahwa dilihat dari sifatnya 

tindakan hukuml publik terbagil menjadi dual yaitu tindakanl 

hukum publikl bersegi satul dan tindakanl hukum publikl bersegi 

ldua. Khususnya tindakan hukuml bersegi satu atau sepihak 

seperti pengambilan keputusanl tata usahal negara ataul 

Beschikking. Untuk memahami apa yangl dimaksud dengan 

Beschikking, mari merujuk pada pendapat Van Vollenhoven, yang 

menyatakan bahwa keputusan adalah tindakan hukum yang 

bersifat sepihak dalam bidang pemerinthan, dilakukan oleh 

suatu badan pemerintahan berdasarkan wewenang yang luar 

biasa (Van Vollenhoven,..:41). Untuk memperkaya literasi 

beberapa ahli hukum memberikan defenis terkait Beschikking, 

antaralain: 

i. Keputusanl adalah suatul penyataan kehendak yangl 

disebabkan olehl permohonan yangl diajukan, ataul 

setidak-tidaknyal  keinginan ataul keperluan yangl 

dinyatakan (H.J Romejin,91). 

ii. Keputusan merupakan suatul tindakan hukuml publik 

sepihakl dari organ pemerintahan yangl ditujukan padal 

peristiwa konkretl (C.J.N, lVersteden,1984:60) 

iii. Beschikkingl adalah keputusanl hukuml public yangl 

bersifatl konkret danl lindividual, dimana keputusanl itu 

berasall daril organl pemerintahan yangl didasarkanl pada 

kewenanganl hukuml lpublik, serta keputusan tersebut 

membebankan kewajiban dan kewenangan kepada 

seseorang atau suatu kelompok (J.B.J.Ml Ten 

lBerge,1995:156). 
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iv. Beschikkingl adalah suatu putusan tertulis dari l 

administrasi negaral yang mempunyail akibat hukuml 

(Sjachran Basah, 1992 :230) 

Dalam perkembangannya terdapat perbedaan terkait 

pemberian istilah tindakan hukum publik ini, ada yang 

menyebutnya sebagai keputusan dilain sisi ada yang 

menyebutnya ketetapan. Terkait hal tersebut, penggunaan 

istilah keputusan untuk beschikking didasarkan pada 

argumentasi bahwa keputusan meliputi tindakan pemerintah 

eksekutif dalam hal pelaksanaan pemerintahan dan didasarkan 

pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penggunaan 

istilah ketetapan lebih cendurng digunakan dalam pengambilan 

kebijakan dalam bidang legislatif khususnya dalam hal 

pembentukan seperti ketetapan MPR. Sehingga penggunaan 

istilah keputusan dirasa lebih tepat dibanding dengan ketetapan. 

Dalam literasi belanda dikenal dua istilah yakni 

“Beschikking” dan “besluit”, beschikking dimaknai sebagai 

putusan yang mengatur sesuatu sedangkan belsuit berarti 

keputusan. P. M Hadjon menjelaskan beschikking suatu 

berentang umum, termasuk putusan penolakan. Sehingga 

pengertian belsuit dapat diartikan mencakup beschikking 

karena beschking merupakan salah satu bentuk belsuit. Jika 

melihat ketentuan pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 

2004 Tentang PTUN dapatl disimpulkan kalau keputusanl dari 

badan ataul pejabat tatal usaha negaral yang merupakanl 

pengaturan bersifatl umum termasukl dalam peraturan 

perundang-undanganl dan tidak termasuk dalam perbuatanl 

keputusan, tetapil termasuk dalam perbuatanl tata usahal negara 

dibidang pembuatanl peraturan (Hikmah,2023). 
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Berdasar padal uraian ldiatas, maka dapatl dibedakan bahwa 

istilah belsuit adalah keputusan l tata usahal negara yangl 

merupakan pengaturanl bersifat umuml sehingga diatikan 

sebagai pengaturan berupa keputusan l yang tidakl dapat digugatl 

didepan hakim pengadilanl tata usahal negara, sedangkanl 

beschicking adalah keputusan tatal usaha negaral yang bersifatl 

konkret dan lindividual, dan dapat l digugat dil depan hakiml 

pengadilan tatal usaha negaral (Basniawati, 2022). Kalau merujuk 

pada pasal 1l angka (3) lUndang-Undang Nomor 5l Tahun l1986, 

Putusan Tata Usahal Negara adalahl suatu penetapanl tertulis 

yangl dikeluarkan olehl Badan ataul Pejabat Tatal Usaha Negaral 

yang berisil tindakan hukuml Tata Usahal Negara yangl 

berdasarkan peraturanl perundang-undanganl yang lberlaku, 

yang bersifatl konkret, lindividual, dan lfinal, yang menimbulkanl 

akibat hukuml bagi seseorangl atau badanl hukum lperdata. Dari 

ketentuan tersebutl dapat dilihat bahwa keputusan dalam arti 

beschikking bersifat individual dan konkret, hal l ini selaras 

denganl pendapat Philipusl M lHadjon, bahwa keputusan 

administrasi negara bersifat individual dan konkrit (Philipus M. 

Hadjon, :124).  

 

B. UNSUR-UNSUR KEPUTUSAN (BESCHIKKING) 

Berdasarakan uraian terkait pengertian atau definisi 

keputusan atau beschikking diatas, maka dapat ditarik beberapa 

lunsur-unsur penting suatul putusan tata usahal negara ataul 

beschikking, antaralain: 

i. Penetapan Tertulis, Merujukl pada penjelasan pasall 1 

angkal (3) lUndang-Undang Nomorl 5 Tahunl 1986, Istilahl 

"penetapan ltertulis" terutamal menunjuk kepadal isil danl 

bukan kepadal bentukl keputusanl yang dikeluarkanl olehl 

Badanl atau Pejabatl Tatal Usahal Negara. Keputusanl itul 
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memangl diharuskan ltertulis, namunl yangl disyaratkan 

tertulisl bukanlahl bentuk formalnyal sepertil suratl 

keputusan pengangkatan l danl lsebagainya. Persyaratan 

tertulisl itul diharuskanl untuk kemudahanl segil 

pembuktian. Olehl karena itul sebuahl memo ataul notal 

dapatl memenuhi syaratl tertulisl tersebutl dan akanl 

merupakanl suatul Keputusan Badanl atau Pejabatl Tatal 

Usaha Negaral menurutl lUndang-undang inil apabilal 

sudahl jelas: 

i. Badanl ataul Pejabatl Tata Usahal Negaral manal 

yang lmengeluarkannya;  

ii. Maksudl sertal mengenail hal apal isil tulisanl itu;  

iii. Kepadal siapal tulisanl itu ditujukanl danl apa yangl 

ditetapkanl di ldalamnya. 

ii. Olehl lbadan ataul pejabat tatal usahal lnegara, badan ataul 

Pejabatl Tatal Usaha Negaral adalah Badanl atau Pejabatl di 

pusatl dan daerahl yang melakukanl kegiatan yangl 

bersifat leksekutif. 

iii. Tindakanl hukum tatal usaha negaral berarti perbuatanl 

hukum Badanl atau Pejabatl Tatal Usaha Negaral yangl 

bersumberl pada suatul ketentuanl hukuml Tata Usahal 

Negaral yangl dapat menimbulkanl hakl ataul kewajiban 

padal orangl llain. 

iv. Bersifat Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam 

Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi 

berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. 

v. Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha 

Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu 

baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju 

itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena 

keputusan itu disebutkan.  
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vi. Bersifat Final, artinya sudah definitif dan karenanya 

dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang 

masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau 

instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat 

menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang 

bersangkutan. 

C. KEABSAHAN KEPUTUSAN DAN TINDAKAN PEMERINTAH 

Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh 

pemerintah atau alat-atat pemerintahan dalam mengambil 

sebuah keputusan untuk menjamin keabsahannya. Apabila 

syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka kepetusan yang 

diambil tidak sah. Adapun yangl dimaksud denganl keputusan 

yang tidak sahl adalah sebuah keputusanl yang diambil 

permerintah dimana keputusan tersebut tidak memenuhi 

syarat-syarat sahnya suatu keputusan. Keputusan yang tidak sah 

dapat berupa (E.utrecht,1988 :108):  

i. Keputusan yang batal kerena hukum berarti akibat 

hukum atas tindakan hukum publik yang bersangkutan, 

baik sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap 

tidak ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu 

keputusan hakim untuk menyatakan batal keputusan 

tersebut. 

ii. Keputusan yang batal (nietig) berarti bagi hukum 

tindakan hukum yang dilakukan tidak ada, sehingga bagi 

hukum akibat tindakan tersebut tidak pernah ada sama 

sekali. 

iii. Keputusan yang dapat dibatalkan berarti bagi hukum 

tindakan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada 

sampai waktu pembatalan oleh hakim (cacat secara 

yuridis). 
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iv. Keputusan batal nisbi berarti suatu keputusan dapat 

dibatalkan, bilamana pembatalan tersebut hanya dapat 

dituntu oleh beberapa orang tertentu. 

v. Keputusan yang dapat dibatalkan nisbi: apabila 

pembatalan tindakan hukum tersebut yang bagi hukum 

sah sampai waktu pembatalan dapat dituntut oleh 

beberapa orang tertentu. 

Sementara agar suatu keputausan tata l usaha negaral 

dianggap sah dan memilikil kekuatan hukuml yang mengikat, 

maka harus memenuhi syarat-syarat sah suatu putusan. Menurut 

Kunjoro Purbopranoto, adal dua syaratl yang harusl dipenuhi, 

yaitu syaratl materil dan syaratl formil. Syaratl materil sah-nya 

keputusan lmeliputi: 

i. Keputusan tersebut haruslah dibuat oleh organ 

pemerintahan yang berwenang berdasarkan undang-

undang; 

ii. Keputusan tersebut tidakl boleh terdapat kekurangan l 

yuridis; 

iii. Keputusanl harus diberi bentukl (vorm) yangl ditetapkan 

peraturanl dasarnya danl pembuatnya harusl 

memperhatikan caral (prosedur) membuatl keputusan litu, 

bilamana hall ini ditetapkanl dengan tegasl dalam 

peraturanl dasar ltersebut; 

iv. Isil danl tujuanl keputusan harusl sesuail denganl tujuan 

pembuatan keputusanl tersebut. 

Sementara syarat formil yang harus dipenuhi agar suatu 

keputusan sah dan memiliki akibat hukum yang mengikat, 

meliputi:. 
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i. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan 

persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan 

cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi; 

ii. Keputusan tersebut harus diberi bentuk yang ditentukan; 

iii. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan 

pelaksanaan isi keputusan harus dipenuhi; 

iv. Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal 

yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan 

diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati; 

v. Ditandatangani oleh pejabat pemerintah yang berwenang 

membuat keputusan. 

 

D. PARAMETER KEABSAHAN TINDAKAN PEMERINTAH 

Alat ukur dari tindakan pemerintah terdiri dari hukum 

tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan dan juga 

hukum tidak tertulis yaitu azas-azas umum pemerintahan yang 

baik. Kewenangan dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan 

kekuasaan. Hal tersebut dikarenakan bahwa kekuasaannya 

hanya menggambarkan suatu hak untuk berbuat ataupun tidak 

berbuat, dan kalau wewenang dalam hukum sekaligus berarti 

hak dan kewajiban. Tindakanl pemerintahan dijalankanl 

berdasarkan normal wewenang lpemerintah, baik yang diperolehl 

secara latribusi, delegasi maupun l mandate, secara singkat 

penjelasan untuk itu semua, antaralain (Inez Kusuma,2019:3) 

i. Wewenangl atribusi adalahl wewenang pemerintahl yang 

diperolehl dari peraturanl perundang-lundangan, disebut 

denganl asas llegalitas; 

ii. Wewenangl delegasi adalahl wewenangl yangl diperoleh 

atasl dasarl pelimpahanl wewenang daril lbadan/organl 

pemerintahan yangl llain; 
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iii. Wewenangl mandatl adalah pelimpahanl wewenangl yangl 

pada umumnyal dalaml hubunganl rutin antaral bawahanl 

denganl atasan, kecualil dilarangl tegasl oleh peraturanl 

lperundang-lundangan. 

Seiringl dengan pilarl utama negaral hukum yaitul asas 

llegalitas, maka dengan prinsip l ini tersiratl bahwa wewenangl 

pemerintah berasal daril peraturan lperundang-undangan, 

artinyal sumber wewenangl bagi pemerintahl adalah peraturanl 

perundang-lundangan. Untuk mewujudkan tindakan 

pemerintahan yang baik maka lahirnya Azas-lazas umum 

pemerintahanl yang baikl sebagaimana diaturl di dalaml ketentuan 

Pasall 53 ayatl (2) hurufl b UUl No. 9 Tahunl 2004 jol UU No. 5l Tahun 

1986l yang terdiril atas 7l azas, lyaitu: (1) Azasl Kepastian Hukuml 

(2) Azasl Tertib Penyelenggaraanl Negara (3) Azasl Kepentingan 

Umuml (4) Azasl Keterbukaan (5) Azasl Proporsionalitas (6) Azasl 

Profesionalitas (7) Azasl Akuntabilitas (BJ. Nasution, 2006:129).  

Dalaml suatu tindakl pemerintahan yangl diterbitkan 

melaluil keputusan yangl dikeluarkan olehl Pejabat ataul Badan 

Tatal Usaha lNegara, apabila salahl satu ataul lebih daril azas-azasl 

tersebut dilanggarl maka akanl berakibat timbulnyal gugatan tatal 

usaha negaral bagi Pejabatl atau badanl yang menerbitkannyal 

tersebut. 

 

E. LMACAM-MACAM KEPUTUSAN/KETETAPANL 

Dalaml masyarakat timbull berbagai masalahl sehingga 

pemerintahl harus bekerjal keras untukl menyelesaikan lmasalah-

masalah tersebutl dengan melakukanl berbagai perbuatanl baik 

perbuatanl biasa/ faktal maupun perbuatanl hukum gunal 

menyelesaikan beranekal masalah denganl mengeluarkan 

berbagail keputsan yang isil dan bentuknyal mermacam-macam. 

Pada dasarnyal sangat sulitl menentukan lmacam-macam 
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lketetapan. Secara umuml macam-macaml ketetapan antaral lain 

sebagail berikut: 

1. Keputusan Positifl  

Yaitul keputusan yang dapatl menimbulkan hakl atau 

kewajibanl bagi merekal yang ldikenai, juga suatul ketetapan yangl 

menimbulkan suatul keadaan hukuml yang barul atau suatul 

ketetapan yangl membatalkan suatul ketetapan yangl lama. 

Misalnyal Keputusan Rektorl mengangkat dosenl menjadi anggotal 

panitia ujianl nasional, Surat Keputusanl Rektor tersebutl 

didasarkan kepadal beberapasuratl Keputusan Menteril Pl danl K 

tentangl penyelenggaraanl ujianl Negara.Keputusanl Rektorl inil 

meletakan kewaibanl barul dan sekaligusmemberikanl hakl baru 

bagil dosenl yangl diangkat menjadil anggotal panitial ujian lNegara. 

Kewajibanl barul adalah kewajibanl untukl mengujil dan hakl barul 

adalahl hak untukl mendapatkanl honorariuml sebagai akibatl 

pengangkatanl ltersebut. Mr. Prinsl mengemukakanl bahwal 

ketetapan positifl mempunyail lakibat-akibat hukuml dalaml limal 

golongan:  

i. Keputusan yangl pada umumnyal melahirkan keadaanl 

hukum yangl baru.  

ii. Keputusan yangl melahirkan keadaanl hukum barul bagi 

obyekl tertentu.  

iii. Keputusan yangl menyebabkan berdirinyal atau 

bubarnyal suatu badanl hukum. 

iv. Keputusan yangl memberimkan hak-hakl baru kepadal 

seseorang ataul lebih  

v. Keputusan yangl mebebankan kewajibanl baru kepadal 

seseorang ataulebih (perintahl-perintah). 
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2. Keputusan Negatifl  

Adalahl tiap penolakanl atas sesuatul permohonan untukl 

mengubah sesuatul keadaan hukuml tertentu yangl telah lada. 

Bentuk-bentukl dari keputusan negatif seperti: Suatul 

pernyataan tidakl berwenang, Pernyataanl tidak lditerima, Suatu 

lpenolakan. 

3. Keputusan Declaratoirl 

Yaitul keputusan yang isinyal menyatakan apal yang sudahl 

ada/ sudahl diaturdalaml undang-lundang, misalnyal hakl 

seorang pegawail negeril untukmendapatkan cutil liburl 12l hari 

lkerja. 

4. Keputusan Konstitutif 

Merupakan keputusan yangl melahirkan hakl baru, hakl baru 

inil sebelumnya tidakl dipunyai olehl orang yangl ditetapkan 

dalaml keputusan itu. 

 

F. Tindakan-Tindakan Pemerintah Lainya 

1. Dispensasil  

Adalahl suatu keputusan/ketetapanl yang menghapuskanl 

akibat dari suatul peraturan lperundang-undangan, Menerut 

Prajudil Atmosudirdjo, Dispensasil merupakan suatul pernyataan 

alatl pemerintahan yangl berwenang bahwal kekuatan lundang-

undang tertentul tidak berlakul terhadap masalahl yang diajukanl 

oleh lseseorang. Sementara Van Derl Pot mendefenisika 

Dispensasil adalah keputusanl alat pemerintahl yang 

membebaskanl suatu perbuatanl dari cengkramanl dari suatul 

peraturan yangl melarang perbuatanl itu, Seleras dengan itu, 

Prinsl memaknai Dispensasi merukan suatu l perbuatan 

pemerintahl yang meniadakanl berlakunya suatul peraturan 

lperundang-undangan untukl suatu persoalanl istimewa.  
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Tujuanl pemberian dispensasil adalah agarl seseorang dapatl 

melakukan suatul perbuatan hukuml dengan menyimpangl dari 

lsyarat-syarat lundang-undangl yang lberlaku. Misalnya: 

pemberianl izin bagil seorang wanital yang berumurl 15 tahunl 

untuk lmenikah, meskipun peraturan l menentukan lsyarat-syarat 

untukl wanita harusl berumur 16l tahun. 

2. Izinl  

Izinl adalah instrumentl yuridis dalaml bentuk ketetapanl 

yang bersifatl konstitutif danl yang digunakanl oleh pemerintahl 

untuk menghadapil atau mentapkanl peristiwa lkonkret,sebagai 

ketetapanl izin itul dibuat denganl ketentuan danl persyaratan 

yangl berlaku padal ketetapan padal umumnya, misalnyal 

memberikan izinl untuk menjalankanl perusahaan. Adal dasarnya 

izinl diberikan karenal ada peraturanl yang lmelarang. 

3. Konsesi  

Merupakan suatu perjanjian bersyarat antara pemerintah 

dengan seorang/swasta untuk melakukan suatu tugas 

pemerintah. Van Vollen Hoven mendefenisikan konsesi apabila 

terdapat pihakl swasta atasl izin pemerintahl melakukan suatul 

usaha besarl yang menyangkutl kepentingan lmasyarakat, 

misalnya: Konsesil pertambangan, kehutanan l dan alinl 

sebagainya, sedangkan Van l de Potl memaknai, Konsesi sebagai 

keputusanl administrasi Negaral yang mempertahankanl suatu 

subyekl hukum swastal bersama pemerintahl melakukan 

perbuatanl penting bagil umum. Selaras menurut lPrins, Konsesi 

adalahl izin atasl hal yangl penting bagil umum, misalnyal dalam 

bidangl pertambangan. 

4. Perintah  

Merupakan pernyataan kehendak pemerintah yang 

tugasnya disebutkan siapa-siapa dan bagi orang-orang itu 

melahirkan kewajiban tertentu yang sebelumnya bukan 
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kewajiban. Misalnya perintah untuk membubarkan orang-orang 

tertentu yang berkumpul deng bermaksud jaht berdasarkan 

pasal 218 KUHPidana, perintah pengosongan rumah, 

pembongkaran bangunan dan sebagaianya. 
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BAB V 

KEWENANGAN, JENIS, DAN 

PENDELEGASIAN WEWENANG 
 

 

 

A. Wewenang Pemerintahan dan Asas Legalitas 

1. Asas Legalitas Hukum Administrasi Negara 

Asas legalitas merupakan asas yang memiliki makna yang 

luas, dimana asas legalitas ini selalu dijunjung tinggi oleh setiap 

negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum. Selain 

asas perlindungan kebebasan dan hak asasi manusia, asas 

legalitas juga merupakan asas pokok. Asas legalitas di Indonesia 

berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang 

menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 

Asas legalitas selama ini memang lebih kita kenal dalam hukum pidana, 

yang terdapat dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Tiadal suatu perbuatanl yang dapat 

dipidanal kecuali atasl kekuatan aturanl pidana dalaml perundang-

undanganl yang telahl ada, sebeluml perbuatan ldilakukan”. Dalam 

pratiknya asas legalitasl memeang lebih dikenal dalam rana 

hukum pidana, namun dalam hukum adminisitrasi negara asal 

legalitas juga memiliki peranan yang penting karena asas 

legalitas berperan sebagai landasan kewenangan pemerintah. 

Dalam hukum adminisitrasi negara, asas legalitas dimaknai 

bahwal setiap tindakanl pejabat administrasi negaral 

(pemerintah) haruslah dilandasi dengan dasar hukuml yang jelas, 

terlebih negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana 

https://heylawedu.id/blog/bedah-materi-pkpa-100-asas-asas-hukum-calon-advokat-wajib-tahu
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prinsip supermasi hukum menghendaki bahwa dalam 

mengambil sebuah kebijakan atau keputusan pemerintah atau 

pejabat negara harus mendasarinya dengan ketentuan hukum. 

Kalau dilihat dari sejarahnya pada awalnya asas legalitas dikenal 

dalam hal penarikan pajak oleh negara. Di Amerika ternekal 

sebuah ungkapan yang mengatakan “taxtation without 

representation isl robbery”, yang berarti pungutan pajakl tanpa 

persetujuanl parlemen adalahl perampokan. Dari hall itu, kita 

dapat melihat bahwa peranan asas legalitas sebagai dasar 

kewenangan pemerintah dalam menajalankan fungsi 

pemerintah sangat besar karena tanpa dasar hukum yang jelas 

pemerintah akan dianggap telah melakukan pelanggara 

administrasi bahkan dianggap melakukan perampokan apabila 

dalam memungut pajak tanpa ada peraturan perundang-

undangan yang mengarut itu. 

Asas legalitas memiliki kaitan yang sangat erat dengan nilai 

serta prinsip negara hukum. Prinsip negara demokrasi 

menghendaki bahwa dalam proses pembentukan undang-

undang oleh para wakil rakyat, nilail, aspirasi, dan kepentingan 

rakyat haruslah tercover didalamnya. Begitupun prinsip negara 

hukum yang menghendaki bahwa dalam penyelengaraan 

pemerintahanl harus dijalankanl berdasarkan peraturan 

lperundang-undangan, serta memberikan jaminan perlindungan l 

kepada hak-hakl ataupun kepentingan warga masyarakat. 

Menurut Sjachran Basah asas legalitas berarti upaya mewujdkan 

duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum 

dan paham kedaulatan rakyat yang sifat hakikatnya konstitutif 

(Sjachran Basah, Op cit:2). 

Hal yang diuraikan diatas juga dibenarkan oleh H.D.Stout, 

yang menyatakan bahwa asas legalitas dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap 
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pemerintah, sehingga pemerintah dalam melakukan perbuatan 

hukum hanya apabila telah ada dasar hukumnya dalam l hal inil 

adalah lUndang-Undang yang merupakan perwujudan dari 

aspirasi dan kepentinngan masyarakt itu sendiri (H.D. 

Stout,1994 :24) 

Menurut Indroharto, implementasi asas legelitas akan 

mewujudkan kepastian hukum dan kesamaan perlakuan, hal itu 

dikarenakan, (1) untuk kesamaan perlakuan, setiap orang akan 

berpada pada posisinya masing-masing dan mendapat apa yang 

sudah menjadi hak-nya serta melakukan segala kewajibannya 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. (2) Sementara 

untuk kepastian hukum, dalaml menjalankan fungsi 

lpemerintahan, pemerintah harus tunduk padal peraturan 

lperundang-undangan dan tidak boleh melewati batas-batas yang 

telah ditentukan (Indroharto, 2004: 83) 

Dalam penerapan asas legalitas sebagai landasan 

kewenangan pemerintah disadari bahwa terdapat beberapa 

kelemahan oeh karena itu dipandang perlu adanya syarat-syarat 

yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan agat 

tercipta kondisi kemasyarakatn dan pemerintahan yang baik dan 

berprikeadilan. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi, 

antaralain (Prajudi Atmosudirjo, 1981:79): 

i. Efektifitas, artinya hasil yang hendak dicapai haruslah 

sesuai; 

ii. Legimitas, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan 

jangan sampai membuat kehebohan karena tidak dapat 

diterima oleh masyarakat. 

iii. Yuridikitas, artinya perbuatan pemerintah tidaklah boleh 

melawan hukum. 

iv. Legalitas, artinya setiap perbuatan hukum l publik yangl 

dilakukan olehl pemerintah dalaml rangka menjalankan 
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fungsil memerintah, haruslah didasarkan pada Undang-

Undang, namun apabila dalam kondisi darurat maka 

kondisi dari itu harus dibuktikan l kemudian jikal tidak 

terbuktil maka perbuatanl hukum tersebut dapatl digugat 

di lpengadilan. 

v. lMoralitas, artinya moral atau ethik umum l maupun 

kedinasanl wajib dijunjungl tinggi; perbuatanl tidak 

senonohl atau asusila; sikap lkasar, kurang lajar, tidak 

lsopan, kata-katal yang tidakl pantas wajibl dihindari. 

vi. lEfisiensi, artinya dalam mencapai tujuan yang hendak 

dicapai harus dikerjakan semaksimal mungkin dengan 

biaya dan waktu seminim mungkin. 

vii. Teknik dan teknologi yang secanggih mungkin harus 

digunakan untuk mengembangkan serta 

mempertahankan hasil yang dicapai. 

2. Wewenang Pemerintah  

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa asas legalitas memiliki 

peranan yang sangat penenting dalam menjamin kepentingan 

manyarakat terlindungi khusus dari tindakan hukum yang 

dilakukan pemerintah karena selain berperan sebagai landasan 

kewenangan, asas legalitas juga berperan segabai batas yang 

tidak boleh dilewati oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian menurut 

Ridwan HR, setiapl penyelenggaraan kenegaraanl dan 

pemerintahanl harus memilikil legitimasi, yaitul kewenangan 

yangl diberikan olehl Undang-Undangl (Ridwan HR, Op Cit:98). 

Lantas apa yang dimaksud dengan kewenangan atau wewenang? 

Ada beberapa pendapat ahli hukum dapat dijadikan rujukan 

terkait yang dimaksud dengan wewenang atau kewenangan, 

antaralain: 
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i. Menurutl lH.D. lStout, wewenangl adalah keseluruhanl 

laturan-aturanl yang berkenaanl denganl perolehanl dan 

penggunaanl wewenangl pemerintahan olehl subjek 

hukuml lpublik, di dalaml hukum lpublik, mencakup 

keseluruhan hak dan kewajiban secara eksplisit diberikan 

oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum 

publik (H.D Stout, 1994:102) 

ii. Menurut Tonnaet, kewenangan pemerintah merupakan 

kemampuan pemerintah untuk melaksanakan hukum 

positf sehingga dapat menciptakan hubungan hukum 

antara pemerintah dan warga negara (F.P.C.L. Tonnaer, 

1986:265). 

iii. P. lNicolai, kewenangangan adalah kemampuan l untuk 

melakukanl tindakan hukuml tertentu yaitul tindakan-

tindakanl yang dimaksudkanl untuk menimbulkanl akibat 

lhukum, lebih lanjtu kewenangan juga dapat dimaknai 

sebagai hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau 

tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak 

lain untuk melakukan tindakan tertentu, sementara 

kewajiban yaitu keharusan untuk melakukan atau tidank 

melakukan tindakan tertentu (P.Nicolai, 1994:4) 

Berdasarkan beberapa defenisi terkait wewenang diatas, 

dapat dipahami bahwa wewenang pemerintah merupakan hak 

dan juga kewajiban yang diberikan oleh undang-undang untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dalam rana 

hukum publik dan mempunyai akibat hukum. Kembali 

dipertegas oleh Bagir Manan, Bahwa dalam hukum wewengan 

dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda dimana 

kekusaan hanya bermaknakan hakl untuk melakukanl atau tidakl 

melakukan lsesuatu, sementara wewenang beberarti disamping 

terdapat haka da juga kewajiban yang harus diemban. Kalau 

dikaitnkan dengan otonomi daerah maka hak dapat dimaknai 
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sebagai kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri, 

sedangkan kewajiban dapat dimaknai sebagai kekuasaan untuk 

menyelengarakan pemerintahan sebagaimana mestinya (Bagir 

Manan, 2000: 1-2). 

Organ pemerintahan tidak boleh menganggap bahwa 

dirinya memiliki sendiri kewenangan pemerintahan, karena 

sejatinya kewenangan pemerintahan hanya diberikan oleh 

Undang-Undang, sehingga kewenangan pemerintahan tidak 

hanya ada organ pemerintahan, tapi juga dapat diberikan 

kepada, para pengawai atau pejabat publik dan atau terhadap 

badan khusus seperti Komisi Pemilihan Umum yang berwenang 

untuk menyelenggarakan pemilihan umum. 

 

B. SUMBER DAN MEKANISME PEROLEHAN KEWENANGAN 

PEMERINTAHAN 

Secara Prinsip Sumber kewangan pemerintah adalah 

peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang. 

Sementara untuk memperoleh kewanangan tersebut menurut 

Philipus M, Hadjon melalui dua cara yaitu atribusi atau dengan 

delegasi. Adapun yang dimaksud dengan atribusi adalah 

wewenang yang melekat pada badan atau pejabat tata usaha 

negara yang berbeda dengan wewenang yang di limpahkan, 

sedangkan untuk delegasi adalah pemindahan atau pengalihan 

suatu kewenangan yang ada, sehingga apabila kewenangan yang 

dialihkan itu cacat atau kurang sempurna makan keputusan yang 

diambil berdasarkan kewenangan tesesbut, tidak sah atau batal 

demi hukum (Philipus M.Hadjon, 2011: 130). 

Kalau diatas tadi disebut bahwa hanya terdapat dua cara 

untuk memperoleh, namun dalam literasi yang lain, terdapat tiga 

cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat (Ridwan HR, op cit: 
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101). Terkait defenisi ketiganya H.D. Van Wijk memberikan 

penjelasan, antaralain (H.D van Wijk, Op cit:129): Pertama, 

atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 

pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; Kedua, 

delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu 

organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; 

Ketiga, Mandat terjadi apabila organ pemerintahan 

bersangkutan mengisinkan kewenanganya dijalankan oleh organ 

lain yang mewakilinya. 

Sedikit berbeda dengan Van Wijk, F.A.M Stroink 

memandang mekanisme perolehan kewengan yaitu atribusi dan 

juga delegasi sementara untuk mandat bukan suatu peralihan 

kewenangan karena tidak ada perubahan kewenangan dalam 

arti yuridis yang ada hanya hubungab internal (F.A.M. 

Stroink,1985: 40). Dalam Algemene Bepaligen Van Administratief 

Recht, wewenang atribusi dipahami bilamana undang-undang 

memberikan kewenangan tersebut kepada orang tertentu, 

sementara untuk delegasi berarti pelimpahan wewenang dari 

oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang, kepada 

organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah 

dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri. Sendangkan 

untuk mandat berarti pelimpahan wewenang oleh organ 

pemerintahan ke organ pemerintahan yang lain untuk 

mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri (Ridwan 

HR, Op cit: 104). 

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sah-

nya pelimpahan wewenang pemerintah melalui delegasi, yaitu 

(Philipus M.Hadjon,1998:9-10): 

i. Delegasil harus jelas danl pemberi delegasil tidak ladi 

dapatl menggunakan kewenenangan yangl telah 

ldilimpahkan; 



58 
 

ii. Delegasil haruslah berdasarkan peraturan l perundang-

lundangan; 

iii. Delagasi tidakl boleh kepada lbawahan, yang berarti 

dalam hubunganl hirearki kepegawaian tidakl 

diperkenangkan adanya ldelegasi; 

iv. Kewajibanl memberikan keteranganl yang berarti 

penerima delegasi berhak untuk mendapat penjelasan 

terkait pelaksanaan kewenangan yang bersangkutan; 

v. Peraturan kebijakan, yang berarti pemberi delegasi 

memberikan petunjuk tentang pelaksanaan wewenang 

tertentu. 

Pembahasan mengenai sumber serta cara perolehan 

kewenangan organ pemerintah ini penting karena menyangkut 

tentang pertanggungjawaban hukum dalam hal pelaksanaan 

wewenang yang bersangkutan. Menurut Ridwan HR, wewenang 

atribusi merupakan wewenang yang bersifat asli karena organ 

pemerintahan tertentu memperoleh kewengangan secara 

langsung dari ketentuan peraturan l perundang-lundangan. 

Penerima wewenang artibusi dapat l menciptakan wewenangl 

baru ataul dengan memperluas wewenangl yang sudahl ada tapi 

denganl pertanggung jawaban hukum secara pribadi. Sementara 

wewenang delegasi, penerima wewenang tidak dapat 

menciptakan wewenang baru, dan terkait pertanggung jawaban 

beralih kepada penerima delegasi. Sedangkan untuk mandat 

sendiri, penerima mandatl hanya bertindak untukl dan atasl nama 

pemberil mandat, sehingga tanggungl jawab tetapl ada padal 

pemberi mandatl (Ridwan HR, Op cit: 105). 

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon memberikan penjelasan 

terkait perbedaan antara perolehan kewenangan pemerintahan 

melalui delegasi dan mandat sebagai berikut (Philipus M. Hadjon, 

1994:8) 
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 Mandatl Delegasil 

Prosedur 

Pelimpahanl 

Dalaml hubungan 

rutinl atasa-

bawahan: hall 

biasa kecualil 

dilarang secaral 

tegas.  

Daril suatu organl 

pemerintahan 

kepeda organl 

pemerintahan 

yang lain: 

berdasar pada 

peraturanl 

perundang-

undanganl 

Tangung jawabl 

dan tanggungl 

gugat 

Tetapl pada 

pemberil mandate 

Beralih kepada 

penerima 

delegasi 

Kemungkinan 

pemberi 

wewenang 

menggunakan 

wewenang yang 

dialihkan 

Dapat 

menggunakan 

sendiri 

wewenang yang 

dilimpahkan 

Tidak dapat 

menggunakan 

wewenang itu 

lagi kecuali ada 

pencabutan 

pelinpahan 

 

Dilihat dari sifatnya kewenangan pemerinthan 

diklasifikasikan menjadi tiga, yang menurut Indroharto terdiri 

dari: lPertama, wewenang pemerintahanl yang bersifatl terikat, 

yakni wewenangl yang hanya dapat dilakukan pada waktu dan 

kondisi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan atau bahkan sedikit banyak isinya telah ditentukan; 

Kedua, wewenang fakulatatif adalah wewenang organ 

pemerintahan yang memberikan pelihan apakah hendak 
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melaksanakan wewenang itu atau paling tidak menundanya; 

Ketiga, wewenang bebas yaitu wewenang yang memberikan 

kebebasan kepada organ pemerintahan untuk menentukan isi 

dari keputusan yang akan dikeluarkan (Indroharto, Opcit: 99-

101). Menurut Ridwan HR, Kewenangan bebas tidak dapat 

maknai sebagai kewenangan yang memberikan kebebasan 

sebebas bebasnya, mengingat negara Indonesia adalah negara 

hukum, sehingga organ pemerintahan dalam mengambil suatu 

keputusan juga harus tunduk pada peranturan perundang-

undangan dan tidak boleh melewati batas-batas yang telah 

ditentukan oleh peraturan yang ada. 
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BAB VI 

GOOD GOVERNANCE DALAM 

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 
 

 

 

A. SEJERAH LAHIRNYA GOODL GOVERNANCE 

Lahirnyal konsep goog lgovernance, diawali dengan adanya 

kepentinganl Lembaga-lembagal donor sepertil PBB, Bankl Dunia, 

ADBl ataupun IMF dalaml memberikan bantuanl pinjaman modall 

kepada lnegara-negara yangl sedang lberkembang. Seiring 

berjalannya waktu penerapan prinsip good governance menjadi 

syarat bagil negara yangl membutuhkan pinjamanl dana, sehinggal 

Good Governancel digunakan sebagail standar penentul untuk 

mencapail pembangunan berkelanjutan l dan berkeadilanl (Hafifa 

Sj. Sumarto, 2003:5). 

Kemudian konsepl goodl governancel mengemuka menjadil 

paradigma yang tidakl terlepas dari adanyal konsep lgovernance, 

yang menurutl sejarah pertamal kali diadopsil oleh paral praktisi 

dil Lembaga pembangunanl internasional yangl mempunyai arti 

pengurusan yang baik dalam hal menagemen dan korupsi. 

Adapun makna “governance” berarti penggunaan dan 

pelaksanaan, dalam konteks pemerintahan berarti penggunaan 

lpolitik, ekonomi, danl administrasi untukl mengelola lmasalah-

masalah nasionall pada semual tingkatan. Menurut Sadu 

Wasistino, governance dimaknai sebagai cara bagaimana 

kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber-sumber 
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daya ekonomi dan social guna pembangunan masyarakat (Sadu 

wasistiono, 2003:30). 

Lembagal Administrasi Negaral (LAN) mengartikanl 

Governance sebagai suatu prosesl penyelenggaraan kekuasaan l 

negara dalaml melaksanaakan penyediaan publicl good dan 

pelayanan kepada masyarakat (LAN dan BPK, 2000:1). Menurut 

genie rochmanl Governance merupakan mekanismel pengelolaan 

sumberl daya ekonomil dan sosial dengan melibatkanl pengaruh 

sektorl negara danl sektor lnon-pemerintah dalaml suatu kegiatanl 

kolektif (Joko Widodo, 2001:18). Selaras dengan itu, Pinto 

memberikan defenisi governance sebagai tindakan 

penyelengaraan kekuasaanl dan kewenanganl oleh pemerintahl 

dalam pengelolaanl dan urusan pemerintahanl secara umuml dan 

pembangunanl ekonomi padal khususnya (Pinto, 1997: 119). 

Konsepl pemerintahan yangl baik itu lterwujud, jika 

pemerintahanl diselenggarakn dengan ltransparan, responsive, 

lpartisipatif, dan taat padal ketentuan hukuml (rule ofl law), 

berorientasil pada konsensusl adanya kesamaan, akuntabilitasl 

dan memilikil visi lstrategis. Sedangkan untuk suatul keadaan dan 

lkondisi, bila dimungkinkanl pemerintah telah dijalankanl sesuai 

asasl dan konsepl good governance, sehingga keadaanl pemerintah 

telahl tertata, l teratur, tertip, bersih, tanpa l cacat, baikl dan cukupl 

beribawa. Secara lfilosofis, good governancel dimaknai perbuatan 

ataul tingkah lakul yang didasarkanl nilai-nilail dan bersifatl 

mengerahkan, mengendalikan ataul mempengaruhi publikl untuk 

mewujudkanl nilai-nilail yang baik dalam kehidupan l sehari-hari, 

yang paling penting dalam terwujudnyal good governancel adalah 

tindakanl atau tingkahl laku yangl didasarkan padal nilai-lnilai, 

dalam hal ini adalah lnilai-nilai yangl baik tentunya (Sadjijono, Op 

cit:146). 
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Sejak dianutnya konsep welfare state yang menempatkan 

pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhada 

kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan 

kesejahteraan ini pemertinha diberi kewenangan untuk 

mengatur kehidupan warga negara tentunya dengan 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, namun 

untuk suatu kondisi tertentu pemerintah dapat bertindak 

berdasar pada inisiatif sendiri melalui friees ermessen, tapi 

berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara 

pemerintah dengan masyarakat yang diatur. Tentunya itu 

merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara 

yang sudah seharusnya dijamin perlindungannya oleh 

pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 

Pemerintah belanda sendiri membentuk komisi De Monchy, yang 

pada tahun 1950 melaporkan hasil penelitian-nya tentang lasas-

asas umuml pemerintahan yangl baik, dimana hasill penelitian 

tersebut tidakl sepenuhnya disetujui oleh pemerintahl belanda 

yang berujung pada pembubaran komisi tersebut (Ridwan HR, 

Op cit:232).  

Dari kejadian tersebut bisa dilihat pemerintah tidak 

bersengguh-sungguh merealisasikan peningkatan perlindungan 

hak-hak warga negara dari tindakan administrasi negara, hal ini 

semakin diperkuat dengan adanya keberatan-keberatan dari 

kalangan pejabat pemerintah di Belanda pada saat itu, hal ini 

dikhawatirkan kalau nanti prinsip good governance atau lasas-

asas umuml pemerintahan yangl baik digunukan sebagail ukuran 

untuk menguji serta menilail kebijakan pemerintah. Seiring 

dengan berjalannya waktu akhrinya kekhawatiran para pejabat 

pemerintahan itu hilang bahkan kini prinsip good governance 

atau asas-asas umum pemerintahan yang baik telah diteriman 

dan menjadi bagian dari beberapa peratuan perundang-

undangan di Belanda (Amrullah Salim, :127-128).   



64 
 

B. PERISTILAHAN GOOD GOVERNANCE ATAU ASAS-ASAS 

UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK 

Beberapa ahli hukum administrasi negara berbeda 

pendapat terkait beginselen dan behoorlijk. Beberapa ahli 

memaknai beginselen sebagai lprinsip-prinsip, dasar-dasar, danl 

asas-lasas, sementara untuk behoorlijk ditafsirkan sebagai yang l 

sebaiknya, yangl baik, yangl layak danl yang lpatut. Soehardjo 

sendiri memaknai beginselen sebagai dasar-dasarl pemerintahan 

yangl baik hal itu dikerenkan katal dasar mempunyail hubungan 

dengan peraturanl atau lketentuan, oleh karena itu dapat 

dihubungkanl baik dalaml penafsiran, lpelaksanaan, dan 

pengujianl peraturan hukumnyal (Soehardjo: 31) Dalam Bahasa 

belanda istilah behoorlijk berarti baik, pantas, cocok, sesuai, dan 

layak. Jika mengacu pada arti kata behoorlijk, yang pada 

umumnya berarti kata sefat dan kalau dikaitkan dengan makna 

berstuur maka dapat diartikan l sebagai lasas-asas umuml 

pemerintahan yangl baik (Ridwan, HR:234). 

C. KONSEP DASAR GOODL GOVERNANCE  

Konsepl Dasar Goodl Governance Istilahl governance 

sebenarnyal sudah dikenall dalam literaturel administrasi danl 

ilmu politikl hampir 120l tahun, sejakl Woodrow Wilsonl 

memperkenalkan bidangl studi tersebutl kira-kiral 125 tahunl 

yang llalu. Tetapi selamal itu governancel hanya digunakanl dalam 

konteksl pengelolaan organisasil korporat danl lembaga 

pendidikanl tinggi. Wacanal tentang governancel yang barul 

muncul sekitarl beberapa tahunl belakangan lini, terutama setelahl 

berbagai lembagal pembiayaan internasionall mempersyaratkan 

goodl governance dalaml berbagai programl bantuannya. Goodl 

Governance (Tatal Kepemerintahan yangl baik) merupakanl isu 

sentrall yang palingl mengemuka dalaml pengelolaan 

pemerintahanl dewasa lini. Sadu Wasistionol (2003: l23) 
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mengemukakan bahwal tuntutan akanl good governancel timbul 

karenal adanya penyimpangan l dalam dalaml penyelenggaraan 

negaral dari nilail demokratis sehinggal mendorong kesadaranl 

warga negaral untuk menciptakanl sistem ataul paradigma barul 

untuk mengawasil jalannya pemerintahanl agar tidakl melenceng 

daril tujuan lsemula. Tuntutan untukl mewujudkan administrasil 

negara yangl mampu mendukungl kelancaran danl keterpaduan 

pelaksanaanl tugas danl fungsi penyelenggaraanl pemerintahan 

negaral dan pembangunanl dapat diwujudkanl dengan 

mempraktekkanl good governancel (Zamzami A, 2020: 69). 

Perbedaanl paling pokokl antara konsepl government danl 

governance terletakl padabagaimana caral penyelenggaraan 

otoritasl politik, ekonomil dan administrasil dalam pengelolaan 

urusanl suatu lbangsa. Konsep governmentl berkonotasi bahwal 

perananpemerintah yangl lebih dominanl dalam penyelenggaranl 

berbagai otoritasl negara. Sedangkanl dalam governancel 

mengandung maknal bagaimana caral suatu bangsa 

mendistribusikanl kekuasaan danl mengelola sumberdayal dan 

berbagail masalah yangl dihadapi lmasyarakat. Dengan katal lain, 

dalaml konsep governancel terkandung lunsur demokratis, ladil, 

transparan, rulel of llaw, partisipatif danl kemitraan (Sofianl 

Efendi, l2005: 2). 

lKemudian secara implisitl kata goodl dalam goodl 

governance mengandungl dua pengertian; pertama, nilail yang 

menunjungl tinggi kehendakl rakyat danl nilai yangl meningkatkan 

kemampuanl rakyat dalaml mencapai tujuanl kemandirian danl 

keadilan lsosial. Kedua, aspekl fungsional daril pemerintahan yangl 

efektif danl efisien dalaml pelaksanaan tugasnyal untuk mencapail 

tujuan ltersebut. 
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D. IMPLEMENTASI GOODL GOVERNANCE 

Sejalanl dengan kemajuanl masyarakat danl meningkatnya 

permasalahanl yang lada, birokrasi cenderungl terus semakinl 

besar. Akibatnyal timbul masalahl birokrasi yangl makin lamal 

makin lserius, termasuk bebanl negara menjadil terus bertambahl 

berat. Keadaanl ini diperparahl dengan datangnyal era lglobalisasi, 

yang merupakanl era semakinl luas danl tajamnya kompetisil antar 

lbangsa. Globalisasi menimbulkan l masalah yangl harus diatasil 

agar kepentinganl nasional tidakl dirugikan, dilainl pihak 

menimbulkanl pula peluangl yang perlul dimanfaatkan untukl 

kemajuan danl kepentingan lnasional. Namun hall itu tidakl 

mungkin mampul dihadapi danl ditanggulangi olehl pemerintah 

sajal (Aprilia S,2021). Para ahli hukum administrasi menilai 

administrasil negara modernl abad XXl sebagai administrasil 

negara tradisionall atau lamal dan membandingkanl dengan teoril 

baru yangl mereka sebutl governance ltersebut. Governance 

diartikanl sebagai prosesl pengambilan keputusanl dan prosesl 

diimplementasikan ataul tidak diimplementasikannyal keputusan 

ltersebut. Sehingga Goodl Governance dapatl diartikan prosesl 

penyelenggaraan pemerintahanl yang lbaik. 

Pemerintahanl yang lbaik. (Goodl Governance) bisal tercapail 

apabilal terdapat hubunganl yangl sinergisl diantara lNegara, 

Sektorl Swastal dan lMasyarakat. Hubunganl tersebutl dicirikan 

olehl adanyal (Kusdarini, 2020:115): 

i. lPartisipasi; bahwa setiap l warganegara baikl langsung 

maupunl melalui lperwakilan, mempunyai suaral dalam 

pembuatanl keputusan dalaml pemerintahan.  

ii. Aturanl hukum (rulel of llaw); kerangka hukuml harus adill 

dan dilaksanakanl tanpa pandangl bulu, terutamal untuk 

hakl asasi lmanusia.  
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iii. Transparansil yang dibangunl atas dasarl kebebasan arusl 

informasi; informasil dapat diperolehl oleh merekal yang 

membutuhkanl serta dapatl dipahami danl dimonitor.  

iv. Ketanggapanl (responsiveness); yangl berarti bahwal 

berbagai lembagal danl prosedur prosedurl harusl 

berupaya untukl melayanil setiapl stakeholder denganl 

baikl danl aspiratif. 

v. Orientasil padal lconsensus; Governance yangl baikl 

menjadil perantara kepentinganl kepentingan yangl 

berbedal untukl memperoleh pilihanl terbaikl bagil 

kepentingan yangl lebihl lluas.  

vi. Kesetaraanl (equity); semual warga negaral mempunyai 

kesempatanl yang samal untuk meningkatkanl atau 

mempertahankanl kesejahteraannya.  

vii. Efektifitasl dan lefisiensi; penggunaanl sumber-sumberl 

secaral berhasill gunal dan berdayal lguna. 

Goodl Governaancel dapatl dijalankan olehl pemerintahl 

didasarkanl pada kewenanganl yangl dimilikil oleh lpemerintah. 

Kewenanganl (authorityl) merupakan kekuasaanl formall yangl 

bersumber daril peraturanl lperundang-undangan. Namunl dalaml 

Negaral Hukum (lrechtstaat) sepertil lIndonesia, tindakan 

pemerintahl tidakl sajal berdasarkan padal kewenanganl yangl 

bersumber daril peraturanl lperundang-undangan tetapil 

pemerintahl jugal memiliki kewenanganl yangl disebutl sebagai 

kewenanganl bebasl (freiesl ermessen), yaitul kewenanganl untukl 

bertindak sesuail keinginanl sendiril yang didasarkanl padal lasas-

asas umuml pemerintahanl yangl baik (Kusadarini, Ibid). Hall 

tersebut dilatarbelakangil oleh alasanl bahwa setiapl tindakan 

pemerintahl harus berdasarkanl pada lhukum, tetapi ketikal tidak 

adal peraturan lperundang-undangan yangl mengatur tentangl 

tindakan yangl akan diambill maka pemerintahl tidak bolehl 

menunda ataul tidak memberikanl pelayanan yangl baik danl cepat 
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kepadal masyarakat. Karenal itulah, pemerintahl diberikan 

kewenanganl bebas (freiesl ermessen) yangl dapat digunakanl 

manakala beluml ada peraturanl perundang-undanganl yang 

mengaturl tentang tindakanl yang akanl diambil (Saragih R,2022). 

Berdasarkanl hal ltersebut, maka kewenanganl yang dimilikil 

pemerintah dalaml rangka menjalankanl Good Governancel dapat 

melaluil  hal, lyaitu:  

i. lAtribusi, yaitu pemberianl kewenangan kepadal Badan 

ldan/atau Pejabatl Pemerintahan olehl Undang-Undangl 

Dasar Negaral Republik Indonesial Tahun 1945l atau 

lUndang-Undang. 

ii. lDelegasi, yaitu pelimpahan l kewenangan daril Badan 

ldan/atau Pejabatl Pemerintahan yangl lebih tinggil kepada 

Badanl dan/ataul Pejabat Pemerintahanl yang lebihl rendah 

denganl tanggung jawabl dan tanggungl gugat beralihl 

sepenuhnya kepadal penerima ldelegasi. 

iii. lMandat, yaitu pelimpahan l kewenangan daril Badan 

ldan/atau Pejabatl Pemerintahan yangl lebih tinggil kepada 

Badanl dan/ataul Pejabat Pemerintahanl yang lebihl rendah 

denganl tangung jawabl dan tangungl gugat tetapl berada 

padal pemberi lmandat. 

Dalaml Pasal 9l Undang-Undangl Republik Indonesial Nomor 

30l Tahun 2014l tentang Administrasil Pemerintah yangl 

menyatakan pada pokoknya: 

i. Setiapl Keputusan ldan/atau Tindakanl wajib berdasarkan l 

ketentuan peraturanl perundang-undanganl dan AUPBl  

ii. Peraturanl perundang-undanganl sebagaimana dimaksudl 

pada ayatl (1) lmeliputi: a. Peraturan l perundang-

undanganl yang menjadil dasar lKewenangan; dan b. 

Peraturanl perundang-undanganl yang menjadil dasar 
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dalaml menetapkan ldan/atau melakukanl Keputusan 

ldan/atau lTindakan.  

iii. Badanl dan/ataul Pejabat Pemerintahanl dalam 

menetapkanl dan/ataul melakukan Keputusanl dan/ataul 

Tindakan wajibl mencantumkan ataul menunjukkan 

ketentuanl peraturan lperundang-undangan yangl menjadi 

dasarl Kewenangan danl dasar dalaml menetapkan 

ldan/atau melakukanl Keputusan ldan/atau lTindakan. 

iv. Ketiadaanl atau ketidakjelasanl peraturan lperundang-

undangan sebagaimanal pada ayatl (2) hurufl b, tidakl 

menghalangi Badanl dan/ataul Pejabat Pemerintahanl yang 

berwenangl untuk menetapkanl dan/ataul melakukan 

Keputusanl dan/ataul Tindakan sepanjangl memberikan 

kemanfaatanl umum danl sesuai denganl AAUPB. 

Pasall tersebut dil atas memberikanl petunjuk kepadal 

pemerintah bahwal pemerintah wajibl mendasarkan keputusanl 

dan/ataul tindakannya padal peraturan lperundang-undangan. 

Namunl demikian, jikal tidak adal atau beluml jelas diaturl dalam 

peraturanl lperundang-undangan makal pemerintahl dapat 

membuatl keputusanl ldan/atau melakukanl tindakanl yangl 

memberikan kemanfaatanl bagil umuml berdasarkan padal 

kewenanganl bebasl sesuai denganl AUPBl (Pasall 9 ayatl (4l) 

Undang-Undang lNo. 30 Tahunl 2014). 

 

E. FREIES ERMESSENL  

Freiesl Ermessen berasall dari katal Frei yangl artinya lbebas, 

lepas, tidakl terikat danl merdeka. Ermessenl berarti 

lmempertimbangkan, menilai, menduga l dan lmemperkirakan. 

Sehingga Freiesl Ermessen diartikanl orang yangl memiliki 

kebebasanl untuk lmenilai, menduga, danl mempertimbangkan 

lsesuatu. Dalam kaitannyal dengan lpemerintahan, Freies 
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Ermessenl diartikan sebagail salah satul sarana yangl memberikan 

ruangl bergerak bagil pejabat ataul badan-badanl administrasi 

negaral untuk melakukanl tindakan tanpal harus terikatl 

sepenuhnya padal undang-undangl (Marcus lLukman, 1996: l205). 

lProses pembentukan peraturanl lperundang-undangan 

memerlukanl waktul yangl tidak lcepat, disisil lainl kebutuhan 

masyarakatl selalul mengalamil perubahan yangl sangat cepatl dan 

pemerintahl wajib untukl memberikan pelayananl kepada 

lmasyarakat. Terkadang danl bahkan seringl kali terjadil peraturanl 

perundang-undanganl selalul ketinggalan denganl perubahanl 

masyarakatl yang begitul lcepat. Sebagaimanal telah disebutkanl 

sebelumnyal bahwal pemerintah tidakl bolehl terhalangl dalam 

memberikanl pelayananl yangl baik danl cepatl kepadal masyarakat 

denganl alasanl tidakl atau beluml adal peraturanl perundang-

undanganl yangl mengaturl tentang hall ltersebut. Dalaml hal linilah, 

pemerintah akanl menggunakanl kewenanganl bebas denganl 

berdasarkan kepadal Asas-asasl Umum Pemerintahanl yang Baikl 

(Sofyanoor A, 2022)bab. 

Walaupunl pemerintah diberikanl kewenangan bebasl 

(freies lermessen) atau ldiskresi, namun penggunaannyal harus 

memenuhil syarat-lsyarat, antaralain: 

i. Sesuail dengan tujuanl diskresi, lyaitu: Melancarkan 

penyelenggaraanl pemerintahan; Mengisil kekosongan 

lhukum; Memberikan kepastianl hukum; Mengatasil 

stagnasi pemerintahanl dalam keadaanl tertentu gunal 

kemanfaatan danl kepentingan lumum; 

ii. Tidakl bertentangan denganl ketentuan peraturanl 

perundang-lundangan; 

iii. Sesuail dengan lAsas-asas Umuml Pemerintahan yangl 

Baik; 
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Dil samping lsyarat-syarat ltersebut, freies ermessenl juga 

memilikil unsur-lunsur, Seperti: (i) Ditujukan untukl menjalankan 

ltugas-tugas servisl public; (ii) Merupakan sikapl tindak yangl aktif 

daril administrasi lnegara; (iii) Sikap tindakl itu dimungkinkanl 

oleh lhukum; (iv) Sikap tindakl itu diambill atas inisiatifl sendiri; 

(v)Sikapl tindak itul dimaksudkan untukl menyelesaikan 

lpersoalan-persoalan pentingl yang timbull secara ltiba-tiba: (vi) 

Sikapl tindak itul dapat dipertanggung jawabkan baikl secara 

morall kepada Tuhanl maupun secaral hukum (Sjachranl Basah, 

l1992: 68) 

Dalaml UU lNo. 30 Tahunl 2014 kewenanganl bebas (freiesl 

ermessen) inil disebut denganl istilah ldiskresi. Dalam Pasall 1 

angkal 9 UUl No. 30l Tahun 2014l dinyatakan “Diskresil adalah 

Keputusanl dan/ataul Tindakan yangl ditetapkan ldan/atau 

dilakukanl oleh Pejabatl Pemerintahan untukl mengatasi persoalan l 

konkret yangl dihadapi dalaml penyelenggaraan pemerintahan l 

dalam hall peraturan lperundang-undangan yangl memberikan 

lpilihan, tidak lmengatur, tidak lengkapl atau tidakl jelas, ldan/atau 

adanyal stagnasi lpemerintahan”. 

 

F. FUNGSI DAN ARTI PENTING LASAS-ASAS UMUML 

PEMERINTAHAN YANGL BAIK (GOOD GOVERNANCE)  

Sejak awall asas-asasl umum pemerintahanl yang baikl atau 

good governance dimaksudkan sebagai instrument 

perlindungan hukum terhadapa kepentingan warga negera dari 

tindakan pemerintahan mengingat dengan wewenang dan 

kekuasaan pemerintah yang sangat besar tentu berpontensi 

akan melanggar kepentingan tersebut dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan (Abbinaya, 2023). Seiring berjalannya waktu, 

asas-asasl umum pemerintahanl yang baikl tidak hanya dijadikanl 
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sebagai intrumen perlindungan hukum, namun mengalami 

perkembangan fungsional, meliputi (SF. Marbun, 2001: 210): 

i. Untuk administrasi negara, asas-asas ini berperan 

sebagai pentunjuk dalam memaknai atau menafsirkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

sifatnya tidak jelas atau sulit dimaknai secara langsung 

(bias); 

ii. Untuk masyarakat, asas-asas ini dapat digunakan 

sebagai dasar dalam mengajukan gugatan terhadap 

keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan 

masyarakat; 

iii. Untuk hakim tata usaha negara, asas-asas ini 

difungsikan sebagai parameter untuk menilai suatu 

keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintahan, 

apakah keputusan itu layak atau tidak; 

iv. Asas-asas ini juga dapat digunakan oleh parlemen 

(legislatif) dalam membentuk peraturan perundang-

undangan.  

 

Dalaml Pasal 1l angka 6l Undang-Undangl Republik Indonesial 

Nomor 28l Tahun 1999l tentang Penyelenggaraanl Negara yangl 

Bersih danl Bebas daril Korupsi, Kolusil dan Nepotismel (yang 

selanjutnnyal ditulis UUl RI lNo. 28 Tahunl 1999), dinyatakanl “Asas 

Umuml Pemerintahan Negaral yang Baikl adalah asasl yang 

menjunjungl tinggi normal kesusilaan, kepatutanl dan normal 

hukum, untukl mewujudkan Penyelenggaraanl Negara yangl 

bersih danl bebas daril korupsi, kolusil dan lnepotisme”. Dalam 

Pasall 1 angkal 17 UUl RI lNo. 30 Tahunl 2014 dinyatakanl “Asas-

asasl Umum Pemerintahanl yang Baikl yang selanjutnyal disingkat 

AUPBl adalah prinsipl yang digunakanl sebagai acuanl penggunaan 

wewenangl bagi Pejabatl Pemerintahan dalaml mengeluarkan 
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Keputusanl dan/ataul Tindakan dalaml penyelenggaraan 

lpemerintahan”. 

Dalaml rangka penyelenggaraanl pemerintahan yangl baik 

(goodl governance) pemahamanl terhadap lasas-asas 

pemerintahanl menjadi hall yang sangatl penting., lAsas-asas 

pemerintahanl yang baikl dapat dilihatl dari dual golongan, lyaitu ; 

Golonganl I dintinjau daril prosedur pembuatannya, 

dimana dalaml pembuatan keputusanl dan kebijakanl harus 

lmemperhatikan: 

i. Pejabatl yang mengeluarkanl kebijakan/keputusanl tidak 

bolehl mempunyai kepentinganl pribadi baikl langsung 

maupunl tidak langsungl terhadap lkebijakan/keputusan 

yangl dikeluarkannya; 

ii. lKebijakan/keputusan yangl dibuat tidakl boleh merugikanl 

atau mengurangil hak-hakl warganegara. 

lKebijakan/keputusan tersebutl harus tetapl membela 

kepentinganl rakyat; 

iii. Antaral Konsideran (pertimbangan) denganl keputusan 

tersebutl harus sesuail dan didasarkanl pada lfakta-fakta 

yangl dapat ldipertangungjawabkan. 

Sementara Golonganl kedua ditinjau dari kesesuaian 

kebutuhan/ kepentingan masyarakat atau fakta-fakta 

dilapangan, antaralain: 

iv. Asasl larangan lkesewenang-wenangan, lkesewenang-

wenangan inil bisa timbull apabila perbuatanl pejabat ataul 

keputusan yangl dibuatnya tidakl mempertimbangkan 

semual faktor yangl relevan denganl perbuatan pejabatl atau 

keputusanl yang bersangkutanl secara lengkapl dan lwajar. 

Salah satul ciri daril pejabat yangl sewenang-wenangl adalah 
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tidakl mau ldikritik, sulit untukl mendapat 

lmasukan/pendapat. 

v. Asasl larangan penyalahgunaanl wewenang, 

Penyalahgunaanl wewenang terjadil bilamana wewenangl 

digunakanl untuk tujuanl yangl bertentanganl atau tidakl 

sesuail denganl maksud daril wewenangl itul diberikan ataul 

ditentukanl lundang-undang. 

vi. Asasl kepastian hukuml adalahl asas dalaml negaral hukuml 

yang mengutamakanl landasanl peraturan lperundang-

lundangan, lkeputusan, dan keadilanl dalaml setiapl kebijakan 

penyelenggaraanl lNegara. 

vii. Asasl kepentinganl umuml adalah asasl yang mendahulukanl 

kesejahteraanl umuml dengan caral yangl laspiratif, 

akomodatif, danl lkolektif. 

viii. Asasl lketerbukaan, berarti membukal diri terhadapl hak 

masyarakatl untukl memperoleh informasil yangl benar, 

ljujur, danl tidak diskriminatifl terhadap penyelenggaral 

negaral denganl tetap memperhatikanl perlindunganl atasl 

hak asasil lpribadi, lgolongan, dan rahasial lNegara. 

ix. Asasl lprofesionalitas, berarti mengutamakan 

keseimbanganl antara hak danl kewajiban penyelenggaral 

negara. 

x. Asasl akuntabilitas, berarti asasl yang menentukanl bahwa 

setiapl kegiatan danl hasil akhirl dari kegiatanl 

penyelenggaraan negaral harus dapatl 

dipertanggungjawabkan kepadal masyarakat ataul rakyat. 

 

Masyarakat sebagail pemegang kedaulatanl tertinggi negaral 

sesuai denganl ketentuan peraturanl perundang-undanganl yang 

lberlaku. Pelaksanaan asasl akuntabilitas membutuhkanl prinsip-

lprinsip, seperti: 
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i. Harusl ada komitmenl dari pimpinanl dan seluruhl staff 

instansil untuk melakukanl pengelolaan pelaksanaanl misi 

agarl akuntabel; 

ii. Harusl merupakan suatul sistem yangl dapat menjaminl 

penggunaan lsumber-sumber dayal secara konsistenl 

dengan peraturanl perundang-undanganl yang berlakul 

iii. Harusl dapat menunjukkanl tingkat pencapaianl tujuan danl 

sasaran yangl telah lditetapkan; 

iv. lHarus berorientasi pada l pencapaian visil dan misil serta 

hasill dan manfaatl yang ldiperoleh; 

v. lHarus jujur, lobyektif, transparan, danl inovatif sebagail 

katalisator perubahanl manajemen instansil pemerintah 

dalaml bentuk pemutakhiranl metode danl teknik 

pengukuranl kinerja danl penyusunan laporanl 

akuntabilitas. 

Sedangkan dalaml pasall 10 ayatl (1) lUndang-Undang lNo.30 

Tahunl 2014, adapun lasas-asas umuml pemerintahan yangl baik 

meliputi: 

i. Kepastianl Hukum, Yangl dimaksud denganl “asas kepastianl 

hukum” adalahl asas dalaml negara hukuml yang 

mengutamakanl landasan ketentuanl peraturan lperundang-

undangan, lkepatutan, dan keadilanl dalam setiapl kebijakan 

penyelenggaraanl pemerintahan. 

ii. lKemanfaatan, yang dimaksudl dengan “asasl kemanfaatan” 

adalahl manfaat yangl harus diperhatikanl secara seimbangl 

antara: kepentinganl individu yangl satu denganl 

kepentingan individul yang llain; Kepentingan individul 

dengan lmasyarakat; Kepentingan wargal masyarakat danl 

masyarakat lasing; Kepentingan kelompokl masyarakat 

yangl satu denganl kepentingan kelompokl masyarakat yangl 

lain; Kepentinganl pemerintah denganl warga lmasyarakat; 
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Kepentingan generasil yang sekarangl dan kepentinganl 

generasi lmendatang; Kepentingan manusia l dan 

lekosistemnya. 

iii. lKetidakberpihakan, Yang dimaksud l dengan „asasl 

ketidakberpihakan‟ adalahl asas yangl mewajibkan Badanl 

dan/ataul Pejabat Pemerintahanl dalam menetapkanl 

dan/ataul melakukan Keputusanl dan/ataul Tindakan 

denganl mempertimbangkan kepentinganl para pihakl 

secara keseluruhanl dan tidakl diskriminatif. 

iv. lKecermatan, berarti suatu Keputusan l dan/ataul Tindakan 

harusl didasarkan padal informasi danl dokumen yangl 

lengkap untukl mendukung legalitasl penetapan ldan/atau 

pelaksanaanl Keputusan ldan/atau Tindakanl sehingga 

Keputusanl dan/ataul Tindakan yangl bersangkutan 

dipersiapkanl dengan cermatl sebelum Keputusanl dan/ataul 

Tindakan tersebutl ditetapkan ldan/atau ldilakukan. 

v. Tidakl menyalah gunakanl kewenangan, asasl ini 

menghendaki agar organ Pemerintahan tidak l 

menggunakan kewenangannyal untuk kepentinganl pribadi 

ataul kepentingan yangl lain danl tidak sesuail dengan tujuanl 

pemberian kewenanganl tersebut, tidakl melampaui, tidakl 

menyalahgunakan, ldan/atau tidakl mencampuradukkan 

lkewenangan. 

vi. lKeterbukaan, asas ini menekankan bahwa masyarakat l 

berhak untuk mendapatkan l akses danl memperoleh 

informasil yang lbenar, jujur danl tidak diskriminatifl dalam 

penyelenggaraanl pemerintahan denganl tetap 

memperhatikanl perlindungan atasl hak asasil pribadi, 

golonganl dan rahasial negara. 

vii. Kepentinganl umum asasl ini menghendaki dalam 

mengambil sebuah kebijakan atau keputusan terlebih 

dahulu harus mempertimbangkan kesejahteraan 
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masyarakat dengan mangadopsi kepetingan masyarakat 

dan tidak diskriminasi. 

viii. Pelayanan yang baik, asas ini menghendaki organ 

pemerintahan dalam memberikan pelayanan harus tepat 

waktu, sesuail dengan prosedur danl biaya yang telahl 

ditentukan dalam peraturan l perundang-lundangan. 
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BAB VII 

 PERBUATAN ADMINISTRASI 

NEGARA 
 

A. KEDUDUKAN PEMERINTAH DALAM HUKUM PUBLIK 

Membahas mengenai perbuatan atau tindakan adminstrasi 

negara tidak terlepas dari kedudukan pemerintah sebagai 

penyelenggara negara, hal ini dikarenakan dalam melakukan 

perbuatan administrasi negara seperti pengambilian kebijakan 

atau keputusan tentu kapasitas pemerintah haruslah sebagai 

pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam hukum 

kita mengenal yang namannya badan hukum, dimana badan 

hukum dianggap sebagai pemangku hak dan penyandang 

kewajiban. Dalam hal melakukan perbuatan hukum, badan 

hukum melalui para organnya. Dalam rana hukum publik, 

Indroharto menjelaskan bahwa institusi-institusi hukum publik 

menyandang stastus sebagai badan hukum. Sehingga Lembaga-

lembaga pemerintahan dengan statusnya sebagai badan hukum 

mandiri dapat melaksankan atau perbuatan hukum baik itu 

publik atau perdata (Indroharto, 1993: 65-66) 

Dalam hukum administrasi negara, organ serta jabatan 

pemerintahan sebagai salah-satu objek kajian penting oleh 

karenanya pemahaman akan karateristik jabatan pemerintahan 

tidak dapat dikesampingkan, adapun karateristik jabatan pada 

organ pemerinthan tersebut, antaralain (P.Nicolai, :24-26): 

i. Organ pemerintahan dalam menjalankan tugas serta 

kewenangannya, bertanggung jawab atas nama sendiri. 
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ii. Dalam hal pelaksanaan wewenang untuk 

mempertahankan ketentuan hukum administrasi, 

sebagai organ pemerintahan maka dapat bertindak 

sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan 

khususnya ketika ada keberatan, banding ataupun 

perlawanan. 

iii. Disamping itu, organ pemerintahan juga dapat 

bertindak sebagai pihak penggugat dalam proses 

pradilan. 

iv. Pada prinsipnya pemengang penguasaan akan harta 

kekayaan badan hukum publik bukanlah pada organ 

pemerintahan melainkan pada badan hukum itu 

sendiri, sehingga dalam hal hakim menjatuhkan 

putusan berupa hukuman ganti rugi maka itu menjadi 

kewajiban badan hukum publik. 

Sekalipun dalam organ pemerintahan selaku badan hukum 

publik memegang hak dan kewajiban, oleh kerena dapat 

melakukan perbuatan hukum sendiri. Namun perlu digaris 

bawahi bahwa yang melakukan perbuatan hukum tersebut 

adalam organ pemerintah bukan Lembaga atau badan hukum 

publik karena jabatan dalam hukum dimaknai fiksi. Menurut E. 

Utrecht, yang menjalankan hak dan kewajiban organ 

pemerintahan dalam jabatan adalah pejabat (E.Utrecht: Op.cit: 

202). Untuk memperjelas F.A.M Stroink memberikan gambaran 

terkait perbuatan hukum oleh organ pemerintahan dalam hal ini 

jabatan dan pejabat, dimana kewenangan pemerintah dalam hal 

ini hak dan kewajiban pemerintahan melekat pada jabatan, 

semisal walikota mengambil sebuah keputusan maka hukum 

administrasi memandang keputusanl itu diberikanl oleh jabatanl 

walikota bukanl orang pribadi yangl menjabat walikota (F.A.M 

Stroink, Op cit:36). 
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Menurut Ridwan HR, Jabatan dan Pejabat diatur dan 

tunduk pada hukum yang berbeda dimana jabatan tunduk pada 

hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sedangkan 

pejabat tunduk pada hukum kepegawaian. Dalam hal melakukan 

perbuatan hukum, pejabat bertindak dalaml dua kapasitasnya 

yaitul selaku pribadil dan selakul perwakilan dari organl 

pemerintahan yang tunduk pada hukum perdata. Sementara 

dalam hukum administrasi negarakedudukan hukum 

pemerintah merupakan sebagai wakil dari jabatan dalam organ 

pemerintahan (Ridwan HR, Op Citi: 79). 

 

B. KEDUDUKANL PEMERINTAH DALAML HUKUM PRIVATL 

lNegara, provinsi, lkabupaten, dalam kaca mata hukuml 

perdata dipandang sebagai l badan hukuml publik yaitu suatu 

perkumpulan yang menyandang hak dan kewajiban, sehingga 

dapat bertindak sebagaimana manusia pada umumnya. Menurut 

Bothlingk, badan hukum adalah subjek hukum selain manusia 

(rechtperson) dan sebagai subjek hukum perbuatan hukum yang 

dilakukan sebagai badan hukum berbeda dengan perbuatan 

manusia, dimana badan hukum adalah perwujudan yuridis dari 

perkumpulan masyarakat dan dapat melakukan tindakan hukum 

publik (Frederik Robert, Op Cit :23). 

Dalam doktrin hukum perdata, terdapat beberap unsur-

unsur dari badan hukum, antaralain (Chidi ali, 1987: 21) : (i) 

Perkumpulan orang; (ii) dapat melakukan perbuatan hukum; 

(iii) Adanyal harta kekayaanl terpisah; (iv) mempunyail 

kepentingan lsendiri; (v) mempunyai lpengurus; (vi) memiliki 

tujuan ltertentu; (vii) memiliki hak dan l kewajiban sendiri; (viii) 

dapatl menggugat dan digugat dalam pengadilan. Kalau 

diperbandingakan dengan kedudukan pemerintah berdasarkan 

hukum publik, maka dalam rana hukum perdata organ 
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pemerintah (negaral, provinsi, danl kabupaten) merupakan 

badanl hukum yangl dioprasikan oleh lpemerintah. 

Menurut C.J.N Versteden, apabila pemerintah melakukan 

perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata maka ia 

haruslah tunduk pada hukum perdata, dimana dalam hal ini 

kapasitas pemerintah sebagail wakil daril badan hukuml 

pemerintahan bukanl sebagai perwakilan daril jabatan 

pemerintahanl seperti yang dijelaskan diatas. Oleh sebab itu, 

dalam rana hukum perdata, kedudukan pemerintah sebagai 

wakil badan hukum pemerintahan tidakl ada bedanyal dengan 

kedudukan seseorangl (naturalijk persoon) atau badanl hukum 

perdatal pada lumumnya, sehingga dapat juga bertindak sebagai 

salah satu pihak dalam sengketa keperdataan dalam peradilan 

umum (C.J.N Versteden, Op Cit: 283). 

Berdasarkan uraian diatas, menurut Ridwan HR, perbuatan 

atau tindakan hukum pemerintah dibidang keperdataan dalam 

kapasitasnya sebagai wakil badan hukum haruslah tunduk pada 

hukum perdata. Lebih lanjut keberadaan pemerintah yang 

memiliki fungsi sebagai wakil dari jabatan dan badan hukum 

yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda yaitu 

hukum publik seperti hukuml tata negaral atau hukum 

administrasil negara dan hukuml perdata. Sehingga untukl melihat 

suatu perbuatan hukum pemerintah haruslah diperhatikan 

kapasitas pemeritah, apakah ia bertindak sebagai wakil dari 

jabatannya ataukah ia bertindak dalaml kapasitasnya sebagail 

wakil daril badan lhukum, untuk dapat ditentukan hukum mana 

yang menjadi rujukan (Subekti R, & Anggerani, 2022). 

 

C. PERBUATAN ATAU TINDAKAN ADMINISTRASIL NEGARA 

Dalaml Perbuatan pemerintahl ada dual hal persoalanl yang 

perlul dipahami yaitul apa yangl dimaksud denganl pemerintah 
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danl apa yangl dimaksud denganl perbuatan lpemerintah. Yang 

dimaksudl dengan pemerintahl adalah: Menurutl Wirjono 

lProdjodikoro, pemerintah dapat l dibagi dalaml arti luasl dan 

dalaml arti lsempit. Pemerintah dalaml arti luasl meliputi seluruhl 

fungsi kegiatanl kenegaraan yaitul lembaga-lembagal kenegaraan 

yangl diatur secaral langsung olehl UUD 1945l maupun llembaga-

lembaga yangl diatur olehl Undang-lUndang. Sedangkan 

pemerintahl dalam artil sempit adalahl Presiden/leksekutif. 

Menurut Kuntjorol Purbopranoto mengatakanl pemerintah 

dalaml arti luasl meliputi segalal urusan yangl dilakukan olehl 

Negara dalaml rangka penyelenggaraanl kesejahteraan rakyatl 

dan kepentinganl Negara, sedangkanl arti sempitl adalah 

menjalankanl tugas eksekutifl lsaja. 

Sedangkanl pengertianl Perbuatan Pemerintahl merupakanl 

tindakanl hukum yangl dilakukanl olehl penguasa dalaml 

menjalankanl fungsil pemerintahan. Menurutl lRomijen, perbuatanl 

pemerintah yangl merupakanl “bestuurl handling” yaitul ltiap-tiapl 

dari alatl perlngkapan pemerintah (Aprilia S, 2021). Menurutl Van 

Vallenl Hoven, perbuatanl pemerintah merupakanl tindakan 

secaral spontan atasl inisiatif sendiril dalam menghadapil keadaan 

danl keperluan yangl timbul tanpal menunggu perintahl atasan, 

danl atas tanggungl jawab sendiril demi kepentinganl umum. 

Perbuatanl atau tindakan pemerintah dapat l dikualifikasikan 

menjadi dua, yaitul (H. Nursadi,2018): 

1) Perbuatanl pemerintah berdasarkanl faktal (Fiete Logtiel 

Handilugen) ataul tidakl berdasarkanl hukum adalahl 

tindakanl penguasal yang tidakl mempunyail akibatl hukum, 

misalnyal Walikotal mengundangl masyarakat untukl 

menghadiril 17l agustus, Presidenl menghimbaul masyarakatl 

untuk hidupl sederhanal danl lainnya. 
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2) Perbuatanl pemerintah berdasarkanl hukum adalahl 

tindakan penguasal yang mempunyail akibat lhukum, ini 

dapatl digolongkan dalaml dua lgolongan, yaitu: 

i. Perbuatanl pemerintah dalaml lapangaan hukuml privat, 

dimanal penguasa mengadakanl hubungan hukuml 

berdasarkan hukuml privat. Menurutl Prof. Krobbel 

Kranenburg, lVegtig, Donner danl Hassh, bahwal pejabat 

administrasil Negara dalaml menjalankan tugasnyal 

dalam lhal-hal tertentul dapat menggunakanl hukum 

lprivat, umpanya perbuatanl sewa-lmenyewa, jual-belil 

tanah danl perjanjian-perjanjianl lainnya. 

ii. Perbuatanl pemerintah dalaml lapangan Hukuml Publik 

Perbuatanl hukum dalaml lapangan Hukuml Publik adal 

dua lmacam, yaitu: 

a. Perbuatanl Hukum Publikl bersegi ldua, yaitu adanyal 

dua lkehendak/ kemauan yangl terikat, misalnyal 

dalam lperjanjian/ kontrak lkerja. 

b. Perbuatanl Hukum Publikl bersegi lsatu, yaitu 

perbuatanl yang dilakukanl atas kehendakl dari satul 

pihak yaitul perbuatan daril pemerintah itul sendiri. 
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BAB VIII 

PERADILAN ADMINISTRASI 

NEGARA 
 

 

 

A. PENGERTIAN PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA 

Terminologi hukum peradilan administrasi negara atau 

hukum acara tata usaha negara merupakan gambaran umum 

dari peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait 

mekanisme peradila tata usaha negara, yang diatur secara jelas 

dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah sebanyak dua kali 

dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang 

No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Berbicara mengenai peradilan administrasi negara, maka 

secara tidak langsung kita membahas mengenai hukum acara 

administrasi negara atau hukum acara tata usaha negara. Namun 

sebelum lebih jauh, terlebih dahulu memahami apa yang 

dimaksud dengan hukum acara menjadi suatu hal yang penting. 

Adapun yang dimaksud dengan hukum acara adalah hukum 

formil yang mengatur tentang bagaimana mekanisme penegakan 

norma hukum materil dalam proses peradilan didepan 

pengadilan. Kalau mengkaitkan dengan defenisi hukum acara 

tata usaha negara, maka dapat dimaknai sebagai segala 

peraturan yang mengatur cara atau metode yang bertujuan 

untuk menegakkan norma hukum administrasi negara yang 

bersifat materil dalam proses peradilan. Disamping itu beberapa 
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ahli hukum memberikan defenisi mereka terkait apa yang 

dimaksud dengan hukuml acara peradilanl tata usahal negeri, 

seperti:  

i. Menurutl Rozali lAbdullah, hukum acara peradilan tata 

usaha negara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang 

memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap 

dan dimuka pengadilan serta bagaimana pengadilan 

pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk 

melaksanakan peraturan hukum tata usaha negara atau 

hukum administrasi negara (Rozali Abdullah, 2007:1-2) 

Selaras dengan hal itu; 

ii. Menurut Indroharto, hukum administrasi dalam arti formil 

merupakan bidang hukum mengenai kompetensi 

peradilan, tentang persoalan-persoalan yang harus 

dipecahkan terselebih dahulu oleh hakim tata usaha negara 

sebelum mereka menilai sahl atau tidaknyal suatu 

keputusanl tata usahal negara yangl disengketakan 

(Indroharto, Op cit:30-31). 

iii. Menurut Farah Syah Rezah, hukum acara peradilan tata 

usaha negara, adalah norma-norma hukum yang mengatur 

tentang proses penegakan hukum tata usaha negara 

materil di lingkungan peradilan tata usaha negara (Farah 

Syah Rezah, 2018:10).  

Berdasarkan, defenisi-defenisi yang diatas, dapat ditarik 

benar merah bahwa pada pokok-nya hukum acara tata usaha 

negara adalah sekumpulan peraturan atau norma hukum yang 

bertujuan untuk menegakan norma hukum administrasi materil. 
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B. LASAS-ASAS PERADILANL TATA USAHAL NEGARA 

lAsas-asas peradilanl administrasi atau tata usahal negara 

memeliki peranan yang sangat penting dalam mencapati tujuan 

peradilan yang fair serta untuk menjamin proses peradilan tata 

usaha berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan 

kompentensinya yakni memeriksa, mengadili, serta memutus 

persoalan dalam bidang tata usaha negara. Adapun asas-asasnya 

sebagai berikut: 

i. Asasl Praduga Rechmatigl (vermoeden vanl rechmatigheid): 

Asasl ini mengandungl makna bahwal setiap tindakanl 

penguasa selalul harus dianggapl sah/menurutl hukum 

(rechmatigl) sampai adal pembatalannya;  

ii. Asasl Pembuktian lBebas: Hakim yangl menetapkan bebanl 

pembuktian ; Sisteml pembuktian mengarahl kepada 

pembuktianl bebas (lvrijbewijs) yang lterbatas. Menurut 

Pasall 107 UUl Nomor 51l Tahun 2009l (UU Peradilanl TUN 

hakiml dapat menentukanl apa yangl harus ldibuktikan, 

beban lpembuktian, beserta penilaianl pembuktian, tetapil 

Pasal 100l menentukan secaral limitatif mengenail alat-alatl 

bukti yangl digunakan. 

iii. Asasl Keaktifan lHakim: Maksudnya adalahl untuk 

menyeimbangkanl kedudukan paral pihak dalaml sengketa 

yaitul Tergugat (Badanl atau Pejabatl Tata Usahal Negara) 

danl Penggugat (Orangl atau Badanl Hukum lPerdata) ; 

iv. Asas Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan mengikat 

(erga omnes) : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

mengikat secara publik, tidak hanya mengikat para pihak 

yang bersengketa saja. Hal ini sebagai konsekuensi sifat 

sengketa tata usaha negara yang merupakan sengketa 

hukum publik. 

v. Asas Gugatan yang berarti Pada dasarnya tidak dapat 

menunda pelaksanaan KTUN yang dipersengketakan, 
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kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat 

sebagaimana terdapat pada pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) 

huruf (a). 

vi. Asasl Kesatuan Beracaral Adalah asasl kesatuanl beracaral 

dalam perkaral sejenisl baikl dalam pemeriksaanl dil 

peradilanl judex lfacti, maupunl kasasi denganl Mahkamah 

Agungl (MAl) sebagai upaya hukum terakhir sebelum 

peninjauan kembali (PK). 

vii. Asasl Penyelenggaraan Kekuasaanl Kehakiman yangl 

Merdeka danl Bebas Menurutl Pasal bl 24 UUDl 1945, 

penyelenggaraanl kekuasaan kehakimanl yang merdekal dan 

bebasl dari segalal macam campurl tangan kekuasaanl yang 

lainl baik secaral langsung danl tidak langsungl bermaksud 

untukl mempengaruhi keobyektifanl putusan lperadilan. 

viii. Asasl Sidang Terbukal Untukl Umuml Asas inil membawa 

konsekuensil bahwal semual putusan pengadilanl hanyal sahl 

dan mempunyail kekuatanl hukuml apabila dil ucapkanl 

dalaml siding terbukal untukl umuml (pasal 17l danl pasall 18 

UUl l14/1970l jo pasall 70l UUl PTUN) 

ix. Asasl Peradilan Berjenjangl Jenjang peradilanl di mulail dari 

tingkatl yang palingl bawah yaitul Pengadilan Tatal Usaha 

Negaral (tingkatl pertama), kemudianl Pengadilanl Tinggi 

Tatal Usahal Negaral (banding), danl puncaknyal (Kasasi) 

adalahl Mahkamah lAgung, dimungkinkanl pula PKl (MA). 

x. Asasl Pembuktian lBebas. Hakimlah yang menetapkan l 

beban lpembuktian. Hal inil berbeda denganl ketentuan 

1865l lBW, seperti yangl dijelaskan padal pasal l101, yang 

dibatasil dengan ketentuanl Pasal l100. 

xi. Asasl audi et alteram partem, yang berarti para pihak harus 

didengardan para pihakl mempunyai kedudukanl yang 

lsama.  
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xii. Asasl peradilanl dilakukanl dengan lsederhana, lcepat, danl 

ringan, Sebagaimanal pasal 4l UU l14/1970, asasl peradilan 

dilakukanl dengan lsederhana, cepat danl biaya lringan. 

Sederhana dalaml hukum lacara, cepat dalaml waktu danl 

murah dalaml biaya. 

xiii. Asasl putusanl pengadilanl mempunyai kekuatanl mengikatl 

(ergal omnes)”. Sengketal TUNl adalahl sengketa hukuml 

lpublik. Denganl demikian putusanl pengadilanl berlakul bagi 

siapal lsaja-tidakl hanya bagil paral pihakl yang lbersengketa. 

xiv. lAsas pengadilan sebagail upaya terakhirl untuk 

mendapatkanl keadilan Asasl pengadilan sebagail upaya 

terakhirl (ultimum lremidium)”, sengketal administrasi 

sedapatl mungkinl diselesaikanl melalui upayal administrasil 

(musyawarahl mufakat), jikal beluml lpuas, maka ditempuhl 

upayal peradilanl (Pasal 48l UU lPTUN) 

xv. lAsas Obyektivitas Untukl tercapainya putusanl yang ladil, 

maka hakiml atau paniteral wajib mengundurkanl diri, 

apabilal terikat hubunganl keluarga sedarahl atau semendal 

sampai derajatl ketiga ataul hubunganl suami ataul istril 

meskipunl telah bercerail denganl ltergugat, penggugat ataul 

penasihatl hukuml atau antaral hakiml denganl salah seorangl 

hakiml ataul panitera jugal terdapatl hubunganl sebagaimana 

yangl dil sebutkanl di latas, ataul hakiml atau paniteral tersebut 

mempunyail kepentinganl langsungl dan tidakl langsungl 

denganl sengketanya, sebagaimanal penjelasan pasall 78l danl 

pasal 79l UUl lPTUN. 

xvi. Asas Het Vermoedenl Van Rechtmatigheidl (Persumtio 

justea Causa), Asasl ini memberikan konsekuensi yuridis 

bahwal suatu gugatan yang diajukan ke pegadilan tata 

usaha negara pada hakekatnya tidak menghalangi 

pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. 

Namun demikian, pelaksanaan keputusan tersebut oleh 
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penggugat dapat dimohonkan untuk ditunda sampai telah 

ada putusan yang berkuatan hukum tetap (Farah Syah 

Rezah, Op cit:17). 

xvii. Asas Pemeriksaan Dari Segi Rechtmatigheid Dan Larangan 

Pemeriksaan Dari Segi DoelmatigheidAsas ini berarti 

bahwa pengujian terhadap keputusan tata usaha negara 

yang digugat hanya dari segi yuridisnya, hakim tidak boleh 

memeriksa atau dilarang melakukan pengujiaan dari segi 

kebijaksanaan suatu keputusan yang disengketakan. 

xviii. Asas kompensasi, asas ini membebankan kewajiban 

kepada pihak tertugat dalam senngketa tata usaha negara, 

untuk membayar ganti rugi akibat dikeluarkannya 

keputusan yang telah merugikan penggugat. 

xix. Asas Ultra Petita, asas ini memberikan kewenangan pada 

hakim untuk melakukan penyempurnaan terhadap objek 

sengketa yangl diajukan olehl para pihakl dalam sengketa 

tata usahal negara. 

 

C. KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 

Menurut Sjachran Basah, pemberian kekuasaan, 

kewenangan, atau hak kepada pengadilan untuk menjalankan 

tugan serta fungsi dibidang peradilan dalam hal ini adalah untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara (Sjachran 

Basah, 1985:65). Apabila dikaitkan dengan konteks peradilan 

tata usaha negara maka yang dimaksud dengan kompetensi 

pengadilan tata usaha negara adalah kewenangan untuk 

memeriksa, mengadili, serta memutus perkara sengketa l tata 

usahal negara, hall ini sebagaimana yang diaturl dalam pasasl 47 

lUndang-Undang No. 5l Tahun l1986. 
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Dalam hukum acara peradilanl tata usahal negara 

kompetensi pengadilan TUN terbagi menjadi l dua lyaitu: (i) 

kompetensi absolutl dan (ii) kompetensil relatif. Adapun yang 

dimaksud kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara 

adalah kewenangan mutlak pengadilan tata usaha negara untuk 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dibidang tata 

usaha negara (Farah Syah Rezah, Op cit:24) kewenangan mutlak 

yang dimaksud diatas berarti Lembaga peradilan lain tidak boleh 

memeriksa perkara/sengketal tata usahal negara. 

Merujuk pada pasall 51 Undang-Undangl No.5 Tahunl 1986, 

kompetensi absolut pengadilan l tata usahal negara meliputi: 

i. Pengadilanl tinggi Tatal usaha negaral bertugas danl 

berwenang memeriksal dan memutusl sengketa tatal usaha 

negaral tingkat lbanding. 

ii. Pengadilanl tinggi tatal usaha negaral bertugas danl 

berwenang untuk memewiksa dan l memutus ditingkat 

pertamal dan terakhirl sengketa kewenanganl mengadili 

antaral pengadilan tatal usaha negaral di dalaml daerah 

lhukumnya. 

iii. Pengadilanl tinggi tatal usaha negaral bertudas dan 

berwenangl memeriksa, memutusl dan menyelesaikanl 

ditingkat pertama sengketal tata usahal negara. 

iv. Terhadapl putusan pengadilanl tinggi tatal usaha negaral 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dapat 

diajukan permohonan kasasi. 

Disamping itu, kompetensil relatif pengadilan tatal usaha 

lnegara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1986, meliputi: 
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i. Gugatanl sengketa Tatal Usaha Negaral diajukan kepadal 

Pengadilan yangl berwenang yangl daerah hukumnyal 

meliputi tempatl kedudukan ltergugat; 

ii. Apabilal tergugat lebihl dari satul Badan ataul Pejabat Tatal 

Usaha Negaral dan berkedudukanl tidak dalaml satu daerahl 

hukum lPengadilan, gugatan diajukan l kepada Pengadilanl 

yang daerahl hukumnya meliputil tempat kedudukanl salah 

satul Badan ataul Pejabat Tatal Usaha lNegara; 

iii. Dalaml hal tempatl kedudukan tergugatl tidak beradal 

dalam daerahl hukum Pengadilanl tempat kediamanl 

penggugat, makal gugatan dapatl diajukan kel Pengadilan 

yangl daerah hukummnyal meliputi tempatl kediaman 

penggugatl untuk selanjutnyal diteruskan kepadal 

Pengadilan yangl bersangkutan. 

iv. Dalaml hal-hall tertentu sesuail dengan sifatl sengketa Tatal 

Usaha Negaral yang bersangkutanl yang diaturl dengan 

Peraturanl Pemerintah, gugatanl dapat diajukanl kepada 

Pengadilanl yang berwenangl yang daerahl hukumnya 

meliputil tempat kediamanl penggugat; 

v. Apabilal penggugat danl tergugat berkedudukanl atau 

beradal di luarl negeri, gugatanl diajukan kepadal 

Pengadilan di lJakarta; 

vi. Apabilal tergugat berkedudukanl di dalaml negeri danl 

penggugat dil luar lnegeri, gugatan diajukan l kepada 

Pengadilanl di tempatl kedudukan ltergugat. 

Kalau melihat ketentuanl pasal 54l diatas, maka dapat 

dipahami bahwa kompentensi relatif pengadilan tata usaha 

negara berkaitan dengan kedudukan pengadilan tata usaha 

negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan 

pihak tergugat. Sehingga gugatan haruslah diajukan kepadal 

pengadilan tatal usaha negaral yang daerahl hukumnya meliputil 

tempat kedudukan pihak tergugat (Farah Syah Rezah, Ibid).  
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D. SENGKETAL TATA USAHAL NEGARA  

Sengketal tata usahal negara dapatl dibedakan atasl sengketa 

internall dan sengketal eksternal. Sengketal internal ataul sengketa 

antaral tata usahal negara (administrasil) yang terjadil di dalaml 

lingkungan administrasil itu lsendiri, baik yangl terjadi dalaml satu 

departemenl (instansi) maupunl sengketa yangl terjadi antarl 

departemen (istansil). Sedangkan sengketa l eksternal ataul 

sengketa antarl administrasi negaral dengan rakyatl adalah 

perkaral administrasi yangl menimbulkan sengketal antara 

administrasil negara denganl rakyat sebagail subyeksubyek yangl 

berperkara, yangl mencakup administrasil negara dil tingkat 

lpusat, daerah, maupunl administrasi negaral pusat yangl ada dil 

daerah (Sjahran Basah, Op cit:32). 

Pangkall sengketa tatal usaha negaral adalah akibatl 

dikeluarkannya keputusanl tata usahal negara. Berdasarkanl Pasal 

1l angka 9l UU lNo. 51/2009l yang dimaksudl dengan keputusanl 

tata usahal negara ladalah; suatu penetapan l tertulis yangl 

dikeluarkan olehl badan ataul pejabat tatal usaha negaral yang 

berisil tindakan hukuml tata usahal negara yangl berdasarkan 

peraturanl perundangundangan yangl berlaku, yangl bersifat 

lkonkret, individual, danl final, yangl menimbulkan akibatl hukum 

bagil seseorang ataul badan hukuml perdata. 

Daril pengertian tersebutl maka keputusanl tata usahal 

negara terdapatl unsur-unsurl sebagai lberikut: (i) suatu 

penetapanl tertulis; (ii). dikeluarkanl oleh badanl atau pejabatl tata 

usahal negara; (iii) berisil tindakan hukuml tata usahal negara; (iv) 

bersifatl konkret, lindividual, dan lfinal; (v) menimbulkan akibat l 

hukum bagil seseorang ataul badan hukuml perdata.  
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Namunl menurut Pasall 2 UUl No. l9/2004, yangl tidak 

termasukl dalam pengertianl keputusan tatal usaha negaral adalah: 

i. Keputusanl tata usahal negara yangl merupakan perbuatanl 

hukum lperdata. 

ii. Keputusanl tata usahal negara yangl merupakan perbuatanl 

hukum lperdata. 

iii. Keputusanl Tata Usahal Negara yangl masih memerlukanl 

persetujuan; 

iv. Keputusanl Tata Usahal Negara yangl dikeluarkanl 

berdasarkan ketentuanl Kitabl Undangundang Hukuml 

Pidanal atau Kitabl lUndang-undangl Hukum Acaral Pidanal 

ataul peraturan lperundang-undanganl lainl yang bersifatl 

hukuml lpidana; 

v. Keputusanl Tatal Usahal Negara yangl dikeluarkanl atasl dasar 

hasill pemeriksaanl badan peradilanl berdasarkanl 

ketentuanl peraturan lperundang-undanganl yangl berlaku; 

vi. Keputusanl Tatal Usahal Negara mengenail tatal usahal 

Tentara Nasionall Indonesia; 

vii. Keputusanl Komisil Pemilihan lUmum, baikl di pusatl maupunl 

dil daerah, mengenail hasill pemilihanl umum. 

 

E. PENYELESAIANL LSENGKETA TATAL USAHA NEGARAL 

Berdasarkan pada pasall 48 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, 

yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Badan 

atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau 

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 

menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara 

tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai 

tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia” Dan 

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan 
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menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang 

bersangkutan telah digunaka”.  

Kalau melihat ketetentuan tersebut maka peneyelesaian 

sengketa tatal usaha negaral dapat dilakukanl dengan dua lcara, 

yaitu: Pertama, mengajukan gugatan kel pengadilian tata usahal 

negara tingkat I; Kedua, melalui l upaya admisitratif, yaitu upaya 

penyelesaian melalui instasni dan l badan/ pejabatl tata usahal 

negara yangl bersangkutan, yang dari prosedur diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu: 

i. Bandingl administratif, artinyal penyelesaian keputusanl 

TUN dilakukanl oleh instansil atasan ataul instansi lainl dari 

yangl mengeluarkan keputusanl TUN. 

ii. lKeberatan, artinya penyelesaian l keputusan TUNl tersebut 

harusl dilakukan sendiril oleh lBadan/Pejabat TUNl yang 

mengeluarkanl keputusan litu. 

Berdasarkanl Surat Edaranl Mahkamah Agungl Nomor 2l 

Tahun 1991l tentang Petunjukl Pelaksanaan Beberapal Ketentuan 

Dalaml UU lNo. 5/1986l menentukan:  

i. Apabilal peraturan dasarnyal hanya menentukanl adanya 

upayal administratif berupal pengajuan suratl banding 

ladministratif, maka gugatan l terhadap KTUNl yang telahl 

diputus dalaml tingkat bandingl administratif diajukanl 

langsung kepadal Pengadilan Tinggil TUN.  

ii. Apabilal peraturan dasarnyal hanya menentukanl adanya 

upayal administratif berupal pengajuan suratl keberatan, 

makal gugatan terhadapl KTUN yangl bersangkutan diajukanl 

kepada Pengadilanl TUN. 
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1. Gugatanl ke Pengadilanl Tata Usahal Negara 

a. Dasar dalam mengajukanl gugatan/ tuntutan:  

Berdasarkanl Pasal 53l ayat (2) Undang-Undang lNo. 9 

Tahun 2004, yang menentukan l beberapa alasanl 

menggugat suatul keputusan tatal usaha negaral ke 

Pengadilanl Tata Usahal Negara, lyaitu: (i). Keputusan Tatal 

Usaha Negaral yang digugatl itu bertentanganl dengan 

peraturanl perundang-undanganl yang lberlaku; (ii) 

Keputusan Tatal Usaha Negaral yang digugatl itu 

bertentanganl dengan lasas-asas umuml pemerintahan yangl 

baik. Adapun pemaknaan bertentanganl dengan peraturanl 

perundang-undanganl bisa dimaknai dalam sifat 

procedural/formal, bersifat material/subtansial, dan 

dikeluarkan oleh badan/perjabat tata usaha negara yang 

tidak berwenang. 

 

b.  Batas waktu dalam mengajukan gugatan 

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 

1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, ditentukan 

gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 

(sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya 

atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata 

usaha negara. 

 

c. Syarat-Syarat gugatan 

Dalaml pasal 56l Undang-Undangl No. 5 Tahunl 1986 

tentangl Pengadilan tata usahal negara, yang mengatur 

lsyarat-syarat gugatanl meliputi: 

1) Gugatanl harus lmemuat: (i). nama, lkewarganegaraan, 

tempat ltinggal, dan pekerjaanl penggugat, ataul 

kuasanya; (ii). nama, ljabatan, dan tempatl kedudukan 
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ltergugat; (iii). dasar gugatanl dan hall yang dimintal 

untuk diputuskanl oleh lPengadilan. 

2) lApabila gugatan dibuat l dan ditandatanganil oleh 

seorangl kuasa lpenggugat, maka gugatan l harus disertail 

surat kuasal yang lsah. 

3) Gugatanl sedapat mungkinl juga disertail Keputusan 

Tatal Usaha lNegara. yang disengketakanl oleh 

lpenggugat. 

 

d. Permohonan Perdilan dengan l Cuma-Cumal (prodeo) 

Padal dasarnya setiapl mengajukan gugatanl di 

lpengadilan, harus terlebihl dahulu membayarl uang mukal 

biaya lperkara, namun dalam lhal-hal tertentul dapat 

berperkaral dengan lcuma-Cuma, hall ini sebagaimana yang 

diatu dalaml pasal 60l dan 61 lUndang-Undang lNo.5 Tahunl 

1986 Tentangl pengadilan tata usahal negara, antaralain: 

i. Pasall 60 mengatur lbahwa: “pertama, Penggugat l dapat 

mengajukanl permohonan kepadal Ketua Pengadilan 

untukl bersengeketa dengan lcuma-Cuma; kedua, 

Permohonanl diajukan padal waktu penggugatl 

mengajukan gugatannya disertai l dengan surat 

keteranganl tidak mampul dari kepalal desa ataul lurah dil 

tempat kediamanl pemohon; ketiga, Dalam l keterangan 

tersebutl harus dinyatakanl bahwa pemohonl itu lbetul-

betul tidakl mampu membayarl biaya lperkara” 

ii.  Pasasl 61l mengatur bahwa: “pertama, Permohonan 

sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal 60l harus diperiksa 

dan ditetapkan oleh Pengadilan sebelum pokok sengketa 

diperiksa; kedua, Penetapan ini diambil di tingkat 

pertama dan terakhir; ketiga, Penetapan Pengadilan 

yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk 
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bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama, juga 

berlaku di tingkat banding dan kasasi”. 

e. Pemeriksaan denganl Acara Singkatl (dilakukan dalaml 

Rapat lPermusyawaratan/ Prosedur lDismisal) 
L 

Pemeriksaan dengan acaral singkat diaturl dalam 

Pasall 62 lUndang-Undang No. 5l Tentang Pengadilan Tatal 

Usaha lNegara, yang mengatur: 

1) Dalaml rapat lpermusyawaratan, Ketua Pengadilanl 

berwenang memutuskanl dengan suatul penetapan yangl 

dilengkapi denganl pertimbangan-pertimbanganl bahwa 

gugatanl yang diajukanl itu dinyatakanl tidak diterimal atau 

tidakl berdasar, dalaml hal: 

a. Pokokl gugatan tersebutl nyata-nyatal tidak termasukl 

dalam wewenangl Pengadilan;  

b. lSyarat-syarat gugatanl sebagaimana dimaksudl 

dalam Pasall 56 tidakl dipenuhi olehl penggugat 

sekalipunl ia telahl diberi tahul dan ldiperingatkan;  

c. lGugatan tersebut tidakl didasarkan padal alasan-

alasanl yang llayak;  

d. Apal yang dituntutl dalam gugatanl sebenarnya sudahl 

terpenuhi olehl Keputusan Tatal Usaha Negaral yang 

ldigugat;  

e. Gugatanl diajukan sebeluml waktunya ataul telah 

lewatl waktunya. 

2)  

a. Penetapanl sebagaimana dimaksudl dalam ayatl (1) 

diucapkanl dalam rapatl permusyawaratan sebeluml 

hari persidanganl ditentukan denganl memanggil 

kedual belah pihakl untuk lmendengarkannya; 

b. Pemanggilanl kedua belahl pihak dilakukanl dengan 

suratl tercatat olehl Panitera Pengadilanl atas 

perintahl Ketua lPengadilan. 
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c. Terhadapl penetapan sebagaimanal dimaksud dalaml 

ayat (1) dapatl diajukan perlawananl kepada 

Pengadilanl dalam tenggangl waktu 14l (empat lbelas) 

hari setelahl diucapkan 

d. lPerlawanan tersebut diajukan l sesuai denganl 

ketentuan sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal l56. 

e. Perlawananl sebagaimana dimaksudl dalam ayatl (3) 

diperiksal dan diputusl oleh Pengadilanl dengan 

acaral singkat. 

f. Dalaml hal perlawananl tersebut dibenarkanl oleh 

lPengadilan, maka penetapanl sebagaimana 

dimaksudl dalam ayatl (1) gugurl demi hukuml dan 

pokokl gugatan akanl diperiksa, diputusl dan 

diselesaikanl menurut acaral biasa. 

g. Terhadapl putusan mengenail perlawanan itul tidak 

dapatl digunakan upayal hukum 

2. Pemeriksaanl Persiapan 

Setelahl melalui tahapl rapat lpermusyawaratan, maka 

dilakukanl pemeriksaan persiapanl terhadap gugatanl yang 

diajukanl oleh lpenggugat. Pemeriksaan persiapanl ini diaturl 

dalam Pasall 63 lUndang-Undang No. 5l Tahun 1986l Tentang 

Pengadilan Tatal Usaha lNegara, yang mengatur bahwa : 

1) Sebeluml pemeriksaan pokokl sengketa ldimulai, Hakim 

wajibl mengadakan pemeriksaanl persiapan untukl 

melengkapi gugatanl yang kurangl ljelas; 

2) Dalaml pemeriksaanl persiapanl sebagaimana dimaksudl 

dalaml ayatl (1) lHakim: (a) wajibl memberil nasihat kepadal 

penggugatl untukl memperbaiki gugatanl danl 

melengkapinyal dengan datal yangl diperlukanl dalam 

jangkal waktul 30 (tigal lpuluh) lhari;  

(b) ldapat memintal penjelasanl kepada Badanl ataul Pejabatl 

Tata Usahal Negaral yangl bersangkutan. 
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3) Apabilal dalaml jangkal waktu sebagaimanal dimaksudl 

dalaml ayat (l2) hurufl a penggugatl beluml 

menyempurnakanl gugatan, makal Hakiml menyatakanl 

dengan putusanl bahwal gugatanl tidak dapatl lditerima. 

4) Terhadapl putusanl sebagaimanal dimaksud dalaml ayatl (3) 

tidakl dapatl digunakanl upaya lhukum, tetapil dapatl 

diajukan gugatanl lbaru. 

3. Pemeriksaanl Permohonan Penangguhanl Pelaksanaan 

Keputusanl Tata Usahal Negara 

Permohonanl penangguhan pelaksanaan l keputusan tatal 

usaha negaral diatur dalam Pasall 67 lUndang-Undang No. 5l Tahun 

1986l Tentang Pengadilan Tata Usahal Negara, yangl mengatur 

bahwa:  

1) lGugatan tidak menundal atau menghalangil 

dilaksanakannya Keputusan l Badan ataul Pejabat Tatal 

Usaha Negaral serta tindakanl Badan ataul Pejabat Tatal 

Usaha Negarla yang ldigugat; 

2) Penggugatl dapat mengajukanl permohonan agarl 

pelaksanaan Keputusanl Tata Usahal Negara itul ditunda 

selamal pemeriksaan sengketal Tata Usahal Negara sedangl 

berjalan, sampail ada putusanl Pengadilan yangl 

memperoleh kekuatanl hukum ltetap; 

3) lPermohonan sebagaimana dimaksud l dalam ayatl (2) dapatl 

diajukan sekaligusl dalam gugatanl dan dapatl diputus 

terlebihl dahulu daril pokok lsengketanya. 

4) Permohonanl penundaan sebagaimanal dimaksud dalaml 

ayatl (2):  

a. Dapatl dikabulkanl hanyal apabila terdapatl keadaanl yangl 

sangat mendesakl yangl mengakibatkanl kepentingan 

penggugatl sangatl dirugikanl jika Keputusanl Tatal Usahal 

Negara yangl digugatl itu tetapl ldilaksanakan;  
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b. Tidakl dapatl dikabulkanl apabila kepentinganl umuml 

dalaml rangka lpem-bangunan mengharuskanl 

dilaksanakannyal keputusanl tersebut. 

4. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat 

Merujuk pada pasal 98 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, 

yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut: 

1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup 

mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-

alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya 

dapat memohon kepada Pengadilan supaya 

pemeriksaan sengketa dipercepat; 

2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari 

setelah diterimanya permohonan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan 

tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya 

permohonan tersebut. 

3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum. 

Disamping itu pasal 99 masih dengan Undang-Undang yang 

sama, mengatur bahwa, antaralain: 

1) Pemeriksaanl dengan acaral cepat dilakukanl dengan Hakiml 

Tunggal.  

2) Dalaml hal permohonanl sebagaimana dimaksudl dalam 

Pasall 98 ayatl (1) ldikabulkan, Ketua Pengadilan l dalam 

jangkal waktu tujuhl hari setelahl dikeluarkannya penetapanl 

sebagaimana dimaksudl dalam Pasall 98 ayatl (2) 

menentukanl hari, ltempat, dan waktul sidang tanpal melalui 

prosedurl pemeriksaan persiapanl sebagaimana dimaksudl 

dalam Pasall 63.  
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3) Tenggangl waktu untukl jawaban danl pembuktian bagil 

kedua belahl pihak, lmasing-masing ditentukanl tidak 

melebihil empat belasl hari. 

Selain pemeriksaanl cepat, dalam peradilan l tata usahal 

negara juga dikenal pemeriksaan l perkara denganl acara lbiasa, 

hal ini sebagai mana yang diatur dalam pasal 68-97 Undang-

Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada 

intinya mengatur dalam pemeriksaan denganl acara biasal 

dilakukan denganl majelis lhakim. Hakim ketual sidang membukal 

sidang danl menyatakan terbukal untuk lumum, kecuali 

menyangkutl ketertiban umuml atau keselamatanl negara, 

persidanganl dapat dinyatakanl tertutup untukl umum. 

5. Ketidakhadiranl Penggugat ataul tergugat di persidanganl 

Berdasarkanl Pasal 71l Undang-Undang tentang Pegadilan 

Tata Usaha Negara, apabila tergugat l atau kuasanyal tidak hadirl 

di persidanganl pada haril pertama danl pada haril yang 

ditentukanl dalam panggilanl kedua tanpal alasan yang dapatl 

dipertanggungjawabkan, meskipunl setiap kalil dipanggil denganl 

patut, sanksinyal adalah; 1. Gugatanl dinyatakan lgugur; 2. 

Penggugatl harus membayarl biaya lperkara. Namun hall tersebut 

tidakl menghilangkan hakl penggugat untukl memasukkan 

gugatannyal sekali lagil sesudah membayarl uang mukal biaya 

perkara. 

Begitupun dalam pasall 72 masih dengan Undang-Undang 

yang sama, Jikal tergugat ataul kuasanya tidakl hadir dual kali 

lberturut-turut tanpal alasan yangl dapat 

ldipertanggungjawabkan, meskipun telahl dipanggil denganl 

patut, makal Hakim Ketual Sidang denganl surat penetapanl 

meminta atasanl tergugat memerintahkanl tergugat untukl hadir. 

Apabilal lewat 2l bulan sesudahl penetapan dikirimkanl tidak adal 

berita daril atasan tergugatl maupun daril tergugat, makal Hakim 



102 
 

Ketual Sidang menetapkan l hari sidangl berikutnya danl 

melanjutkan sidangl dengan acaral biasa tanpal hadirnya ltergugat. 

6. Perubahanl atau pencabutan gugatanl dan perubahanl 

jawaban 

Pasal 75l Undang-Undangl tentang Peradilanl Tata Usahal 

Negara, mengatur bahwal Penggugatl dapat mengubahl alasan 

yangl mendasari gugatanl hanya sampail dengan lreplik, asal 

disertail alasan yangl cukup sertal tidak merugikanl kepentingan 

ltergugat, dan hall tersebut harusl dipertimbangkan denganl 

seksama olehl Hakim. Sedangkanl Tergugat dapatl mengubah 

alasanl yang mendasaril jawabannya hanyal sampai denganl 

duplik, asall disertai alasanl yang cukupl serta tidakl merugikan 

kepentinganl penggugat danl hal tersebutl harus dipertimbangkanl 

dengan seksamal oleh lHakim. 

Namun untuk pencabutan gugatan, Penggugat l dapat 

lsewaktu-waktu mencabutl gugatannya sebeluml tergugat 

memberikanl jawaban. Apabilal tergugat sudahl memberikan 

jawabanl atas gugatanl itu, pencabutanl gugatan, olehl penggugat 

akanl dikabulkan olehl Pangadilan hanyal apabila disetujuil 

tergugat, hal ini sebagaimana yangl diatur dalaml pasal 76 

Undang-Undang Aquo. 

7. Intervensil 

lIntervensi yang diaturl dalam Pasall 83 danl Pasal 118l 

Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah 

ikutl sertanya pihakl lain kel dalam lsengketa. Selama pemeriksaanl 

berlangsung, setiapl orang yangl berkepentingan dalaml sengketa 

pihakl lain yangl sedang diperiksal oleh lPengadilan, baik atasl 

prakarsa sendiril dengan mengajukanl permohonan, maupunl atas 

prakarsal hakim, dapatl masuk dalaml sengketa Tatal Usaha 

lNegara. 
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1) Pihakl ketiga denganl kemauan sendiril ingin 

mempertahankanl atau membelal hak danl kepentingannya 

agarl ia janganl sampai dirugikanl oleh putusanl pengadilan 

dalaml sengketa yangl sedang lberjalan. Untuk itul ia harusl 

mengajukan lpermohonan, bila permohonannya l diterima 

makal ia disebutl Penggugat lIntervensi. 

2) lAdakalanya masuknya pihakl ketiga dalaml proses perkaral 

yang sedangl berjalan karenal permintaan salahl satu pihakl 

(Penggugat ataul Tergugat). Bilal yang memintal pihak 

penggugatl maka pihakl ketiga tadil menjadi Penggugatl II 

lIntervensi. Dan sebaliknyal bila yangl meminta pihakl 

tergugat makal pihak ketigal tadi menjadil tergugat IIl 

Intervensi. 

3) Masuknyal pihak ketigal ke dalaml proses perkaral yang 

sedangl berjalan dapatl terjadi atasl prakarsa hakiml yang 

memeriksal perkara ltersebut. 

8. Pembuktianl  

Dalaml Pasal 100l sampai denganl Pasal 106l UUPTUN 

disebutkanl alat-alatl bukti yangl dapat diajukanl adalah: 

1) lSurat, dalam Pasal 101l Undang-Undang tentang Pengadilan 

Tata Usaha Negara mengatur bahwa Surat lsebagai alat buktil 

terdiri atasl tiga ljenis, lyaitu:  

a. Aktal lotentik, yaitul surat yangl dibuatl olehl atau dil 

hadapanl seorangl pejabat lumum, yangl menurutl 

peraturan lperundang-undanganl berwenangl membuat 

suratl itul denganl maksud untukl dipergunakanl sebagail 

alat buktil tentangl peristiwal atau peristiwal hukuml yangl 

tercantum dil ldalamnya.  

b. Aktal dil bawahl tangan, yaitul suratl yangl dibuat danl 

ditandatanganil olehl pihak-pihakl yangl bersangkutanl 

dengan maksudl untukl dipergunakanl sebagai alatl buktil 
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tentangl peristiwa ataul peristiwal hukuml yang tercantuml 

dil ldalamnya.  

c. lSurat-surat lainnyal yangl bukanl akta. 

2) Keteranganl Ahlil (expertisel) 

Pasall 102l Undang-Uundang tentang Pengadilan Tata 

Usaha Negara mengatur bahwa Keteranganl ahli (seringl 

disebut denganl saksi lahli) adalah pendapat l orang yangl 

diberikan dil bawah sumpahl dalam persidanganl tentang hall 

yang ial ketahui menurutl pengalaman danl pengetahuannya. 

Seseorangl yang tidakl boleh didengarl sebagai saksil 

berdasarkan Pasall 88 tidakl boleh memberikanl keterangan 

lahli. Mereka ladalah:  

i. lKeluarga sedarah ataul semenda menurutl garis 

keturunanl lurus kel atas ataul ke bawahl sampai derajatl 

kedua daril salah satul pihak yangl bersangkutan.  

ii. Isteril atau suamil salah seorangl pihak yangl 

bersengketa, meskipunl sudah lbercerai.  

iii. lAnak yang beluml berusia 17 ltahun.  

iv. Orangl sakit lingatan. 

Atasl permintaan kedual belah pihakl atau salahl satu pihakl 

atau karenal jabatannya Hakiml Ketua Sidangl dapat 

menunjukl seseorang ataul beberapa orangl ahli. Seorangl ahli 

dalaml persidangan harusl memberi keteranganl baik denganl 

surat maupunl dengan llisan, yang dikuatkanl dengan sumpahl 

atau janjil menurut kebenaranl sepanjang pengetahuannyal 

yang lsebaik-baiknya. 

3) Keteranganl Saksi 

Pasall 104 Undang-Undang tentang Pengadilan Tata 

Usaha Negara, lmenentukan Keterangan saksi l dianggap 

sebagail alat buktil apabila keteranganl itu berkenaanl dengan 

hall yang ldialami, dilihat, ataul didengar olehl saksi lsendiri. 

Dengan demikianl pendapat, langgapan, atau keteranganl 
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yang diperolehl dari orangl lain menjadil tidak relevanl 

dijadikan kesaksianl saksi. Dalaml hukum acaral perdata 

dikenall asas unusl testis nullusl testis (seorangl saksi bukanl 

saksi), olehl karenanya harusl didukung alatl bukti lainnyal 

(Zairin Harahap, :131) 

4) Pengakuanl Para Pihakl 

Pasall 105 lUndang-Undang tentang Pengadilan Tata 

Usaha Negara, menentukanl Pengakuan paral pihak tidakl 

dapat ditarikl kembali kecualil berdasarkan alasanl yang kuatl 

dan dapatl diterima olehl Hakim. Darwanl Prinst mengatakanl 

pengakuan itul dapat ditarikl kembali bilal terbukti bahwal 

pengakuan itul adalah akibatl dari suatul kesatuan ataul 

kekeliruan mengenail hal-hall yang lterjadi. Selanjutnya 

pengakuanl para pihakl ini dapatl diberikan secaral lisan 

maupunl tertulis. 

 

5) lPengetahuan Hakim 

Merujuk pada pasall 106 Undang-Undang tentang 

Pengadilan Tata Usaha Negara, mendefenisikan Pengetahuan 

Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini 

kebenarannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud 

dengan pengetahuan hakim adalah hal yang dialami oleh hakim 

sendiri selama pemeriksaan perkara dalam siding (Wirjono 

Prodjodikoro, 1982: 125). Pengetahuanl hakim inil harus 

lobyektif, tidak berpihakl pada salahl satu lpihak, sehingga 

pengetahuanl hakim tersebutl dipergunakan olehl hakim untukl 

kepentingan salahl satu pihakl saja, denganl berlindung dibalikl 

alat buktil pengetahuan hakiml itu. Untukl menjaga keobyektifanl 

pengetahuan hakiml ini, makal hakim tidakl boleh 

mengenyampingkanl alat-alatl bukti yangl lain. 
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9. lBeban Pembuktian 

Dalaml Pasal 107l Undang-Undang tentang Pengadilan Tata 

Usaha Negara ditentukan Hakim menentukan apa yang harus 

dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, 

dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 

dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim: Hakim pengadilanl 

tata usahal negara dapatl menentukan lsendiri:  

i. Apal yang harusl dibuktikan;  

ii. Siapal yang harusl dibebani lpembuktian, hal apal yang 

harusl dibuktikan olehl pihak yangl berperkara danl hal apal 

saja yangl harus dibuktikanl oleh hakiml sendiri;  

iii. Alatl bukti manal saja yangl diutamakan untukl 

dipergunakan dalaml pembuktian;  

iv. Kekuatanl pembuktian buktil yang ldiajukan. 

10. Putusanl Pengadilan Tatal Usaha Negaral 

Putusanl Pengadilan Tatal Usaha Negaral diatur dalam Pasal 

97 Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usahal Negara, yangl 

mengatur sebagai lberikut: 

i. Dalaml hal pemeriksaanl sengketa sudahl diselesaikan, 

kedual belah pihakl diberi kesempatanl untuk 

mengemukakanl pendapat yangl terakhir berupal 

kesimpulan masing-masing; 

ii. Setelahl kedua belahl pihak mengemukakanl kesimpulan 

sebagaimanal dimaksud dalaml ayat (1), makal Hakim 

Ketual Sidang menyatakanl bahwa sidangl ditunda untukl 

memberikan kesempatanl kepada Majelisl Hakim 

bermusyawarahl dalam ruang; 

iii. Putusanl dalam musyawarahl majelis yangl dipimpin olehl 

Hakim Ketual Majelis merupakanl hasil permufakatanl 

bulat, kecualil jika setelahl diusahakan denganl 
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sungguhsungguh tidakl dapat dicapail permufakatan lbulat, 

putusan diambill dengan suaral terbanyak; 

iv. Apabilal musyawarah majelisl sebagaimana dimaksudl 

dalam ayatl (3) tidakl dapat menghasilkanl putusan, 

permusyawaratanl ditunda sampail musyawarah majelisl 

berikutnya; 

v. lApabila dalam musyawarahl majelis berikutnyal tidak 

dapatl diambil suaral terbanyak, makal suara terakhirl 

Hakim Ketual Majelis yangl menentukan. 

vi. Putusanl Pengadilan dapatl dijatuhkan padal hari itul juga 

dalaml sidang yangl terbuka untukl umum, ataul ditunda 

padal hari lainl yang harusl diberitahukan kepadal kedua 

belahl pihak; 

vii. Putusanl Pengadilan dapatl berupa: gugatanl ditolak; 

gugatanl dikabulkan; gugatanl tidak lditerima; gugatan 

lgugur. 

viii. Dalaml hal gugatanl dikabulkan, makal dalam putusanl 

Pengadilan tersebutl dapat ditetapkanl kewajiban yangl 

harus dilakukanl oleh Badanl atau Pejabatl Tata Usahal 

Negara yangl mengeluarkan Keputusanl Tata Usaha 

lNegara. 

ix. Kewajibanl sebagaimana dimaksudl dalam ayatl (8) 

lberupa: 

a. pencabutanl Keputusan Tatal Usaha Negaral yang 

lbersangkutan;  

b. pencabutanl Keputusan Tatal Usaha Negaral yang 

bersangkutanl dan menerbitkanl Keputusan Tatal 

Usaha Negaral yang lbaru;  

c. penerbitanl Keputusan Tatal Usaha Negaral dalam hall 

gugatan didasarkanl pada Pasall 3. 

x. Kewajibanl sebagaimana dimaksudl dalam ayatl (9) dapatl 

disertai pembebananl ganti lrugi. 
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xi. lDalam hal putusanl Pengadilan sebagaimanal dimaksud 

dalaml ayat (8) menyangkutl kepegawaian, makal di 

sampingl kewajiban sebagaimanal dimaksud dalaml ayat 

(9) danl ayat (10), dapatl disertai pemberianl rehabilitasi. 

11. Pelaksanaan/Eksekusi Isi Putusan 

Dalam Pasal 115 Undang-Undang tentang Pengadilan Tata 

Usaha Negara ditentukanl bahwa hanyal putusan pengadilanl yang 

telahl memperoleh kekuatanl hukum tetapl yang dapatl 

dilaksanakan. Lebihl lanjut pelaksanaanl putusan pengadilanl tata 

usahal negara diaturl dalam Pasall 116 masih dalam UUl yang 

sama, dimana ia menngatur bahwa: 

i. Salinanl putusan pengadilanl yang telahl memperoleh 

kekuatanl hukum ltetap, dikirimkan kepadal para pihakl 

dengan suratl tercatat olehl panitera pengadilanl setempat 

atasl perintah ketual pengadilan yangl mengadilinya dalaml 

tingkat pertamal selambatlambatnya dalaml waktu 14l 

(empat lbelas) hari lkerja; 

ii. Apabilal setelah 60l (enam lpuluh) hari kerjal putusan 

pengadilanl yang telahl memperoleh kekuatanl hukum 

tetapl sebagaimana dimaksudl pada ayatl (1) diterimal 

tergugat tidakl melaksanakan kewajibannyal sebagaimana 

dimaksudl dalam Pasall 97 ayatl (9) hurufl a, keputusanl tata 

usahal negara yangl disengketakan itul tidak mempunyail 

kekuatan hukuml lagi. 

iii. Dalaml hal tergugatl ditetapkan harusl melaksanakan 

kewajibanl sebagaimana dimaksudl dalam Pasall 97 ayatl 

(9) hurufl b danl hurufl c, danl kemudianl setelahl 90 

(sembilanl lpuluh) haril kerja ternyatal kewajibanl tersebutl 

tidak ldilaksanakan, makal penggugatl mengajukan 

permohonanl kepadal ketual pengadilan sebagaimanal 
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dimaksudl padal ayat (1), agarl pengadilanl memerintahkanl 

tergugat melaksanakanl putusanl pengadilanl tersebut. 

iv. Dalaml hall tergugatl tidak bersedial melaksanakanl putusanl 

pengadilan yangl telahl memperolehl kekuatan hukuml 

ltetap, terhadapl pejabat yangl bersangkutanl dikenakanl 

upaya paksal berupal pembayaranl sejumlah uangl paksal 

ldan/atau sanksil ladministratif. 

v. lPejabat yang tidakl melaksanakan putusanl pengadilan 

sebagaimanal dimaksud padal ayat (4) diumumkanl pada 

medial massa cetakl setempat olehl panitera sejakl tidak 

terpenuhinyal ketentuan sebagaimanal dimaksud padal 

ayat (l3). 

vi. Dil samping diumumkanl pada medial massa cetakl 

setempat sebagaimanal dimaksud padal ayatl (5), ketual 

pengadilanl harusl mengajukan hall inil kepadal Presiden 

sebagail pemegangl kekuasaanl pemerintah tertinggil untukl 

memerintahkanl pejabat tersebutl melaksanakanl putusanl 

pengadilan, danl kepadal lembagal perwakilan rakyatl 

untukl menjalankanl fungsi lpengawasan. 

vii. Ketentuanl mengenai besaranl uang lpaksa, jenis sanksil 

administratif, danl tata caral pelaksanaan pembayaranl 

uang paksal dan/ataul sanksi administratifl diatur denganl 

peraturan lperundang-undangan. 

12. Upaya-Upaya Hukum: 

Dalaml hal terdapat pihak yang tidak puas akan suatu 

putusan pengadilanl tata usahal negara, maka pihak yangl 

bersangkutan dapat melakukan beberapa upaya l hukum, Seperti: 

i. Bandingl 

Dalam Pasal 122 Undang-Undang tentang Pengadilan Tata 

Usaha Negara, disebutkanl bahwa terhadapl putusan Pengadilanl 

Tata Usahal Negara dapatl dimintakan pemeriksaanl banding olehl 
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penggugat ataul tergugat kepadal Pengadilan Tinggil Tata Usahal 

Negara. lSedangkan tenggang waktul mengajukan upayal hukum 

bandingl adalah 14l (empat lbelas) hari setelahl putusan 

pengadilanl itu diberitahukanl kepadanya secaral sah. Dalaml Pasal 

123l UUPTUN ldisebutkan:  

1) Permohonanl pemeriksaan bandingl diajukan secaral 

tertulis olehl pemohon ataul kuasanya yangl khusus 

dikuasakanl untuk itul kepada Pengadilanl Tata Usahal 

Negara yangl menjatuhkan putusanl tersebut dalaml 

tenggang waktul empat belasl hari setelahl putusan 

Pengadilanl itu diberitahukanl kepadanya secaral sah.  

2) Permohonanl pemeriksaan bandingl disertai pembayaranl 

uang mukal biaya perkaral banding lebihl dahulu, yangl 

besarnya ditaksirl oleh lPanitera. 

 

ii. Kasasil 

lMengenai upaya hukuml kasasi diaturl dalam Pasall 131 

lUndang-Undang tentangl Pengadilan Tata Usahal Negara yangl 

menyebutkan sebagail berikut:  

a. Terhadapl putusan tingkatl terakhir Pengadilanl dapat 

dimohonkanl pemeriksaan kasasil kepada Mahkamahl Agung.  

b. Acaral pemeriksaan kasasil sebagaimana dimaksudl dalam 

ayatl (1) dilakukanl menurut ketentuanl sebagaimana 

dimaksudl dalam Pasall 55 ayatl (1) lUndang-undang tentang 

Mahkamah Agung (UUMA). 

 

Mahkamahl Agung dalaml tingkat kasasil mengadili perkaral 

yang memenuhil syarat untukl diajukan lkasasi, kecuali perkaral 

yang olehl undang-undangl ini dibatasil pengajuannya. Perkaral 

yang dikecualikanl sebagaimana dimaksudl adalah perkaral tata 

usahal negara yangl obyek gugatannyal berupa keputusanl pejabat 

daerahl yang jangkauanl keputusannya berlakul di wilayahl daerah 
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yangl bersangkutan. lArtinya, ketentuan inil tidak termasukl 

keputusan pejabatl tata usahal negara yangl berasal daril 

kewenangan yangl tidak diberikanl kepada daerahl sesuai denganl 

peraturan lperundang-undangan. 

 

iii. Peninjauan Kembalil 

Menurut pasas 132l lUndang-Undang Pengadilanl Tata 

Usahal Negara, mengatur bahwa: 

a. Terhadapl putusan Pengadilanl yang telahl memperoleh 

kekuatanl hukum tetapl dapat diajukanl permohonan 

peninjauanl kembali kepadal Mahkamah lAgung. 

b. Acaral pemeriksaan peninjauanl kembali sebagaimanal 

dimaksud dalaml ayat (1) dilakukanl menurutl ketentuanl 

sebagaimana dimaksudl dalaml Pasall 77 ayatl (1l) lUndang-

undang Nomorl 14l Tahunl 1985 tentangl Mahkamahl lAgung. 

 

Dalaml pemeriksaan peninjauanl kembali perkaral yang 

diputusl oleh pengadilanl di lingkunganl peradilan agamal atau 

oleh pengadilanl di lingkunganl peradilan tatal usaha lnegara, 

digunakan hukuml acara peninjauanl kembali yangl tercantum 

dalaml Pasal 67l sampai dengan Pasall 75. Hall ini sebagaimanal 

yangl diatur dalaml pasall 77l ayat (1) lUndang-Undangl Mahkamah 

Agung. lDalam Pasal 67l UUMA disebutkanl alasan-alasanl 

mengajukan permohonanl peninjauan lkembali: 

a. lApabila putusan didasarkan l pada suatul kebohongan ataul 

tipu muslihatl pihak lawanl yang diketahuil setelah 

perkaranyal diputus ataul didasarkan padal bukti-buktil yang 

kemudianl oleh hakiml pidana dinyatakanl lpalsu;  

b. Apabilal setelahl perkaral diputus, ditemukanl lsurat-suratl 

bukti yangl bersifatl menentukanl yang padal waktul perkaral 

diperiksa tidakl dapatl lditemukan;  
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c. Apabilal telahl dikabulkanl suatu hall yangl tidakl dituntut 

ataul lebihl daril pada yangl ldituntut;  

d. Apabilal mengenail sesuatul bagian daril tuntutanl beluml 

diputus tanpal dipertimbangkanl lsebab-sebabnya;  

e. Apabilal antaral lpihak-pihak yangl samal mengenail suatu 

soall yangl lsama, atas dasarl yangl samal oleh Pengadilanl 

yangl samal atau samal tingkatnyal telahl diberikan putusanl 

yangl bertentanganl satu denganl yangl llain;  

f. Apabilal dalaml suatul putusan terdapatl suatul kekhilafanl 

Hakim ataul suatul kekeliruanl yang lnyata. 

Berdasarkanl Pasal 69l Undang-Undang Mahkamah Agung, 

tenggang waktul pengajuan permohonanl peninjauan kembalil 

yang didasarkanl atas alasanl sebagaimana dimaksudkanl dalam 

Pasall 67 adalahl 180 (seratusl delapan lpuluh) hari luntuk: 

a. Yangl disebut padal hurufl a sejakl diketahuil kebohonganl 

atau tipul muslihatl ataul sejak putusanl Hakiml pidanal 

memperoleh kekuatanl hukuml ltetap, dan telahl 

diberitahukanl kepadal para pihakl yangl lberperkara; 

b. Yangl disebutl padal huruf b sejakl ditemukanl lsurat-surat 

lbukti, yangl haril serta tanggall ditemukannyal harusl 

dinyatakan dil bawahl sumpahl dan disahkanl olehl pejabatl 

yang lberwenang; 

c. Yangl disebutl padal huruf lc, ld, danl f sejakl putusanl 

memperolehl kekuatan hukuml tetapl danl telah 

diberitahukanl kepadal paral pihak yangl lberperkara; 

d. Yangl tersebutl padal huruf el sejakl putusanl yang terakhirl 

danl bertentanganl itu memperolehl kekuatanl hukuml tetap 

danl telahl diberitahukanl kepada pihakl yangl lberperkara. 
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BAB IX 

ADMINISTRASI NEGARA DAN 

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 
 

 

A. PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA 

Membahas mengenai hukum administrasi negara perlu 

dipahami perbedaan antara administrasi l negara denganl hukum 

administrasil negara, untuk memahami apa yangl dimaksud 

dengan administrasi negara, mari kita lihat beberapa pendapat 

dibawah ini: 

i. Pradjudil Atmosudirdjo mengatakanl bahwa Administrasil 

Negara adalahl fungsi bantuanl penyelenggaraan daril 

pemerintah, artinyal pemerintah (pejabatl) tidak dapatl 

menunaikan ltugas-tugas danl kewajibannya tanpal 

administrasi lnegara. Fungsi Administrasi l Negara 

mempunyail 2l (dua) larti ;  

a. Administrasil Negaral adalahl administrasi daril Negaral 

sebagail organisasi. Dalaml pengertianl inil di Indonesial 

dijalankanl olehl Presiden sebagail pemerintahl 

merangkapl sebagai administratorl negaral denganl 

memimpin suatul aparaturl lnegara.  

b. Administarsil lNegara adalahl administarai yangl 

mengejarl tercapainyal tujuan-tujuanl yangl bersifatl 

kenegaraan. Dil Indonesial hall ini dijalankanl olehl pejabatl 

negara yangl diserahil pimpinanl dan tanggungjawabl atasl 

suatul kesatuan organisasil kenegaraan. 
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ii. Utrechtl menganggap bahwal Administrasi Negaral adalah 

gabunganl jabatan-alatl administrasi yangl di bawahl 

pimpinan pemerintahl (presiden dibantul oleh 

menterimenteri) yangl melakukan sebagianl dari pekerjaanl 

pemerintah, lbagian/fungsi administrasil yang tidakl 

ditugaskan kepadal badan-badanl yudikatif, legislatifl dan 

badanl pemerintahan daril persekutuan-persekutuanl hukum 

yangl lebih rendahl dari negaral yaitu lbadan-badan 

pemerintahanl dari persekutuanl hukum daerahl swatantra Il 

dan IIl dan daerahl istimewa (Philipusl M. Hadjonl dkk, l1994 : 

24) 

iii. Dwightl Waldo mengatakanl bahwa Administrasil Negara 

mengandungl 2 (dual) pengertian, lyaitu ;  

a. Administrasil Negara adalahl organisasi danl manajemen 

daril manusia danl benda gunal mencapai tujuanl 

pemerintahan.  

b. Administrasil Negara adalahl suatu senil dan ilmul tentang 

manajemenl yang dipergunakanl untuk mengaturl 

urusan-urusanl negara. 

 

B. PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

Pada dasarnya definisi Hukum Administrasi Negara sangat 

sulit untuk dapat memberikan suatu definisi yang dapat diterima 

oleh semua pihak, mengingat Ilmu Hukum Administrasi Negara 

sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah 

pengolahan/penyelenggaraan suatu Negara. Namun untuk 

kepentingan mereka yang sedang belajar hukum dipandang 

perlu adanya sebuah defenisi terkait Hukum Administarasi 

Negara, oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan 

defenisi sebagail berikut: 
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i. lOppen Hein mengartikan, Hukuml Administrasi Negaral 

sebagai suatul gabungan lketentuan-ketentuan yangl 

mengikat lbadan-badan yangl tinggi maupunl rendah apabilal 

badan-badanl itu menggunakanl wewenagnya yangl telah 

diberikanl kepadanya olehl Hukum Tatal Negara. 

ii. lJ.H.P. lBeltefroid, Hukum Administrasil Negara adalahl 

keseluruhan laturan-aturan tentangl cara bagaimanal alat-

alatl pemerintahan danl badan-badanl kenegaraan danl 

majelis-majelisl pengadilan tatal usaha hendakl memenuhi 

ltugasnya. 

iii. lLogemann, Hukum Administrasil Negara adalahl 

seperangkat daril norma-normal yang mengujil hubungan 

Hukuml Istimewa yangl diadakan untukl memungkinkan 

paral pejabat administrasil Negara melakukanl tugas merekal 

yang lkhusus. 

iv. lL.J. Vanl Apeldoorn, Hukuml Administrasi Negaral adalah 

keseluruhanl aturan yangl hendaknya diperhatikanl oleh 

paral pendukung kekuasaanl penguasa yangl diserahi tugasl 

pemerintahan litu. 

v. lE. Utrecht, Hukuml Administarsi Negaral adalah mengujil 

hubungan hukuml istimewa yangl diadakan agarl 

memungkinkan paral pejabat pemerintahanl Negara 

melakukanl tugas merekal secara lkhusus. 

 

Berdasarkan beberapa defenisi Hukum Administrasi 

Negara diatas, maka sederhanya Hukuml Administrasi Negaral 

cabang hukum yangl mengatur hubunganl antara pemerintahl 

(administrasi negara) dengan warga l negara serta hubungan 

antara entitas administrasi negara itu sendiri. Hal ini meliputi 

kerangka hukum yang mengatur pendirian, organisasi, kegiatan, 

tugas, kewenangan, dan tanggung jawab entitas administrasi 
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negara, termasuk lembaga pemerintah, departemen, kantor 

pemerintah, badan publik, dan lain sebagainya. 

 

C. RUANGL LINGKUP HUKUML ADMINISTRASI NEGARAL 

Ruangl lingkup Hukuml Administarsi Negaral menurut Vanl 

Vallen Hovenl dalam bukunyal yang berjudull “Omtrek vanl het 

ladministratiefrecht” memberikan skemal tentang hukuml 

administrasi Negaral didalam kerangkal hukum seluruhnyal 

sebagai lberikut: 

a. Hukuml Pemerintah / Bestuur recht 

b. Hukum Peradilan yang mel;iputi : Hukum Acara Pidana, 

Hukum Acara Perdata, Hukum Peradilan Administrasi 

Negara. 

c. Hukum Kepolisian 

d. Hukum Proses Perundang-undangan / Regelaarsrecht. 

Di Indonesia sendiri, menurut Prajudi Atmosudirdjo ruang l 

lingkup Hukuml Administrasi Negara Meliputi: 

a. Hukuml tentang ldasar-dasar danl prinsip-prinsipl umum 

daripadal Administrasi lNegara. 

b. Hukuml tentang organisasil dari Administrasil Negaral 

c. Hukuml tentangl laktifitas-aktifitas daril Administrasil 

Negaral yang bersifatl lyuridis. 

d. Hukuml tentangl lsarana-sarana daril Administrasil Negaral 

terutama mengenail kepegawaianl Negaral dan keuanganl 

lNegara. 

e. Hukuml Administrasil Pemerintahanl Daerah danl wilayahl 

yangl dibagi lmenjadi : Hukuml Administrasil Kepegawaian, 

Hukuml Administrasi lKeuangan, HukumAdministrasil 

Materiil, Hukuml Administrasi Perusahaanl Negara, Hukuml 

tentang Peradilanl Administrasi lNegara. 
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D. HUBUNGAN HUKUML ADMINISTRASI NEGARAL DENGAN 

HUKUM LAINNYA 

1. Hubungan Hukuml Tata Negara dengan Hukum l 

Administrasi Negaral 

Menurut Van Vollen Hoven, Hukuml Tata Negaral adalah 

keseluruhanl peraturan hukuml yang membentukl alat-alatl 

perlengkapan negaral dan menentukanl kewenangan lalat-alat 

perlengkapanl negara ltersebut. Hukum administrasi l adalah 

keseluruhanl ketentuan yangl mengikat lalat-alat perlengkapanl 

negara, baikl tinggi maupunl rendah, setelahl alat-alatl itu akanl 

menggunakan lkewenangan-kewenangan lketatanegaraan. 

Sedikit berbeda, menurut Prajudil Atmosudirdjo hukuml 

administrasi negaral adalah hukuml yang secaral khas mengenail 

seluk belukl daripada Administrasil Negara, danl terdiri daril dua 

ltingkatan. Hukum Administrasil Negara Heteronoml yang 

bersumberl pada UUDl RI Tahunl 1945, TAPl MPR, danl UU adalahl 

hukum yangl mengatur selukl beluk organisasil dan fungsil 

administrasi lNegara. Hukum Administrasil Negara Otonoml 

adalah hukuml operasional yangl diciptakan olehl Pemerintah danl 

Administrasi Negaral itu lsendiri. 

2. Hubunganl Hukum Administrasil Negara Denganl Hukum 

Privet danl Hukum Pidanal 

Hubungan Hukuml Administrasil Negara denganl Hukuml 

Privat danl Hukuml lPidana, Hukum Administrasil materiill terletakl 

diantara hukuml privatl danl hukum lpidana. Hukuml pidanal berisi 

lnorma-normal yangl begitu pentingl bagil kehidupanl masyarakat 

sehinggal penegakanl lnorma-norma tersebutl tidak diserahkanl 

kepada pihakl partikelir tetapil harus dilakukanl oleh lpenguasa. 

Hukum privatl berisi lnorma-norma yangl penegakannya dapat l 

diserahkan kepadal pihak lpartikelir. Diantara kedual bidang 

hukuml itu terletakl hukum administrasil (hukum lantara). 
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BAB X 

PENEGAKAN NORMA HUKUM 

ADMINISTRASI NEGARA 

A. KONSEP PENEGAKAN HUKUML ADMINISTRASI NEGARAL 

Konsep penegakanl norma Hukum Administrasi l Negara 

ataul yang dalaml kepustakaan Hukuml Administrasi Nrgara dil 

Belanda dikenall dengan lsebutan: “Eenzijdige Handhavingl Rech 

doorl Overheid” merupakanl kewenangan administrasil negara 

untukl meluruskan terjadinyal pelanggaran normal hukum 

administrasil negara gunal mengakhiri pelanggaranl tersebut 

denganl melakukan suatul tindakan lnyata. Penegakan hukuml 

administrasi negaral menurut lP. Nicolai danl kawan-kawanl 

lberisi: 

1) Pengawasanl bahwal organl pemerintahan dapatl 

melaksanakanl ketaatanl pada ataul berdasarkanl lundang-

undang yangl ditetapkan secaral tertulis danl pengawasan 

terhadapl keputusan yangl meletakkan kewajibanl kepada 

lindividu. 

2) Penerapanl kewenangan sanksil pemerintahan. Pengawasanl 

merupakan langkahl preventif untukl memaksakan 

lkepatuhan, sedangkan penerapan l sanksi merupakanl 

langkah represifl untuk memaksakanl kepatuhan. 

Dalaml pelaksanaan hukuml bisa terjadil pelanggaran 

lhukum, karena itul perlu dilaksanakanl penegakan hukuml (law 

lenforcement) sebagai bagianl dari yurisdiksil negara. Adal tiga hall 

penting dalaml penegakan hukuml yang perlul mendapat 

perhatianl sungguh-lsungguh, yaitu kepastianl hukum, 

kemanfaatanl dan lkeadilan. Penegakan hukuml terdiri daril pihak-

pihakl yang membuatl peraturan lperundang-undangan, yaitul 
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badan legislatifl dan lpemerintah, dan lpihak-pihak yangl 

menerapkan lhukum, seperti lkepolisian, kejaksaan, lpengacara, 

masyarakat, danl kehakiman. Tujuanl dari penegakanl norma 

hukuml administrasi negaral adalah terwujudnyal tertib hukuml 

(legal lorder) dalam rangkal melindungi kepentinganl umum. 

Dalaml Hukum Administrasil Negara, penggunaanl sanksi 

administrasil merupakan penerapanl kewenangan lpemerintahan, 

dimana kewenanganl ini berasall dari aturanl Hukum 

Administrasil Negara tertulisl dan tidakl tertulis. Padal umumnya, 

memberikanl kewenangan kepadal pemerintah untukl 

menetapkan lnorma-norma Hukuml Administrasi Negaral 

tertentu, diiringil pula denganl memberikan kewenanganl untuk 

menegakkanl norma-normal itu melaluil penerapan sanksil bagi 

merekal yang melanggarl norma-normal itu melaluil penerapan 

sanksil bagi merekal yang melanggarl norma-normal hukum 

administasil negara ltersebut. 

 

B. SANKSIL ADMINISTRASI 

lSanksi administrasi adalah sanksi yang muncul l dari 

hubunganl antara pemerintahl dengan wargal negara danl yang 

dilaksanakanl tanpa perantaral pihak lketiga, yaitu tanpal 

perantara kekuasaanl peradilan, tetapil dapat secaral langsung 

dilaksanakanl oleh administrasil sendiri. Ketikal warga negaral 

melalaikan kewajibanl yang timbull dalam hubunganl hukum 

ladministrasi, maka pihakl lawan (pemerintahl) dapat 

mengenakanl sanksi tanpal perantara lhakim. 

Ditinjaul dari segil sasarannya, dikenall tiga jenisl sanksi, 

yaitul sanksi lreparatoir, sanksi punitifl dan sanksil regresif. Sanksil 

reparatoir diartikansebagai sanksil atas pelanggaranl norma yangl 

ditujukan untukl mengembalikan padal kondisi semulal atau 

menempatkanl pada situasil yang sesuail dengan kondisil hukum. 
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Denganl kata llain, mengembalikan padal keadaan semulal 

sebelum terjadinyal pelanggaran, sanksil punitif adalahl sanksi 

yangl semata-matal ditujukan untukl memberikan hukumanl pada 

lseseorang. Dan sanksil regresif adalahl sanksi yangl diterapkan 

sebagail reaksi atasl ketidak patuhanl terhadap ketentuanl yang 

terdapatl pada ketetapanl yang lditerbitkan. 

Kalau dilihat dari jenis-nya sanksi hukum administrasi 

negara diklasifikasi menjadi beberapa macam, antaralain: 

1. Paksaanl Pemerintahan (bestuursdwangl) 

Paksaanl pemerintahan adalahl tindakan nyatal yang 

dilakukanl oleh organl pemerintah ataul atas namal pemerintah 

untukl memindahkan, lmengosongkan, menghalang-halangil 

memperbaiki keadaanl semula apal yang telahl dilakukan ataul 

sedang dilakukanl yang bertentanganl dengan lkewajiban-

kewajiban yangl ditentukan dalaml peraturan lperundang-

undangan. 

lBestuursdwang merupakan suatul bentuk eksekusil yang 

nyatal dalam pelaksanaannyal tanpa harusl ada perantaral dari 

hakiml dan biayal pelaksanaannya dibebankanl pada lpelanggar. 

Unsur-unsurl paksaan pemerintahanl adalah sebagail berikut: 

a. Berkaitanl dengan pengakhiranl situasi yangl bertentang 

denganl ketentuan lundang-undang; 

b. Menyangkutl kewenangan mandiril pemerintahan, artinyal 

tidak dibutuhkanl putusann hakiml terlebih ldahulu; 

c. Pemerintahl boleh menentukanl sendiri apakahl sebagai 

sanksil atas pelanggaranl akan diterapkanl paksaan 

pemerintahanl ataukah ltidak; 

d. Penerapanl paksaan pemerintahanl dapat dilakukanl atas 

biayal si lpelanggar; 

e. Pelaksanaanl paksaan pemerintahanl harus didahuluil 

dengan suratl peringatan; 



121 
 

2. Penarikanl Kembali Keputusanl yang Menguntungkanl 

(izin, lpembayaran, dan lsubsidi) 

Penarikanl kembali suatul Keputusan TUNl yang 

menguntungkanl adalah pencabutanl suatu Keputusanl TUN yangl 

memberikan keuntunganl kepada pihakl penerima suatul 

Keputusan TUNl yang dinilail telah melanggarl syarat-syaratl 

tertentu sebagail dasar berlakunyal Keputusan TUNl tersebut. 

Penarikanl kembali keputusanl yang menguntungkanl dilakukan 

denganl mengeluarkan suatul ketetapan barul yang isinyal 

menarik kembalil atau tidakl berlaku lagil ketetapan lterdahulu. 

Terdapat 2l (dua) hall yang padal umumnya menjadil alasan 

penarikanl kembali suatul KTUN: 

a. Pihakl penerima KTUNl tidak mematuhil syarat-

syarat/pembatasanpembatasan yangl ditentukan olehl 

peraturan lperundang-undangan yangl dikaitkan denganl izin, 

subsidil atau lpembayaran. 

b. Pihakl penerima KTUNl pada waktul mengajukan 

permohonanl izin, subsidil atau pembayaranl telah 

memberikanl data yangl tidak lbenar. 

3. Dendal Aministrasi 

Sanksi administrasil yangl berbentuk dendal administrasi 

ataul disebut pulal dendal pemerintahan (bestuursboetel) dapatl 

dijelaskanl sebagai pembebananl kewajibanl yangl dilakukan olehl 

pemerintahl (terhadapl seseorang) untukl membayarl sejumlahl 

uang sebagail hukumanl karenal melanggar lperaturan. Dendal 

lpemerintahan, sebagaimana paksaanl pemerintahan 

pemerintahanl dan uangl paksa, ditetapkanl dalam lkeputusan. 

4. Uang Paksal 

Uangl paksa sebagail hukuman ataul denda, jumlahnyal 

berdasarkan syaratl dalam lperjanjian, yang harusl dibayar 

karenanl tidak lmenunaikan, tidak lsempurna melaksanakan ataull 
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tidak sesuail dengan waktul yang lditentukan, dalam hall ini 

berbedal dengan biayal ganti lkerugian, kerusakan dan l 

pembayaran lbunga. Pengenaan uangl paksa merupakanl 

alternatif untukl tindakan lnyata, yang berarti l sebagai sanksil 

subsidiaire danl dianggap sebagail sanksi lreparatoir.  Selain 

sanksil administrasi tersebutl masih terdapatl sanksi hukuml 

lainnya, yaknil sanksi pidanal dan/ataul perdata. Sesuail dengan 

hakikatl sanksi dalaml hukum administrasil maka sanksil pidana 

ldan/atau sanksil perdata dapatl diterapkan lbersama-sama sanksil 

administrasi. Dil dalam hukuml administrasi tidakl berlaku asasl 

nebis inl idem. Sekalipun begitu, perlul diperhatikan lasas-asas 

lberikut: 

a. Asasl ne bisl vexari: Maknal asas inil adalah terdapatl sanksi-

sanksil yang sejenisl dab tujuannyal sama, tidakl boleh 

diterapkanl secara lbersama-sama denganl uang lpaksa. Sebab 

uangl paksa merupakanl alternatif terhadapl sanksi llain, yakni 

paksaanl pemerintahan (lbestuursdwang). 

b. Asasl Keseimbangan: Asas ini bermakna berkenaanl dengan 

kepatutanl dalam mengenakanl sanksi. Dalaml hukum 

administrasil penegakan sanksil diwujudkan dalaml bentuk 

keputusanl administrasi lnegara. Dalam hall ini sanksil 

berfungsi sebagail sarana untukl menegakkan hukuml 

(handhavingsbeschikkingen). Sanksi l dalam hukuml 

perizinan padal umumnya diwujudkanl berupa pembatalanl 

atau penarikanl kembali terhadapl izin. Karenal itu persoalanl 

penerapan sanksil dan persoalanl pembatalan/penarikanl 

kembali suatul ktun (izinl) merupakan hall yang serupal 

meskipun tidakl persis lsama. 
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BAB XI  

NEGARA HUKUM DAN HUKUM 

ADMINISTRASI NEGARA 
 

 

A. KONSEPL NEGARA HUKUML 

Idel Negara hukuml adalah gagasanl mengenai suatul bentuk 

Negaral ideal yangl selalu ldiidam-idamkan olehl manusia agarl 

diwujudkan dalaml kenyataan, meskipunl manusia selalul gagal 

dalaml mewujudkan gagasanl ini dalaml kehidupan lnyata.Ide 

(gagasanl) Negara hukuml lahir sebagail hasil peradabanl manusia 

karenal ide Negaral hukum merupakanl produk lbudaya. Ide 

Negaral hukum lahirl dari prosesl dialektika budayal sebab idel 

Negara hukuml lahir sebagail antithesis suatul proses pergumulanl 

manusia terhadapl kesewenang-wenanganl penguasa (rajal) 

sehingga idel Negara hukuml mengandung semangatl 

revolusioner yangl menentang kesewenangwenangan penguasa l 

(Hotman P,2010:8). 

lGagasan Negara hukuml terutama sekalil menempatkan 

pusatl aktivitas Negaral bukan padal orang melainkanl pada sisteml 

yang mengikatl dan membatasil aktivitas penyelenggaral negara. 

Menurutl Bintan lR. Saragih, dalaml Negara lhukum, Negara harusl 

diatursecara tegasl melalui aturanl hukum. Padal umumnya, 

pengertianl Negara hukuml merujuk padal Negara dil mana 

tindakanl pemerintahl maupunl rakyatnya didasarkanl atasl 

hukuml untuk mencegahl adanyal tindakanl sewenang-wenangl 

daril pihakl pemerintah danl tindakanl rakyatl yang dilakukanl 

menurutl kehendaknyal sendiri (Ahsin Thohari,2016:10). 
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Istilahl Negara hukuml merupakan terjemahanl istilah 

“lrechstaat”. Selain memakai l istilah” lrechstaat”, juga laziml 

menggunakan istilahl “the rulel of llaw” untuk mengartikanl 

Negara lhukum. Belanda danl Jerman laziml menggunakan istilahl 

“rechstaat”, inggrisl memakai “thel rule ofl law”, perancisl 

menggunakan “etatl de ldroit” dan Amerikal Serikat “governmentl 

of llaw, but notl man”.Istilahl rechstaat danl istilah etatl de droitl 

dikenal dil Negara Eropal Kontinental, sedangkan l the rulel of lawl 

dikenal dil Negara Anglol Saxon.Adapunl istilahSosialist Legality 

dikenall di Negaral yang berpahaml komunis.Dikalanganl pakar 

hukuml tata Negaral Indonesia jugal menggunakan istilahl hukum 

yangl beragam (BAchtiar. 2015:31). 

Secaral lebih lsederhana, Joeniarto menyatakan l bahwa 

Negaral hukum adalahl Negara yangl tindakan penguasanyal harus 

dibatasil oleh hukuml yang lberlaku.Sementara litu, soediman 

Kartohadiprojol yang menyatakanl bahwa Negaral hukum adalahl 

Negara yangl orang-orangl didalamnya dijaminl sebaik-baiknyal 

oleh lhukum.Inti daril pengertian Negaral hukum yangl 

disampaikan yaitul menekankan tentangl tunduknya penguasal 

terhadap hukuml sebagai esensil dari Negaral hukum. 

Menurutl F.R lBothink, sebagaimana dikutip l oleh Ridwanl 

HR, Negaral hukum adalahl “de lstaat, warin del wilsvrijheid vanl 

gesagsdragers isl beperkt doorl grenzen vanl recht” (bahwal 

Negara, yangl kebebasan kehendakl pemegang kekuasaannyal 

dibatasi olehl ketentuan lhukum). Sedangkan lA. Hamid lS. 

Attamimi sebagaimanal mengutip pendapatl Burkens, 

mengatakanl bahwa “Negaral hukum secaral sederhana adalahl 

Negara yangl menempatkan hukuml sebagai dasarl kekuasaan 

Negaral dan penyelenggaraan l kekuasan tersebutl dalam segalal 

bentuknya dilakukanl dibawah kekuasaanl hukum. 



125 
 

lSementara, Sudargo Gautamal secara lebihl detail 

mengontruksikanl pengertian Negaral hukum sebagail murapakan 

Suatu lNegara, dimana perseorangan l mempunyai hakl terhadap 

lNegara, di manal hak-hakl asasi manusial diakui olehl undang-

lundang, di manal untuk merealisasikanl perlindungan lhak-hak inil 

kekuasaan Negaral dipisah-pisahkanl hingga badanl 

penyelenggara lNegara, badan pembuatanl undang-undangl dan 

lbadan-badan peradilanl yang bebasl kedudukannya, untukl dapat 

memberil perlindungan semestinyal kepada setiapl orang 

yangmerasal hak-haknyal dirugikan, walaupunl andaikata hall ini 

terjadil oleh alatl Negara lsendiri. 

Secaral historis, pemikiranl tentang Negaral hukum 

dikembangkanl oleh filsufl yunani kunol seperti Platol dan 

lAristoteles.Plato padal awalnya lmencita-citakan pemerintahanl 

yang terbaikl hanya dapatl dilakukan jikal dipimpin olehl seorang 

filsufl karena hanyal filsuflah yangl mengetahui hakikatl 

kebenaran. lNamun, pendapat itul bergeser karenal menurut lPlato, 

pemerintahan yangl ideal tersebutl sulit ldiwujudkan.Dalam 

bukunyal “Politikos”, Platol menguraikan bentukl pemerintahan 

yangl mungkin ldijalankan.Pada dasarnyal ada dual macam 

pemerintahanl yang dapatl diselenggarakan, yaitul pemerintahan 

yangl dibentuk melaluil jalan hukuml dan pemerintahanl yang 

dibentukl tidak melaluil jalan lhukum. 

Konsepl Negara hukuml Menurut Aristotelesl adalah Negaral 

yang berdiril atas hukuml yang menjaminl keadilan kepadal warga 

lNegaranya. Keadilan merupakan l syarat bagil terciptanya 

kebahagianl hidup wargal negaranya sehiggal perlu diajarkanl rasa 

susilal kepada setiapl manusia agarl ia menjadil warga Negaral yang 

lbaik. Bagi lAristoteles, yang memerintahl dalam Negaral 

sebenarnya bukanlahl manusia, melainkanl pikiran yangl adil, 
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sedangkanl penguasa sebenarnyal hanya pemegangl hukum danl 

keseimbangan sajal (Ali Marwan,2017:11). 

Secara umum terdapat dua konsep negara hukum yang 

sangat terkenal dan banyak diimplementasikan oleh negara-

negara di seluruh dunia yaitu, konsep negara hukum “Rechstaat” 

oleh Julius Sthal dan “Role of Law” oleh A.V. Dicey. Menurut J. 

Sthal, negara hukum sehurusnya menerapak beberap unsur 

dalam penyelenggaraan pemerintahanya, seperti: (i) Pengakuan 

dan Perlindungan terhadap hak asasi manusia, (ii) Pembagian 

Kekuasaan Pemerintahan, (iii) Pemerintahan diselenggarakan 

berdasarkan undang-undang, (iv) adanya lembaga peradilan 

administrasi negara (M. Tahir Azhari,2010:90).  

Sedangkan menurut A.V. Dicey, konsep negara hukum 

meliputi beberapa komponen yaitu, (i) adanya supermasi 

hukum, artinya hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

dalam negara, (ii) equality before the law, artinya setiap orang 

memiliki kedudukan serta hak yang sama di depan hukum dan 

pemerintahan, (iii) due proses of law, aritnya setiap pelanggaran 

yang terjadi haruslah diproses sebagaiman hukum mengaturnya. 

 

B. ASAS-ASAS NEGARA HUKUM 

Menurut Schelten, adapun asas-asas yang harus diterapkan 

dalam mengimplementasi konsep negara hukum, seperti (Ali 

Marwan, Opcit:14) : 

i. Adanya Kepastian Hukum, asas ini terdiri dari  asasl legalitas, 

lundang-undang mengaturl tindakan penguasa sedemikianl 

rupa sehinggal warga dapatl mengetahui apal yang dapatl 

diharapkan,  lundang-undang tidakl dapat berlaku lsurut, hak 

asasil dijamin dengan lundang-undang, pengadilanl yang 

bebasl dari pengaruhl kekuasaan lainnya; 
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ii. Asasl persamaan yangl terdiril atas tindakanl yangl berwenang 

diaturl dalaml lundang-undang dalaml arti materil, adanyal 

pemisahan lkekuasaan; 

iii. Asasl demokrasil yang terdiril dari hakl untukl memilihl dan 

dipilihl wargal lNegara, peraturan untukl badanl yangl 

berwenang ditetapkan l lparlemen, parlemenl mengawasi 

tindakanl pemerintah. 

iv. Asasl pemerintahan untukl rakyatl yaitu (1) hakl asasi dijaminl 

dengan lundang-undang ldasar, (2) pemerintahl secara efektifl 

dan lefisien. 

Disamping itu, lebih lengkap lagi menurut Jimly l 

Asshiddiqie mengemukakanl beberapa prinsip negara hukum, 

antaralain (Jimly Asshiddiqie, 2018: 50) 

i. Supremasil hukum (supremacyl of llaw). Prinsip inil bukan 

hanyal membutuhkan pengakuanl secara lnormatif, tetapi 

jugal empiric. Pengakuanl normatif terwujudl dalam 

pembentukanl norma hukuml secara hierarkisl yang 

berpuncakl pada supremasil konstitusi. Sedangkanl 

pengakuan empiricl terwujud dalaml perilaku pemerintahanl 

dan masyarakatl yang mendasarkanl diri padal aturan lhukum; 

ii. Persamaanl dalam hukuml (equality beforel the llaw). Dalam 

prinsipl ini, terkandungl pengertian bahwal bukan hanyal 

setiap orangl memiliki kedudukanl yang samal dalam hukuml 

dan pemerintahanl tetapi jugal bahwa setiapl sikap danl 

tindakan diskriminatifl adalah sikapl dan tindakanl terlarang, 

kecualil tindakan-tindakanl yang bersifatl khusus danl 

sementara untukl mempercepat perkembanganl kelompok 

tertentul (affirmative laction); 

iii. Asasl legalitas (deul process ofl law). Segalal tindakan 

pemerintahanl harus didasarkanl atas peraturanl perundang-

undanganl yang sahl dan ltertulis. Perundang-undanganl 
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tersebut harusl ada danl beraku terlebihl dahulu ataul 

mendahului perbuatanl yang ldilakukan. Artinya, setiapl 

perbuatan administratifl harus berdasarkanl rules andl 

procedure. Agarl hal inil tidak menjadikanl birokrasi terlalul 

kaku, makal diakui pulal keberlakuaan asasl friesermessen 

yangl memungkinkan paral pejabat admisnitrasil Negara 

mengembangkanl dan menetapkanl sendiri beleidregels ataul 

policy rulesl yang berlakul internal dalaml rangka 

menjalankanl tugas yangl dibebankan olehl peraturan yangl 

sah; 

iv. Pembatasanl kekuasaan. lMaksudnya, ada pembatasanl 

kekuasaan Negaral dan lorgan-organ denganl cara 

menerapkanl prinsip pembagianl kekuasaan secaral vertical 

ataul pemisahan kekuasaanl secara lhorizontal. Tujuannya 

untukl menghindari penyalahgunaanl kekuasaan danl 

mengembangkan mekanismel check andl balance antarl 

cabang-cabangl kekuasaan lNegara. 

v. lOrgan-organ eksekutifl independen. Prinsipl ini merujukl 

pada pengaturanl adanya lembagal pendukung yangl bersifat 

independenl dalam rangkal pembatasan lkekuasaan, misalnya 

bankl sentral, organisasil tentara, kepolisianl dan kejaksaanl 

serta llembaga-lembaga barul seperti Komisil Nasional Hakl 

Asasi lManusia, Komisi Pemilihanl Umum, lOmbudsman, 

Komisi Penyiaranl Indonesia danl lain-llain. Sifat independenl 

dair llembaga-lembaga tadil menjadi pentingl sebagai jaminanl 

bahwa demokrasil tidak akanl disalahgunakan olehl 

pemerintah. 

vi. Peradilanl bebas danl tidak lmemihak. Hakim tidakl boleh 

memihakl kepada siapapunl kecuali kepadal kebenaran danl 

keadilan. Jugal tidak bolehl dipengaruhi olehl siapapun, baikl 

untuk kepentinganl jabatan (lpolitik) maupun kepentinganl 
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uang (ekonomil). Untuk litu, tidah bolehl ada intervensil 

terhadap putusanl pengadilan; 

vii. Peradilanl tata usahal Negara. Keberadaanl peradilan tatal 

usaha Negaral secara khususl disebut sebagail bagian daril 

kekuasaan lperadilan. Ia jugal terikat padal prinsip peradilanl 

yang bebasl dan tidakl memihak, karenal dalam Negaral 

hukum harusl terbuka kesempatanl bagi wargal Negara untukl 

menggugat keputusanl pejabat administrasil yang menjadil 

kompetensi peradilanl tat usahal Negara. lArtinya, dengan 

adanyal peradilan lini, hak-hakl warga Negaral yang terancaml 

terlangar olehl keputusan pejabatl administrasi lNegara, 

sebagai pihakl yang lberkuasa, akan menjaminl dari adanyal 

pelanggaran litu. Tetapi, keberadaanl pengadilan inil harus 

diikutil oleh jaminanl bahwa putusannyal ditaati olehll pejabat 

administrasil lNegara; 

viii. Peradilanl ltata lNegara. Negara hukuml modernl jugal lazim 

mengadopsil gagasanl pembentukanl mahkamah lkonstitusi. 

lTujuannya, memperkuat sisteml checkl and balancesl antaral 

lcabang-cabang lkekuasaan Negaral untuk menjaminl 

ldemokrasi; 

ix. Perlindunganl hakl asasil manusia. Jaminanl perlindunganl 

terhadap hakl asasil manusial ini harusl disertai denganl 

jaminanl hukum bagil tuntutanl penegakannya melaluil prosesl 

yang ladil. Terbentuknyal Negara tidakl bolehl mengurangil arti 

danl maknal kebebasanl dasar danl hakl lasasi. Dengan katal lain, 

jikal dil suatu Negaral hakl asasil manusia terabaikanl ataul 

pelanggaranl terhadapnya tidakl dapatl diatasi secaral ladil, 

maka Negaral itul tidak daoatl disebutl sebagai Negaral hukuml 

dalaml arti yangl lsesungguhnya; 

x. Bersifatl demokratisl (democratischel verhtstaat). Prinsipl 

dmeokrasi ataul kedaulatan rakyatl yang menjaminl peran-

peranl masyarakat dalaml proses pengambilanl keputusan 
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kebenaranl dipraktikkan, sehinggal peraturan lperundang-

undangan diterapakanl dan ditegakkanl mencerminkan 

perasaanl keadilan lmasyarakat. Hukum tidkal boleh dibuatl 

hanya untukl menjamin kepentinganl beberapa orangl yang 

lberkuasa, melainkan untukl keadilan bagil semua lorang. 

Dengan katal lain, Negaral hukum yangl dikembangkan 

bukanlahl absolute rechtstaatl tetapi democratischel 

rechtstaat; 

xi. Berfungsil sebagai saranal mewujudkan tujuanl bernegara 

(welfarel rechtstaat). lMaksudnya, cita-cital hukum litu, baik 

yangl dilembagakan melaluil gagasan Negaral hukum maupunl 

gagasan Negaral dmeokrasi, dimaksudkanl untuk 

meningkatkanl kesejahteraan lumum; 

xii. Transparansil danl kontroll sosial. lMaksudnya, harus adal 

transparansil dan controll sosiall terhadap setiapl prosesl 

pembuatanl dan penegakanl hukuml sehinggal dapat 

memperbaikil kelemahanl mekanismel kelembagaan demil 

menjaminl kebenaranl dan lkeadilan. Kebutuhanl akan adanyal 

partisipasi langsungl dikarenakanl mekanisme perwakilanl dil 

parlemenl tidak selalul dapatl diandalkanl sebagai lsatu-

satunyal saluranl aspirasi lrakyat. 
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BAB XII 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 
 

 

A. PENGERTIAN ADMINISTRASIL  

Istilahl Administrasi Negaral berasal daril bahasa latinl 

administrate yangl dalam bahasal Belanda diartikanl sama denganl 

besturen yangl berarti fungsil pemerintah. Beberapal pendapat 

tentangl pengertian ladministrasi, antaralain (Subekti R & 

anggreani,Op cit:110)  

1) Menurut J.  lWajong, kata adminsitrasi samal dengan 

pengendalianl atau memerintahl (to ldirect, to lmanage, 

bestaken, bel wind voerenl atau lbeheren) yang merupakanl 

suatu prosesl yang lmeliputi : 

a. Merencanakanl dan merumuskanl kebijakan politikl 

pemerintah (Formulationl of lPolicy). 

b. Melaksanakanl kebijakan politikl yang telahl ditetapkan 

olehl pemerintah denganl cara: (i) menyusunl organisasi 

denganl menyiapkan lalat-alat yangl diperlukan; (ii) 

memimpinl organisasi agarl tercapai ltujuan. 

2) Prajudil Atmosudirjo, mengklasifikasikan administrasi 

menjadi beberapa macam, yaitu: 

a. Ilmul Administrasi lPublik, yangl meliputi: Ilmul 

Administrasil lNegara Umum, Ilmul Administrasil 

lDaerah, Ilmu Administrasil Negaral lKhusus; 

b. Ilmul Administrasil Negaral Privat yangl terdiril ldari : 

Ilmu Administrasil Niaga, Ilmul Administrasi lNon- 

Niaga. 
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3) lR.D.H lKusumaatmadja, menerutnya administrasi negara 

memiliki du aarti, yaitu: 

a. Dalaml arti lsempit: administrasi adalahl kegiatan tulisl 

meulis, catatl mencatat dalaml setiap kegiatanl atau tatal 

lusaha. 

b. Dalaml artil lluas: administrasi adalahl kegiatanl untukl 

mencapai tujuanl yangl telahl ditetapkan terlebihl 

dahulu. 

 

B. ADMINISTRASI NEGARAL  

Menurutl Utrecht, Administrasil Negara adalahl gabungan 

jabatanl (aparat/lalat) administrasi yangl dibawah pimpinanl 

pemerintah (Presidenl dan paral Menteri) melakukanl sebagian 

daril pekerjaan pemerintahl (tugas lpemerintah) yang tidakl 

diserahkan padal badan pembentuk peraturan lperundang-

undangan danl kehakiman. Sementara Waldo memberikan dua 

defenisi terkair administrasi negara yaiut: Pertama, Publikl 

administrasi adalahl suatu pengorganisasianl dan manajemenl 

dari manusial dan alatl perlengkapannya untukl mencapai tujuanl 

dari lpemerintah; Kedua, Publik administrasil adalah suatul seni 

danl ilmu daril manajemen dalaml menyelenggarakan 

kepentinganl Negara. 

Sementara menurut lPrajudi A, yangl dimaksud dengan 

Administrasi Negaral adalah meliputi: lPerencanaan, Pengaturan 

tidakl bersifat lUndang-undang, Tatal Pemerintahan yangl bersifat 

lmelayani, Kepolisian yangl bersifat menjagal dan mengawasil tata 

ltertib, Penyelesaian perselisihanl secara administrative, 

Pembangunanl dalam penertibanl lingkungan lhidup, Tata Usahal 

Negara yangl dilakukan oelhl kantor-kantorl pemerintah, 

Penyelenggraanl usaha-usahal Negara, yangl dilakukan olehl dinas-

ldinas, dan lperusahaan-perusahaan Negaral (BUMN danl BUMD). 
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Dasarl dan tujuanl daripada administrasil adalah sesuail 

dengan dasarl dan tujuanl administrasi Negaral Indonesia adalahl 

sesuai denganl dasar Negaral Kesatuan Republikl Indonesia 

adalahl tercapainya kesejahteraanl rakyat danl keadilan lsocial. 

Untuk itul dalam penyelenggaraanl administrasi Negaral yang baikl 

diperlukan. 

i. Sociall participation (ikutl sertanya rakyatl dalam 

ladministrasi; 

ii. Sociall responsibility (pertanggungjawabanl 

administrator); 

iii. Sociall support (dukunganl dari rakyatl pada administrasil 

negara);  

iv. Sociall control (pengawasanl dari rakyatl kepada kegiatanl 

administrasi lnegara). 

 

C. SUMBERL HUKUM ADMINISTRASIL NEGARA 

Sumberl hukum adalahl segala sesuatul yang menimbulkanl 

aturan hukuml dan ditentukanl aturan hukuml itu, secara umum 

sumberl hukum terdiri daril dua yaitul sumber hukum materil dan 

sumberl hukum formil (Tjandra W, Op cit: 89) 

a. Sumberl hukum materil adalahl sumber hukuml yang 

menentukanl isi aturanl hukum litu, dan untukl menentukan 

isil hukum itul dipengaruhi olehl banyak factor lyaitu :  

i. lSejarah, yaitu lundang-undang/ lperaturan-peraturan 

masal lalu yangl dianggap baikl dapat dijadikanl bahan 

untukl membuat lundang-undang danl dapat 

diberlakukanl sebagai hukuml positif.  

ii. Faktorl Soiologis Yaitu seluruhl masyarakat danl lembaga-

lembagal yang adal didalam lmasyarakat. Kegiatan-

kegiatanl yang terjadil didalam masyarakatl dapat 

dijadikanl bahan untukl membuat hukuml dengan katal 
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lain sesuail dengan perasaanl hukum masyarakatl 

misalnya keadaanl dan pandanganl masyarakat dalam 

lsocial, ekonomi, lbudaya, agama danl psikologis.  

iii. Faktorl Filosofis. Yaitul ukuran untukl menentukan aturanl 

itu bersifatl adil ataul tidak danl sejauhmana aturanl itu 

ditaatil oleh wargal masyarakat ataul mengapa 

masyarakatl mentaati aturanl itu 

b. Sumberl Hukum Formill yaitu kaidahl hukum dilihatl dari segil 

bentuk, denganl diberi suatul bentuk melaluil suatu prosesl 

tertentu, makal kaidah itul akan berlakul umum danl mengikat 

seluruhl warga masyarakatl dan ditaatil oleh wargal 

masyarakat.  

 

Adapun lsumber-sumber hukum administrasil negara, meliputi: 

i. lUndang-Undang, lAturan-aturan Hukuml Administrasi 

Negaral yang diaturl dalam lUndang-undang lDasar, 

dilaksanakan lebihl lanjut olehl undangundang. Seluruhl 

peraturan perundang-undang merupakanl Sumber 

Hukuml Administrasi lNegara. 

ii. Kebiasaan/ Praktek Hukuml Administrasi lNegara, Alat 

administrasil Negara dapatl mengeluarkan lkebijakan-

kebijakan untukl menyelesaikan lpersoalan-persoalan 

konkritl yang terjadil diluar daril Undang-lundang. Dalam 

mengeluarkanl Keputusankeputusan merupakan 

praktekl administrasi Negaral dalam rangkal kepentingan 

lumum. Alat administrasil Negara dapatl bertindak cepatl 

menyelesaikan suatul masalah untukl kepentingan 

umuml tanpa adanyal suatu lundang-undang. 

iii. lYurisprudensi, yaitu keputusan l hukum yangl sudah 

mempunyail kekuatan hukuml yang tetapl dapat menjadil 
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sumber hukuml administrasi lNegara, Terutama 

Keputusanl Hakim Peradilanl Tata Usahal Negara. 

iv. lDoktrin, yaitu Pendapat paral ahli terutamal teori-teoril 

yang barul mengenai pelaksanaanl hukum administrasil 

Negara dapatl dijadikan sumberl hukum administrasil 

Negara. Pendapatl para ahlil yang merupakanl hasil 

pemikiranl dan penulisanl diterima olehl masyarakat danl 

dijadikan dasarl bagi untukl membuat lkebijakan-

kebijakan bagil administrasi lnegara. 

D. OBJEKL HUKUM ADMINISTRASIL NEGARAL 

Pada dasarnya objek lkajian hukum administarasi negara l 

ditebagi dua yaitul Obyek Hukam Administrasi Negara Khusus 

yaitu peraturan-peraturanl hukum yangl berhubungan denganl 

bidang tertentul dari kebijaksanaanl penguasa. lContoh: Hukum 

Tatal Ruang, lIMB, dan lainya, Sedangkan Obyek Hukum 

Administrasi Negara Umuml adalah lperaturan-peraturan hukuml 

yang tidakl terikat padal suatu bidangl tertentu daril kebijaksanaan 

lpenguasa. Contoh: lAsas-asas umuml pemerintahan yangl baik. 

Daril lapangan hukuml administrasi khususl itulah kemudianl 

dicari lelemen-elemen umuml yaitu elemenl yang terdapatl dalam 

tiapl lapangan khususl tersebut. Elemenl yang demikianl itulah 

kemudianl membentuk hukuml administrasi lumum. 

E. TINDAKAN PEMERINTAHL 

Secaral teoritik tindakanl pemerintah 

(lbestuurshandelingen) merupakan” tindakanl atau perbuatanl 

dari alatl perlengkapanl pemerintahan (bestuursorgaanl) untukl 

menjalankanl fungsi pemerintahanl (bestuursfunctiel).” Tindakan 

pemerintahl tersebutl dapatl dikelompokkan menjadil 2 (dual), 

yaitul (Bhakti, T Satya,2017) 
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a. Tindakanl berdasarkan hukuml (rechtshandelingen), yaitul 

tindakan-tindakanl pemerintah yangl dapat menimbulkanl 

akibat hukuml tertentu untukl melahirkan hakl dan 

lkewajiban. Tindakan-tindakanl ini berhubunganl langsung 

denganl kewenangan yangl dimiliki ataul melekat padal 

jabatannya. 

b. Tindakanl berdasarkan lFakta/Nyata (feitelijkehandelingenl), 

yaitu ltindakan-tindakan pemerintahl yang tidakl 

berhubungan langsungl dengan kewenanganl yang dimilikil 

sehingga tidakl menimbulkan akibatl hukum. lContoh: 

pemerintah memberikanl bantuan, peresmianl jembatan danl 

lain-lainl (Sadjijono, Op cit: 79-80). 

Menurutl Satjipto lRahardjo, hukum publikl adalah “hukuml 

yang mengaturl segala sesuatul yang menyangkutl kepentingan 

lumum, seperti hubunganl antara wargal negara denganl negara 

danl seluruh komponenl yang terlibatl dalam lnegara” (Sudarsono, 

l2008: 5). Ciril khas hukuml publik adalahl mengatur kepentinganl 

umum. Salahl satu contohl hukum publikl adalah Hukuml 

Administrasi Negaral dan tindakanl hukum publikl yang dilakukanl 

oleh pemerintahl masuk dalaml ranah Hukuml Administrasi 

lNegara, sehingga untukl mengetahui ciril khas tindakanl hukum 

publikl dapat diketahuil dari ciril khas Hukuml Administrasi 

lNegara. Ciri ataul karakteristik daril tindakan hukuml publik yangl 

dilakukan olehl pemerintah ladalah: 

i. Demi kepentinganl Umum; 

ii. Dilakukanl berdasarkan Kewenagan; 

iii. Tidak adanya kesataraan Posisi; 

iv. Sanksi tegas dan dipertahankan secara sepihak oleh 

penguasa. 
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BAB XIII 

PERLINDUNGAN HUKUM 

ADMINISTRASI NEGARA 
 

 

A. KONSEP PERLINDUNGANL HUKUM ADMINISTRASIL 

NEGARA 

Hubungan hukuml antarl subyek hukuml dapat berjalan 

secaral lharmonis, seimbangl dan ladil, dalaml artil setiap subyekl 

hukuml mendaptkan apa yangl menjadil haknyal dan menjalankanl 

kewajibanl yangl dibebankan lkepadanya, makal hukuml tampil 

sebagail aturanl mainl dalam mengaturl hubunganl hukuml 

tersebut. Hukuml diciptakanl sebagail suatu saranal ataul 

instrumenl untuk mengaturl lhak-hakl dan kewajiban-kewajibanl 

subjekl hukum. Selainl itu hukuml berfungsi sebagail instrumen 

perlindunganl bagi subjekl hukum. Pelaksanaanl hukum dapatl 

berlangsung secaral normal damail tetapi dapatl terjadi jugal 

karena pelanggaranl hukum (Kusdarini,2020:30). lMasing-

masing negaral mempunyai caral dan mekanisme sendiril tentang 

bagaimanal mewujudkan perlindunganl hukum itul diberikan. 

Hukuml yang mengaturl hubungan hukuml antara 

pemerintahl dengan wargal negara adalahl hukum administrasil 

negara ataul hukum lperdata, tergantung daril sifat danl 

kedudukan pemerinntah dalaml melakukan tindakanl hukum 

ltersebut. Pemerintah memilikil dua kedudukanl hukum yaitul 

sebagai wakill dari badanl hukum publikl dan sebagail pejabat 

(ambtsdragerl) dari jabatanl pemerintahan. Ketikal pemerintah 

melakukanl tindakan hukuml dalam kapasitasnyal sebagai wakill 

dari badanl hukum, maka tindakanl tersebut diaturl dan tundukl 
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pada ketentuanl hukum lkeperdataan, sedangkan ketika l 

pemerintah bertindakl dalam kapasitasnyal sebagai lpejabat, 

maka tindakan itul diatur danl tunduk padal hukum administrasil 

negara.  

Baikl tindakan hukuml keperdataan maupunl publik daril 

pemerintah dapatl menjadi peluangl munculnya perbuatanl yang 

bertentanganl dengan lhukum, yang melanggarl hak-hakl warga 

lnegara. Oleh karenal itu, hukuml harus memberikan 

perlindunganl hukum bagil warga lnegara. Van Derl Burg danl 

kawan-kawanl mengatakan lbahwa, “kemungkinan untukl 

memberikan perlindunganl hukum adalah pentingl ketika 

pemerintahl bermaksud untuk melakukanl atau tidakl melakukan 

tindakanl tertentu terhadap lsesuatu, yang oleh karena l tindakan 

ataul kelalaiannya itul melanggar hakl orang-orangl (Fauadi 

AB,2020). 

 

B. MACAM-MACAM PERBUATAN HUKUM PEMERINTAH 

Dalam praktik Pemerintahan, terdapat Macam-Macam 

Perbuatan hukum Pemerintah, sebagai berikut: 

1. Regeling yaitul perbuatan pemerintah dalaml bidang 

pembuatanl peraturan lperundang-undangan. 

2. Beschikking yaitu  perbuatan l pemerintah dalaml 

pengambilan keputusan. 

3. Materiele Daad yaitu perbuatan l pemerintah dalaml bidang 

lkeperdataan. 

Untuk perbuatanl pemerintah dalaml hal regeling dan 

beschikking tunduk serta berdasar pada hukum publik 

sedangkan perbuatan pemerintah (materiele daad) tunduk serta 

diatur dalam hukuml perdata. Atasl dasar pembidanganl 

perbuatan pemerintahanl ini, menurut Muchsanl bahwa 
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“Perbuatanl melawan hukuml oleh pemerintahl yang berbentukl 

melanggar hakl subjektif orangl lain tidakl hanya terbatasl pada 

perbuatanl yang bersifatprivaterechtlijk lsaja, tetapi jugal 

perbuatan yangl bersifat publicrechtlijk.”. lebih lanjut yang 

bersangkutan menjelaskan, lpenguasa dapat dianggap l 

melakukan perbuatanl melawan hukuml karena melanggarl hak 

subyektif orangl lain, lapabila: 

1. lPenguasa melakukan perbuatan l yang bersumberl pada 

hubunganl hukum perdatal serta melanggarl ketentuan dalaml 

hukum ltersebut; 

2. Penguasal melakukan perbuatanl yang bersumberl pada 

hukuml public serta melanggarl ketentuan kaidahl hukum 

ltersebut. 

Perlindunganl hukum dalaml bidang publik mengartikan 

bahwa adanya tindakan hukum pemerintah berdasar hukum 

lpublik, tindakan hukuml pemerintah adalahl tindakan-tindakanl 

yang berdasarkanl sifatnya menimbulkanl akibat lhukum. 

Karakteristik palingl penting daril tindakan hukuml yang 

dilakukanl oleh pemerintahl adalah lkeputusan-keputusan 

pemerintahl yang bersifatl sepihak. Keputusan sebagai instrumen 

hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, 

dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum 

terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern, 

olehl karena itul diperlukan perlindunganl hukum bagil warga 

negaral terhadap tindakanl hukum lpemerintah. 

Menurutl Sjachran lBasah, perlindungan terhadapl warga 

negaral diberikan bilal mana sikap tindakl administrasi negaral itu 

menimbulkanl kerugian lterhadapnya, sedangkan perlindunganl 

terhadap administrasil negara itul sendiri dilakukanl terhadap 

sikapl tindaknya denganl baik danl benar menurutl hukum baikl 

tertulis maupunl tidak ltertulis. Dalam rangkal perlindungan 
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lhukum, keberadaan lasas-asas umuml pemerintahan yangl baik 

memilikil peranan pentingl sehubungan denganl adanya langkahl 

mundur pembuatl undang-lundang, yang memberikanl 

kewenangan lkepada pemerintah untukl membuat peraturanl 

peundang-lundangan, dan adanya l freies ermessen padal 

pemerintah. Namunl di sisil lain, pemberianl kewenangan inil 

dapat menjadil peluang terjadinyal pelanggaran kehidupanl 

masyarakat olehl pemerintah. 

Secara umum terdapat dual macam perlindunganl hukum 

bagil rakyat dari tindakan hukuml pemeritah, antaralain: 

i. lPerlindungan hukum preventifl adalah perlindungan yang 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,sehingga 

perlindungan hukuml preventif ini bertujuanl untuk 

mencegahl terjadinya lsengketa, sedangkan represifl 

bertujuan untukl menyelesaikan lsengketa. 

ii. Perlindunganl hukum represifl adalah perlindungan 

hukum yang bertujuan untuk menyelasaikan sengketa, 

dalam hall terjadi sengketal antara pemerintahl dengan 

masyarakat maka hukuml hadir sebagai mekanisme 

penyelesaiannya. 

Dil Indonesia perlindunganl hukum bagil rakyat akibatl 

tindakan hukuml pemerintah adal beberapa lkemungkinan, 

tergantung daril instrumen hukuml yang digunakanl pemerintah. 

Instrumenl hukum pemerintahl yang laziml digunakan adalahl 

peraturan lperundang-undangan danl keputusan. Perlindunganl 

hukum akibatl dikeluarkannya peraturanl perundangundangan 

ditempuh melaluil Mahkamah lAgung, dengan caral hak ujil 

materiil, sesuail dengan Pasall 5 ayatl (2) Tapl MPR lNo. 

III/MPR/2000l tentang Sumberl Hukum danl Tata Urutanl 

Peraturan lPerundang-undangan, yangl menegaskan bahwal 

“Mahkamah Agungl berwenang mengujil peraturan lperundang-
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undangan dil bawah lundang-undang”. Terdapatl pula dalaml Pasal 

26l UU lNo. 14 Tahunl 1970 yangl telah diubahl dengan UUl No. 35l 

Tahun 1999l tentang lKetentuan-Ketentuan Pokokl Kekuasaan 

lKehakiman, yang lberbunyi, “Mahkamah Agungl berwenang 

untukl menyatakan tidakl sah semual peraturan lperundang-

undangan daril tingkat yangl lebih rendahl dari lundang-undang 

atasl alasan bertetanganl dengan peraturanl perundang-undanganl 

yang lebihl tinggi.” Dalaml rangka perlindunganl hukum, terdapatl 

tolok ukurl untuk mengujil secara materiill suatu peraturanl 

perundang-undanganl yaitu bertentanganl atau tidakl dengan 

peraturanl yang lebihl tinggi danl bertentangan ataul tidak denganl 

kepentingan lumum.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara perlindungan hukum akibat 

dikeluarkannya keputusan ditempuh melalui dua kemungkinan, 

yaitu peradilan administrasi dan upaya administrasif. Adapun 

yang dimaksud dengan peradilan administratif adalah prosesl 

peradilan padal pemerintahan melaluil instansi yangl merdeka. 

Kemerdekaanl ini tampakl pada hakiml administrasi yangl 

professional, disampingl juga kedudukanl hukumnya; hanya 

dilakukan melalui putusan pegadilan. Sedangkanl upaya 

administratifl berkenaan denganl proses peradilanl di dalaml 

lingkungan ladministrasi; instansi upayal administratif adalahl 

organ lpemerintahan, dilengkapi dengan l pertanggungjawaban 

lpemerintahan. Dalam hall upaya administratifl ini tindakanl 

pemerintahan tidakl hanya dinilail berdasarkan lhukum, namun 

jugal dinilai aspekl kebijakannya. Untuk upaya hukum 

administratif sendiri diklasifikasikan menjadi dua macam, 

sebagai Berikut (Panjaitan, 2017):  

i. Bandingl administratif yaitul penyelesaian sengketal tata 

usahal Negara dilakukanl oleh instansil atasan ataul instansi 
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lainl dari yangl mengeluarkan keputusanl yang 

ldisengketakan. 

ii. Prosedurl keberatan adalahl penyelesaian sengketal tata 

usahal Negara dilakukanl oleh instansi lyang mengeluarkanl 

keputusan yangl bersangkuta. 
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BAB XIV 

PERTANGGUNGJAWABAN 

PEMERINTAH DALAM HUKUM 

ADMINISTRASI NEGARA 
 

 

A. KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAHAN 

Istilahl Pertanggungjawaban Pemerintahan l atau 

Governmentall Liablity, seringl kali ditukarartikan denganl istilah 

Statel Liability, misalnyal tulisan J.J. Vanl Der lGouw, et lal. (1997) 

yangl berjudul Governmentl Liability inl Netherlands mengatakanl 

bahwa baikl negara, pemerintahl pusat danl pemerintah ldaerah, 

dewan maupunl badan-badanl lainnya yangl memiliki tugasl 

pemerintahan, digolongkanl sebagai badanl hukum (legall person) 

yangl dapat dimintail pertanggungjawabannya baikl secara 

hukuml perdata maupunl hukum ladministrasi, apabila 

melakukanl perbuatan melanggarl hukum (unlawfull action). 

Pendapatl Otto Depenheuerl (Governmental Liabilityl in 

lGermany, 1997) bahwal dalam pasall 131 Welmarl Constitution 

menyatakanl “negara bertanggungl jawab (thel state wasl liable) 

secaral hukum publikl atas segalal perbuatan aparaturnyal yang 

berbuatl kesalahan”. Lebihl lanjut dikatakanl “ketentuan dalaml 

pasal 131l tersebut merupakanl tindakan yangl mendahului 

tindakanl perdata yangl akan menyeretl pejabat yangl 

bersangkutan dil hadapan “pengadilanl perdata”. Tindakanl 

hukum publikl (misalnya berupal pemecatan) menurutl pasal 131l 

tadi ldigunakan, menurutnya karenal penggunaan Pasall 839 

KUHPerdatal Jerman yangl merupakan tanggungl jawab pribadil 
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pejabat (officiall personality) seringkalil tidak memuaskanl 

(unsatisfactory) sehinggal pada gilirannyal dapat menimbulkanl 

ketidakpercayaan publikl kepada pemerintahl (Aprilia S,2021). 

Secaral umum pengertianl Tanggung Jawabl Pemerintahan 

adalahl kewajiban penataanl hukum (compulsoryl compliance) 

daril negara ataul pemerintah ataul pejabat pemerintahl atau 

pejabatl lain yangl menjalankan fungsil pemerintahan sebagail 

akibat adanyal suatu lkeberatan, gugatan, judicial l review, yangl 

diajukan olehl seseorang, lmasyarakat, badan hukuml perdata 

baikl melalui penyelesaianl pengadilan ataul di luarl pengadilan 

untukl pemenuhan lberupa:  

a. Pembayaranl sejumlah uangl subsidi, gantil rugi, ltunjangan; 

b. Menerbitkanl atau lmembatalkan/ mencabut suatul 

keputusan ataul peraturan; 

c. lTindakan-tindakan lainl yang merupakanl pemenuhan 

lkewajibannya, misalnya untukl melakukan pengawasanl 

yang lebihl efektif danl efisien, mencegahl adanya bahayal 

bagi manusial maupun llingkungan, melindungi hartal benda 

lwarga, mengelola danl memelihara saranal dan prasaranal 

umum, mengenakanl sanksi terhadapl suatu pelanggaranl 

dan lsebagainya. 

Dalaml konteks governmentall liability, dil bidang 

keperdataanl pada umumnyal didasarkan padal suatu perbuatanl 

melawan hukuml yang dilakukanl oleh penguasal (onrechmatige 

overheidsdaadl atau unlawfull acts ofl the lgovernment) 

sebagaimana ditentukanl dalam Pasall 1365 lKUHPerdata. 

Penyelesaian tindakanl keperdataan inil dapat dilakukanl melalui 

jalurl pengadilan ataul di luarl pengadilan yaknil melalui 

mekanisharame ADRl (al: mediasil dan larbitrase) Jalur prosedurl 

gugatan perdatal berdasarkan Pasal 1365l KUHPerdata 

dimaksudkanl agar pemerintahl bertanggung jawabl secara 
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perdatal berupa pembayaranl ganti rugil maka harusl dapat 

ldibuktikan: 

a. Tindakanl pemerintah tersebutl bersifat melawanl hukum;  

b. lBenar-benar lbersalah;  

c. Penggugatl (masyarakat/ badanl hukum lswasta) memang 

menderital kerugian; 

d. Kerugian tersebutl sebagai akibatl perbuatan lpemerintah. 

Sedangkanl pertanggungjawaban pemerintahanl dalam 

lingkupl hukum administrasil didasarkan padal perbuatan 

melanggarl hukum olehl penguasa (onrechmatigel overheidsdaad 

ataul unlawful actsl of thel government) yangl disebabkan karena l 

tindakan/perbuatanl pemerintahan tersebutl yang berbentukl 

Keputusan Tatal Usaha Negaral dibuat denganl 

melanggar/bertentangan dengan, prinsip-prinsip yang berlaku, 

seperti (Nurfurqon,2020): 

a. Peraturanl perundang-undanganl yang lberlaku;  

b. Bertentanganl dengan lasas-asas umuml pemerintahan yangl 

baik sebagaimanal diatur dalaml UU lNo. 28 Tahunl 1999 

tentangl Penyelenggaraan Negaral yang Bersihl dan Bebasl 

dari lKorupsi, Kolusi, danl Nepotisme. 

Sementara apabila dalaml persidangan terbuktil bahwa 

ltindakan/perbuatan pemerintahanl tersebut bertentanganl 

dengan ketentuanl peraturan lperundang-undangan yangl berlaku 

ldan/atau melanggarl asas-asasl umum pemerintahanl yang lbaik, 

maka Pengadilanl Tata Usahal Negara membatalkanl dan/ataul 

menyatakan tidakl sah perbuatanl atau KeputusanTata Usahal 

Negara dimaksudl sehingga harusl dicabut, baikl dengan ataul 

tanpa gantil rugi danl rehabilitas. Sejahtinya Keberadaan 

Pertanggungjawaban pemerintahan ini merupakan suatu hal 

yang wajib ada dalam suatul Negara yangl menerapkan konsep 
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Negaral hukum (Rechstaatsl). Menurut Frederichl Julius lStahl, ada 

empatl ciri pokokl suatu negaral hukum dalaml arti lformal, yaitu:  

a. Adanyal jaminan pengakuanl terhadap lhak-hak asasil 

manusia; 

b. Adanyal pembagian kekuasaanl dalam lNegara;  

c. Pemerintahanl diselenggarakan berdasarkan l hukum; 

d. Adanya peradilan administrasi. 

Kalau bersdasar pada prinsip-prinsip negara hukum diatas, 

maka kehadiran peradilanl administrasi mempunyail peranan 

yangl sangat penting dalaml membentuk goodl governance dalaml 

mewujudkan negaral hukum, yaitul sebagai lembagal kontrol atau 

pengawas terhadap tindakan-tindakanl hukum pemerintahl agar 

tetapl berada padal jalur hukuml disamping pelindungl hak-hakl 

warga masyarakatl terhadap penyalahgunaanl wewenang 

lpenguasa. Pertanggungjawaban pemerintahan l dalam bidangl 

hukum administrasil terdapat empatl kemungkinan penyebabnyal 

yakni karenal tindakan lpenguasa: pertama, melahirkan keputusanl 

yang bertentanganl dengan peraturanl undangan; kedua, 

penyalahgunaanl wewenang; ketiga adanya tindakan sewenang-

wenang; empat, bertentanganl dengan lasas-asas umuml 

pemerintahan yangl baik. 

Selainl lembaga peradilanl administrasi yangl mengontrol 

perbuatanl hukum pemerintah, juga dapatl diperankan olehl 

Mahkamah Agungl melalui prosesl judicial reviewl artinya setiapl 

produk peraturanl perundang-undanganl di bawahl undang-

undangl dapat dilakukanl pengujian secaral materiil terhadapl 

undang-lundang. Serta olehl Mahakamah Konstitusi melaluil 

proses judiciall review artinyal setiap lundang-undang dapatl 

dilakukan pengujianl secara materiill jika dinilail secara 

procedurall dan/ataul secara substansil materi bertentanganl 

dengan lUndang-Undang lDasar 1945. 
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Tanggungl Jawab inil sesungguhnyal merupakan salahl satul 

penyeimbangl dalam memposisikanl kedudukanl pemerintahl dan 

masyarakatl dalaml menjalankanl roda organisasil lnegara. 

Pemerintahl memiliki wewenangl untuk lmengatur, memungutl 

pajak, menegakkanl lhukum, mengenakan sanksil dan lseterusnya, 

yangl merupakan serangkaianl “kekuasaanl” dalamupaya 

mencapail tujuan hidupl lbernegara. Di lainl pihak masyarakatl 

memilikil pula hakl untukl memperolehl perlindungan hukuml daril 

berbagai tindakanl pemerintahl yangl mungkin dapatl 

menimbulkan kerugianl bagil masyarakatl (Hikma,2023). Serta 

dengan Adanya asasl tanggung jawabl pemerintahan inil 

sesungguhnyal memberikan ruangl yangl cukupl leluasa bagil 

timbulnya peranl sertal masyarakatl yang memangl sangat 

dibutuhkanl oleh pemerintahanl yang ldemokratis.  

 

Denganl dilaksanakan-nya prinsip tanggungl jawab 

pemerintahanl ini secaral konsisten danl konsekuen, makal 

sesungguhnya akanl meningkatkan pulal wibawa danl martabat 

pemerintahl di matal rakyatnya, sebabl apabila pemerintahl rela 

untukl menegakkan asasl tanggung jawabl pemerintahan inil makal 

setidaknyal akan tercapail beberapal hall yang lpenting, antaralain: 

a. Penerapan prinsipl Negaral lhukum, rule ofl llaw, supremasil 

hukum danl kesamaanl dil hadapan hukuml dalaml 

penyelenggaraanl pemerintahan, karenal pemerintahl punl 

ternyata menghormatil danl taatl pada lhukum; 

b. Mengingatl padal umumnyal masyarakat Indonesial adalahl 

masih menganutl budayal lpaternalistik, maka dengan l 

adanyal asasl tanggung jawabl pemerintahanl ini mendorongl 

timbulnyal kesadaranl hukum masyarakatl secaral lsukarela; 
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c. Memperkokohl komitmenl reformasil untuk mewujudkanl 

goodl governancel yang selarasl denganl penguatanl 

masyarakat madanil (civill lsociety); 

d. Untukl memperkuatl asasl tanggung jawabl pemerintahanl inil 

agar terjadil kepastianl lhukum, keadilan danl perlindunganl 

lhukum, maka perlul dipikirkanl untukl dibentuk lundang-

undangl tentangl Tanggung Jawabl Negaral atau 

Tanggungjawab Pemerintahan serta undang-undang 

tentang Kompensasi Nasional. 

Dari segi makna Asasl “tanggung jawabl pemerintahan” 

dibedakanl dengan asasl pemerintahan yangl bertanggungjawab 

(responsiblegovernment), Tanggung jawab pemerintahan inil 

diukur daril tingkat keabsahanl perbuatan pemerintahan 

(bestuurhandelingl), baik daril keabsahan hukuml 

(rechtmatigheids), keabsahan lundang-undang (wetmatigheidsl), 

maupun daril segi keabsahanl tujuan ataul maksud 

(doelmatigheidsl) dan bagaimanal pula pertanggungjawaban 

lhukumnya. Namun dalam hal tujuan yang hendak dicapai 

keduanya sama-sama ingin menciptakan pemerintahanl yang 

baikl dalam rangkal menegakkan negaral hukum yangl demokratis. 

Olehl karena litu, dalam hal penerapannya tidak dapatl dipisahkan. 

 

B. PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DALAML 

PENEGAKAN HUKUML LINGKUNGAN HIDUPL 

Padal hakekatnya penegakanl hukuml administrasil 

lingkungan hidupl bertujuanl untuk mencapail apa yangl harus 

dicapail oleh lhukum, hakikat penegakanl hukum lingkunganl 

hidup adalahl penerapan lnilai-nilai untukl melindungi 

kemampuanl ekosistem danl fungsi lingkunganl hidup. 

Pengaturanl penerapan hukuml lingkungan melaluil sanksi 

administratifl bersumber daril ketentuan bahwal penerapan 
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hukuml administrasi berfungsil sebagai alatl untuk lmengontrol, 

mencegah, danl memulihkan perbuatanl yang dilarangl menurut 

peraturanl perundang-undanganl di bidangl lingkungan hidupl 

yang bersifatl preventif danl memperkenalkan ltindakan-tindakan 

yangl bersifat lmenghukum. Penegakan hukuml lingkungan dapatl 

dilakukan secaral preventif ldengan alat pengawasanl danl 

perizinan yangl maksimal, sedangkanl penegakan represifl 

dilakukan melaluil penerapan kerangkal peraturan, sanksil 

administratif, berupal penegakan hukuml yang lefektif, konsekuen 

danl konsisten terhadapl pencemaran danl perusakan lingkunganl 

hidup yangl sudah terjadil (Sodikin, 2010: 50)  

Penerapanl sanksi administratifl dimaksudkan untukl 

memaksa masyarakatl agar mematuhil standar hukuml 

lingkungan ladministratif. Sanksil hukum dapatl dijatuhkanl olehl 

pejabat pemerintahl tanpal melaluil proses hukuml ataul litigasi 

terhadapl orangl atau badanl hukuml yangl melanggar ketentuanl 

hukuml administrasi llingkungan. Sanksil administratif terutamal 

memilikil fungsi instrumentall untukl mengendalikan tindakanl 

yang ldilarang. Sanksi administratifl untuk mencegahl dan 

menghentikanl pelanggaran. Penerapanl sanksil administrasi 

harusl berpedomanl kepadal ketentuan Lampiranl Il angkal IV 

Peraturanl Menteril Lingkunganl Hidup Nomorl 02l Tahunl 2013 

tentangl Pedomanl Penerapanl Sanksi Administratifl dil Bidangl 

Perlindungan danl Pengelolaanl Lingkunganl Hidup, yaitul teguranl 

ltertulis, paksaan lpemerintah,pembekuan, danl pencabutan lizin. 

i. Teguranl tertulis berlakul dalaml hal suatul usahal dan/ataul 

kegiatanl melanggar peraturanl lperundang-undanganl serta 

persyaratanl yangl ditetapkan dalaml lizin. 

ii. Paksaanl pemetintah adalahl tindakanl nyata pemerintahl untukl 

menghentikanl pelanggaran ldan/ataul mengembalikannya kel 

keadaanl semula. Sanksil pemerintahl yang memaksal 
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dinyatakan untukl pelanggaran peraturanl lperundang-

undanganl dan/ataul persyaratanl danl kewajiban llisensi. 

Penerapannyal dapat dilakukanl denganl syarat diberikanl 

teguranl tertulisl terlebih dahulul atau tanpal teguranl tertulis 

terlebihl dahulu, jikal pelanggaranl tersebut lmengakibatkan, (i) 

Ancaman seriusl terhadap manusial dan llingkungan; (ii) 

Dampak akanl meningkat jikal pencemaran danl perusakan 

tidakl dapat ldicegah; dan (iii) Kerusakan l lingkungan yangl 

lebih besarl jika pencemaranl dan/ataul kerusakan tidakl segera 

ldicegah. 

iii. Pembekuanl izinl berupal tindakan hukuml tidakl 

memberlakukanl sementara izinl yangl berakibatl berhentinya 

usahal ldan/ataul kegiatan lsementara, karenal tidakl 

melaksanakan paksaanl lpemerintah, melakukanl kegiatan lainl 

selainl yangl tercantum dalaml lizin, danl belum menyelesaikanl 

secaral teknisl apa yangl menjadil lkewajibannya. 

iv. Pencabutanl izinl karenal tidak melaksanakanl sanksil 

administrasil paksaan lpemerintah, memindahl tangankan izinl 

usahanyal kepada pihakl lainl tanpal persetujuan tertulisl daril 

pemberil izin, pelanggaranl yangl menimbulkanl pencemaran 

ldan/ataul kerusakanl lingkungan hidupl yangl menimbulkanl 

keresahan lmasyarakat. 

Dendal administratifl Pengenaan kewajibanl membayarl 

sejumlahl uang kepadal penanggungl jawabl usaha ldan/ataul 

kegiatanl karena lalail dalaml penegakan tindakanl paksaan 

lpemerintah. Sanksil administratifl juga bersifatl reimbursement, 

yaitul mengembalikan kepadal keadaan sebeluml terjadi 

lpelanggaran, maka berkat l fungsi pengembalianl inilah 

penerapanl sanksi administratifl dalam penerapanl sanksi 

ladministratif. dan/ataul kerusakan llingkungan. Oleh karenal itu, 

keseragamanl penerapan sanksil administratif, terutamal 

tindakan lperbaikan, seperti pemaksaanl pemerintah, diperlukan l 
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untuk membantul pencapaian tujualn pembangunan 

berkelanjutanl dan ramahl lingkungan (Astri Angriani, 2020: 35). 

Paksaanl pemerintah merupakanl kewenangan mandiril dari 

lpemerintah, sehingga pelaksanaannya l tidak memerlukanl 

bantuan pihakl lain. Sepertil yang dilakukanl Dinas Lingkunganl 

Hidup Kotal selama inil dalam penegakanl sanksi ladministrasi, 

baik berupal teguran ltertulis, pemaksaan lpemerintah, 

penangguhan izinl maupun pencabutanl izin, penerapanl sanksi 

administrasil selalu berjalanl baik danl lancar, sesuai dengan l 

peraturan sehinggal penerapan sanksli administrasi masihl 

berlaku efektifl (Juliadi Rusyidi,2023:60). 
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